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PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian
mengemban salah satu tugas Departemen Pertanian yakni merumuskan serta
melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pengolahan dan
pemasaran hasil pertanian. Tujuan yang ingin dicapai sesuai mandat Departemen
Pertanian adalah (1) meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian petani dan
kelembagaan pertanian (2) meningkatkan pemanfaatan sumberdaya pertanian
secara berkelanjutan, (3) memantapkan ketahanan pangan dan keamanan
pangan, (4) meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk pertanian, (5)
menumbuhkembangkan usaha pertanian yang akan memacu aktivitas ekonomi
perdesaan, (6) membangun sistem manajemen pembangunan pertanian yang
berpihak kepada petani.  Tercapainya tujuan pembangunan pengolahan dan
pemasaran hasil pertanian tidak terlepas dari rencana dan strategi yang baik yang
disusun dengan melibatkan semua pihak terkait.

Sebagai penanggung jawab dan simpul koordinasi pembangunan
pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, Direktorat Jenderal Pengolahan dan
Pemasaran Hasil Pertanian sejak awal periode telah menyusun dokumen Rencana
Strategis Pembangunan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian tahun 2005-
2009. Rencana Strategis Pembangunan Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Pertanian 2005-2009 ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan
Pertanian tahun 2005-2009 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) tahun 2004-2009. Rencana Strategis ini merupakan acuan
utama bagi semua stakeholder dan unit kerja pertanian di pusat dan daerah dalam
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pengolahan dan pemasaran hasil
pertanian.



Sebagai tindak lanjut, kemudian disusun Rencana Strategis Direktorat
Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian tahun 2005-2009 sebagai
dokumen rencana strategis institusi yang merupakan penjabaran dari Rencana
Strategis Departemen Pertanian tahun 2005-2009 sebagaimana diamanatkan UU
No0.28 tahun 1999 dan INPRES No.7 tahun 1999.

Sehubungan dengan telah dilakukannya revisi Renstra Departemen
Pertanian 2005-2009 dalam rangka perbaikan kinerja pembangunan pertanian,
Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian juga memandang
perlu melakukan revisi terhadap Rencana Strategis Ditien PPHP 2005-2009
dalam rangka perbaikan kinerja pembangunan pengolahan dan pemasaran hasil
pertanian.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Pertanian periode 2005-2009. Revisi ini disusun sebagai acuan utama bagi
pelaksanaan program dan kegiatan pada unit-unit kerja lingkup Direktorat Jenderal
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, serta sebagai acuan bagi
pelaksanaan program dan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian di
daerah.

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pengolahan dan
pemasaran Hasil Pertanian 2005 — 2009. Revisi secara operasional akan menjadi
landasan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan sehingga secara
sistematis akan terwujud keselarasan, keterpaduan dan keberlanjutan dalam
penjabaran program pembangunan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian
baik di Pusat maupun Daerah.

1.3. TUGAS DAN FUNGSI

Sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 9 dan 10 Tahun 2005,

Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian mempunyai
tugas “merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standa rdisasi teknis
di bidang pengolahan dan pemasaran hasil pertanian” . Dalam melaksanakan

tugas tersebut Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian



menyelenggarakan fungsi: (a) penyiapaan perumusan kebijakan di bidang
penanganan pasca panen, pengolahan hasil pertanian, mutu dan standarisasi,
pemasaran domestik, dan pemasaran internasional; (b) pelaksanaan kebijakan di
bidang penanganan pasca panen, pengolahan hasil pertanian, mutu dan
standarisasi, pemasaran domestik, dan pemasaran internasional; (C) penyusunan
standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang penanganan pasca
panen, pengolahan hasil pertanian, mutu dan standarisasi, pemasaran domestik,
dan pemasaran internasional; (d) pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di
bidang penanganan pasca panen, pengolahan hasil pertanian, mutu dan
standarisasi, pemasaran domestik, dan pemasaran internasional; (e) pelaksanaan
administrasi Direktorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Direktorat Jenderal Pengolahan
dan Pemasaran Hasil Pertanian didukung oleh 6 (enam) unit kerja eselon Il yaitu
Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat Penanganan Pasca Panen, Direktorat
Pengolahan Hasil Pertanian, Direktorat Mutu dan Standardisasi, Direktorat
Pemasaran Domestik dan Direktorat Pemasaran Internasional. Sesuai dengan
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Departemen Pertanian, ke enam unit eselon Il tersebut mempunyai
tugas sebagai berikut:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal , mempunyai tugas memberikan pelayanan
teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal.

2. Direktorat Penanganan Pasca Panen , mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan standar,
norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta pemberian bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang penanganan pasca panen.

3. Direktorat Pengolahan Hasil Pertanian , mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan standar,
norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta pemberian bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang pengolahan hasil pertanian.

4. Direktorat Mutu Dan Standardisasi , mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan standar,
norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta pemberian bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang mutu dan standardisasi pertanian.

5. Direktorat Pemasaran Domestik , mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan standar,



norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta pemberian bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang pemasaran domestik.

6. Direktorat Pemasaran Internasional , mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, perumusan dan
pelaksanaan kebijakan, penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan
prosedur, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemasaran
internasional.

Untuk operasionalisasi pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil
pertanian khususnya di bidang mutu dan standarisasi alat dan mesin pertanian,
Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian didukung oleh 1
(satu) Unit Pelaksana Teknis (UPT) yaitu Balai Pengujian Mutu Alat dan Mesin
Pertanian. Tugas pokok Balai Pengujian Mutu Alat dan Mesin Pertanian adalah
melaksanakan pengujian mutu dalam rangka standardis asi dan sertifikasi
alat dan mesin pertanian . Struktur organisasi Direktorat Jenderal Pengolahan
dan Pemasaran Hasil Pertanian secara lengkap terlihat dalam lampiran 2.

1.4. DASAR FILOSOFI

1.4.1. Panca Yasa

Dalam penyelesaian masalah pembangunan pertanian yang ada,
Departemen Pertanian telah mengidentifikasi 5 (lima) upaya pokok yang dikenal
dengan Panca Yasa yang merupakan dasar filosofi pembangunan pertanian
secara umum yang meliputi  (1). Perbaikan Infrastruktur Pertanian, (2).
Pengembangan Kelembagaan, (3). Penyuluhan, (4). Fasilitasi Pembiayaan
Pertanian, (5). Pemasaran Hasil Pertanian. .

1.4.2. Trilogi Pembangunan Pengolahan dan Pemasa ran Hasil Pertanian

Berlandaskan Panca Yasa tersebut Direktorat Jenderal Pengolahan dan
Pemasaran Hasil Pertanian menetapkan 3 pilar utama dalam Pembangunan
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian atau Trilogi Pembangunan
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian (PPHP) yang meliputi: (1)
Mengembangkan kelembagaan berbasis PPHP, (2) Mereorientasi petani produsen
menjadi petani pemasok dalam farm-gate marketing system, (3) Mengembangan
Agroindustri Perdesaan. Program utama yang merupakan penjabaran dari Trilogi



Pembangunan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian adalah: (1)
Penanganan Pasca Panen Hasil Pertanian, (2) Pengembangan Pengolahan, (3)
Pengembangan Mutu dan Standarisasi Hasil Pertanian, (4) Pengembangan
Pemasaran Domestik, dan (5) Pengembangan Pemasaran Internasional.

Diagram Panca Yasa dan Trilogi Pembangunan Pengolahan dan
Pemasaran Hasil Pertanian dapat dilihat pada Gambar 1.
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Gambar 1.1. Panca Yasa dan Trilogi Pembangunan  Pengolahan dan
Pemasaran Hasil Pertanian.

1.5. PROSES PENYUSUNAN RENSTRA

Penyusunan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengolahan dan
Pemasaran Hasil Pertanian dilaksanakan dengan mengacu kepada pedoman
penyusunan Renstra yang diterbitkan oleh Lembaga Administrasi Negara;
Rencana Pembangunan Pertanian tahun 2005-2009; Renstra Departemen



Pertanian 2005-2009 ; Renstra Pembangunan Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Pertanian 2005-2009; Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2005 tentang RPJM
tahun 2004-2009; dan UU No0.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional yang disusun dengan prinsip partisipatif, transparan dan
bertanggung jawab.

1.6. ALUR PIKIR

Gambar 1.2 : Bagan Alur Penyusunan Renstra

1.7. RUANG LINGKUP

Sesuai dengan alur pikir pada gambar 1 tersebut, maka dokumen Renstra
Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Departemen Pertanian
memuat:

1. Ruh, Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran

2. Kinerja Pembangunan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian

3. Analisis Perkembangan Lingkungan Strategis, Permasalahan dan
Tantangan



4. Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pokok Pembangunan
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Tahun 2005-20009.



BAB I
RUH, VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

2.1 RUH

Mengacu pada rencana pembangunan pertanian periode 2005-2009 maka
rancangan pembangunan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian disusun
dengan nuansa pendekatan pembangunan sumber daya manusia yang diarahkan
untuk menjadi semangat pendorong (motivator) sekaligus sebagai cahaya
pembimbing bagi seluruh kiprah pelaku pembangunan pengolahan dan
pemasaran hasil pertanian. Ruh dinyatakan dalam dua kata kunci, yaitu: BERSIH
dan PEDULL.

BERSIH mencerminkan tata nilai dan cara pandang yang mendasari
seluruh kiprah pelaku pembangunan yang mencintai kebersihan, baik dalam
pengertian abstrak maupun konkrit. Di satu sisi, segala kiprah pelaku
pembangunan pertanian harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan maupun pedoman dan norma usaha pertanian yang berlaku secara
nasional dan global. Di sisi lain, segala kiprah pembangunan pertanian itu
menggunakan asupan dan menghasilkan keluaran yang bersih, aman, sehat dan
halal.

PEDULI mencerminkan tata nilai dan cara pandang yang memperhatikan
dengan sungguh-sungguh kepentingan petani dan pelaku agribisnis, serta
lingkungan masyarakat dengan berbagai isu yang berkaitan baik pada tatanan
nasional maupun global.

2.2 VISI

VISI Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran H asil Pertanian
sebagai Penanggung Jawab dan Simpul Koordinasi dalam Pembangunan
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian periode 2005-2009 adalah menjadi
institusi yang peduli dan memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan masyarakat
pertanian sejahtera, handal dan berdaya saing di bidang pengolahan dan
pemasaran hasil pertanian melalui penyelenggaran birokrasi yang profesional dan
berintegritas.



2.3 MISI
Untuk mencapai visi tersebut, diemban misi yang harus dilaksanakan
yaitu:

(1). Menumbuhkembangkan kelembagaan petani dalam Gabungan Kelompok
Tani (Gapoktan) yang merupakan basis ekonomi perdesaan, sebagai
wadah peningkatan peran dari petani produsen menjadi petani pemasok
melalui penerapan manajemen, teknologi dan permodalan secara
profesional.

(2). Mengembangkan sistem agroindustri terpadu di perdesaan dalam
penumbuhan “farm-gate marketing system” melalui keterpaduan sistem
produksi, penanganan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil
pertanian; sehingga mampu memberikan peningkatan pendapatan petani,
kesempatan kerja di perdesaan, dan peningkatan nilai tambah produk
pertanian secara adil serta proposional.

(3). Mengembangkan penerapan sistem jaminan mutu hasil pertanian secara
efektif dan operasional untuk meningkatkan daya saing produk segar dan
olahan dalam pemasaran hasil pertanian baik di pasar domestik maupun
internasional.

(4). Meningkatkan daya serap pasar domestik dan ekspor hasil pertanian
melalui kebijakan distribusi, negosiasi, proteksi dan promosi produk
pertanian yang efektif dan efisien.

(5). Mengembangkan kapasitas institusi Direktorat Jenderal menuju
pengelolaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian yang profesional
dan berintegritas moral tinggi.

2.4 TUJUAN DAN SASARAN

Sejalan dengan tujuan pembangunan pertanian yaitu terwujudnya
kesejahteraan masyarakat pertanian melalui sistem pertanian industrial, maka
Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian menetapkan
tujuan pembangunan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian sebagai berikut:

1. Membangun sistem manajemen pembangunan pengolahan dan pemasaran
hasil pertanian yang berpihak kepada petani.
2.  Memantapkan ketahanan dan keamanan pangan.



3. Meningkatkan daya serap pasar domestik dan ekspor melalui peningkatan
daya saing dan nilai tambah hasil pertanian, proteksi dan promosi serta
kerjasama internasional.

4. Menumbuhkembangkan usaha pengolahan dan pemasaran hasil pertanian
yang memacu pertumbuhan ekonomi pedesaan.

Sasaran pembangunan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dalam
periode 2005-2009 ditetapkan sebagai berikut:

1. Meningkatnya kapasitas, kemampuan dan kemandirian petani dan pelaku
bisnis lainnya dalam usaha agroindustri .

2. Menurunnya tingkat kehilangan hasil pertanian.

3. Tercapainya kemandirian dan ketahanan pangan dengan harga yang
terjangkau.

4. Meningkatnya nilai tambah dan daya saing produk pertanian.

5. Meningkatnya daya serap pasar domestik dan devisa negara dari ekspor
produk pertanian.

6. Meningkatnya keragaman produk olahan komoditas pertanian.

7. Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan petani.
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BAB Il
KONDISI SAAT INI DAN KONDISI YANG DIINGINKAN

3.1 KONDISI SAAT INI

3.1.1. PASCA PANEN

Pasca panen hasil pertanian adalah semua kegiatan yang dilakukan sejak
proses pemanenan hasil pertanian sampai dengan proses yang menghasilkan
produk setengah jadi (produk antara/ intermediate). Kegiatan pasca panen meliputi
panen, pengumpulan, perontokan/ pemipilan/ pengupasan, pencucian,
pensortiran, pengkelasan (grading), pengangkutan, pengeringan (drying),
penggilingan dan atau penepungan, pengemasan dan penyimpanan.

Belum berkembangnya penanganan pasca panen seperti yang diharapkan,
disebabkan antara lain karena: (a). kemampuan dan pengetahuan petani, pekebun
dan peternak dalam kegiatan penanganan pascapanen masih terbatas, (b).
kelembagaan pasca panen yang belum berkembang, (c). waktu panen yang
kurang tepat dan terbatasnya alat mesin pasca panen, (d). alat mesin yang
tersedia di tingkat petani belum dimanfaatkan secara optimal, (e). penempatan dan
penggunaan alat mesin yang tidak tepat guna, (f). belum mantapnya kemitraan
usaha antara produsen dan industri.

Kondisi pasca panen per sub sektor pertanian saat ini dapat dijelaskan
sebagai berikut:

Tanaman Pangan

Penanganan pasca panen merupakan upaya yang sangat strategis dalam
rangka mendukung ketahanan pangan nasional karena mempunyai peranan yang
cukup besar baik secara langsung maupun tidak langsung dalam meningkatkan
kuantitas maupun kualitas hasil pertanian. Secara langsung, penanganan pasca
panen memiliki peranan dalam menekan kehilangan hasil, memperbaiki mutu hasil
dan meningkatkan nilai tambah, daya saing serta pendapatan petani.
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Penanganan pasca panen secara baik dan benar saat ini hanya diketahui
oleh sebagian masyarakat tani, hal ini disebabkan antara lain karena keterbatasan
informasi dari teknologi tentang penanganan pasca panen dan kurangnya
perhatian terhadap peningkatan nilai tambah di tingkat off farm dibandingkan
dengan upaya peningkatan produksi (on farm), sehingga perkembangan
penanganan pasca panen dewasa ini masih berjalan lambat dan masih belum
sesuai dengan apa yang diharapkan. Hal ini terlihat dari lambatnya perkembangan
penerapan sarana dan teknologi pasca panen. Sebagai dampaknya antara lain :
(1) masih tingginya tingkat kehilangan hasil panen; (2) mutu hasil yang masih
rendah; (3) tingkat efisiensi dan efektifitas yang masih rendah; dan (4) nilai jual
yang kurang kompetitif.

Kendala yang dihadapi dalam penanganan pasca panen tanaman pangan
khususnya padi adalah: a), Kemampuan dan pengetahuan petani di bidang
penanganan pasca panen yang masih terbatas, b). Kelembagaan panen dan
pasca panen yang belum berkembang, c). Waktu panen yang kurang tepat, d).
Sarana alat mesin yang tersedia belum dimanfaatkan secara optimal, e).
Penempatan dan penggunaan sarana alat mesin pasca panen yang kurang tepat,
f). Belum mantapnya kemitraan usaha pasca panen.

Pengembangan Kecamatan Pasca Panen merupakan upaya strategis
dalam rangka rekayasa sosial dan teknologi (socioengineering) penanganan pasca
panen di daerah. Untuk itu pengembangan pasca panen termasuk pengadaan
peralatan pasca panen khususnya terpal untuk alas perontokan dan penjemuran,
peralatan pasca panen lain (seperti power/pedal thresher, dryer dan RMU) melalui
dana tugas pembantuan Kabupaten/ Kota tahun 2006 difokuskan di kecamatan
pasca panen tersebut. Dengan pengembangan kecamatan pasca panen ini
diharapkan dapat tercapai sasaran yang telah ditentukan sesuai dengan Road
Map Pasca Panen yaitu penurunan kehilangan hasil padi sebesar 1,5 - 2 %
pertahun.

Sasaran kegiatan Fasilitasi Penumbuhan dan Pengembangan Kecamatan
Pasca Panen adalah meningkatkan kemampuan dan keterampilan
petani/kelompok tani, KTNA anggota kecamatan pasca panen, penyuluh dan
aparat/petugas pembina pada Dinas Pertanian Propinsi, Kabupaten/ Kota dalam
penanganan pasca panen tanaman pangan (padi), sehingga dapat menggunakan
/ menerapkan sarana dan teknologi pasca panen padi baik secara teknis maupun
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manajemen, yang pada akhirnya mampu menekan kehilangan hasil sekaligus
meningkatkan mutu gabah/ beras.

Pengukuran kehilangan hasil padi selama ini oleh BPS dilakukan 5 tahun
sekali sehingga diharapkan ke depan kerjasama dengan BPS untuk melakukan
pengukuran kehilangan hasil padi setiap tahun perlu mendapatkan perhatian.

Hasil penelitian BPS tahun 1995 menunjukkan kehilangan hasil selama
kegiatan panen dan pasca panen padi sebesar 20,51 % dengan rincian pada
tahap pemanenan 9,52 %, perontokan 4,78 %, pengangkutan 0,19 %,
pengeringan 2,13 %, penggilingan 2,19 % dan penyimpanan 1,61 %. Penekanan
kehilangan hasil sangat terkait dengan penerapan teknologi dan penggunaan
peralatan pasca panen. Sebagai ilustrasi, penggunaaan sabit bergerigi dapat
menekan tingkat kehilangan hasil sebesar 1,78 % dibanding sabit biasa dan
penggunaan pedal dan power thresher masing-masing dapat mengurangi tingkat
kehilangan hasil 2,78 % dan 3,03 % dibanding penggunaan sistem gebot/banting(
Hasil Penelitian Balitpa Sukamandi, 1996). Menurut data PBS 1995, rata-rata
rendemen beras yang dihasilkan sebesar 63,2 %. Hasil penelitian Balai Besar
Mekanisasi Pertanian baru-baru ini, menunjukkan terjadinya penurunan besaran
rendemen beras menjadi + 58 % dikarenakan semakin tuanya peralatan
penggilingan padi yang digunakan.

Dalam rangka menurunkan kehilangan hasil, meningkatkan rendemen dan
meningkatkan mutu hasil tanaman pangan, pada tahun 2005 telah diberikan
bantuan peralatan penanganan pasca panen dan pengolahan hasil tanaman
pangan melalui dana APBN pusat dan ABT 2005. Untuk komoditi padi, peralatan
yang telah diberikan berupa power thresher sebanyak 123 unit untuk 26
kabupaten, sabit bergerigi sebanyak 200 buah wuntuk 1 kabupaten,
huller/polisher/sifter sebanyak 42 unit untuk 18 kabupaten, dan alat separator
(padi) sebanyak 54 unit untuk 14 kabupaten, dan Rice Milling Unit (penggilingan
padi lengkap) sebanyak 59 unit untuk 3 kabupaten. Untuk komoditas jagung,
bantuan alat yang telah diberikan berupa corn sheller (pemipil jagung) sebanyak
49 unit untuk 23 kabupaten. Untuk komoditas kacang tanah, telah diberikan alat
pemolong sebanyak 10 unit untuk 4 kabupaten dan alat pengupas kulit ari
sebanyak 14 unit untuk 4 kabupaten. Untuk komoditas singkong, alat yang telah
diberikan berupa perajang singkong sebanyak 4 unit untuk 4 kabupaten dan
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pengepres singkong, 1 unit alat pengiris/perajang ubi-ubian (untuk Kkripik)
sebanyak 30 unit untuk 11 kabupaten,. Untuk komoditas kedelai telah diberikan
alat pengolah kedelai (pengolah tahu) sebanyak 36 unit untuk 9 kabupaten.
Disamping itu juga telah diberikan peralatan pasca panen dan pengolahan untuk
hasil tanaman pangan berupa dryer 29 unit untuk 23 kabupaten, moisture meter
bijian-bijian sebanyak 16 unit untuk 9 kabupaten, alat penepung/grinder 63 unit
untuk 29 kabupaten, timbangan sebanyak 3 unit untuk 3 kabupaten, serta
peralatan vacuum sealer, impuls sealer, spinner masing-masing 1 unit untuk 3
kabupaten.

Pada tahun 2006 telah diberikan bantuan sejumlah peralatan penanganan
pasca panen dan pengolahan tanaman pangan melalui dana APBN tugas
pembantuan ke daerah (kabupaten/kota). Untuk komoditas padi, alat yang
diberikan berupa power thresher sebanyak 420 unit untuk 32 kabupaten, sabit
bergerigi sebanyak 910 buah untuk 2 kabupaten, terpal 1685 unit untuk 13
kabupaten, dryer sebanyak 72 unit untuk 43 kabupaten, RMU sebanyak 149 unit
untuk 44 kabupaten. Untuk komoditas jagung, alat yang telah diberikan berupa
corn sheller sebanyak 283 unit untuk 49 kabupaten, pengolah jagung sebanyak
90 unit untuk 14 kabupaten, sealer (plastik) 4 paket untuk 2 kabupaten. Untuk
komoditas kacang tanah alat yang diberikan berupa alat pasca panen kacang
tanah sebanyak 41 paket untuk 12 kabupaten, alat pengolahan kacang tanah
sebanyak 12 paket untuk 8 kabupaten. Untuk komoditas ubikayu, alat yang telah
diberikan berupa alat pasca panen dan pengolahan ubikayu sebanyak 96 paket
untuk 19 kabupaten. Untuk komoditas kedelai, telah diberikan alat pasca panen
kedelai sebanyak 44 unit untuk 9 kabupaten. Selain itu juga telah diberikan
bantuan alat pasca panen dan pengolahan tanaman pangan lainnya sebanyak
191 unit untuk 118 kabupaten, perlengkapan laboratorium (penguji mutu )
sebanyak 5 paket , moister tester sebanyak 61 unit untuk 14 kabupaten, serta
sarana pengolahan data PIP sebanyak 6 unit untuk 6 kabupaten.

Gerakan Penanganan Pasca Panen dan Pemasaran Gabah/ Beras
(GP4GB) dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan produksi beras
nasional (P2BN). Gerakan ini bertujuan untuk mendorong dan menggerakkan
seluruh pemangku kepetingan (Stakeholder) dalam penanganan pasca panen
agar dapat menurunkan kehilangan hasil dan meningkatkan mutu gabah/ beras.
Sasaran GP4GB yaitu tercapainya penurunan kehilangan hasil sebesar 3% dari
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tingkat kehilangan hasil nasional 20,51% menjadi 18,5% dan meningkatkan
rendemen 1,5%, terjaminnya harga gabah petani minimal sesuai HPP dan
meningkatnya akses pembiayaan. GP4GB dilaksanakan di 13 Kabupaten pada 7
Provinsi seluas 500.000 ha (300.000 ha di Jawa dan 200.000 ha diluar Jawa)
meliputi Provinsi Sumatera Selatan (Kab. OKU Timur dan Musi Rawas), Lampung
(Kab. Lampung Tengah), Jawa barat (Kab. Kab. Kerawang dan Kab. Subang),
Jawa Tengah (Kab. Grobogan dan Kab. Sukoharjo), Jawa Timur (Kab. Jombang
dan Kab. Lamongan), Nusa Tenggara Barat (Kab. Sumbawa dan Kab. Lombok
Tengah) dan Sulawesi Selatan (Kab. Pinrang dan Kab. Sidrap).

Hortikultura

Komoditas hortikultura bersifat volumunios (membutuhkan tempat yang
besar) dan perishable (mudah rusak) sehingga dibutuhkan penanganan pasca
panen yang cepat dan tepat. Hal utama yang timbul akibat penanganan yang
kurang tepat dan cepat tersebut adalah tingginya kehilangan/kerusakan hasil. Hal
ini disebabkan antara lain karena penanganan pasca panen produk hortikultura
yang masih ditangani secara tradisional/relatif tertinggal dibandingkan kegiatan pra
panen yang ditandai dengan masih rendahnya penerapan teknologi dan sarana
panen/pasca panen, keterbatasan akses informasi dalam penerapan teknologi dan
sarana pasca panen menjadi kendala dalam peningkatan kemampuan dan
pengetahuan petani/pelaku usaha. Penanganan pasca panen hortikultura
bertujuan untuk memperpanjang kesegaran dan penekanan tingkat kehilangan
hasil dilaksanakan melalui pemanfaatan sarana dan teknologi.

Fasilitasi yang telah dilakukan pemerintah adalah memberikan pembinaan
secara teknis berupa bimbingan teknis yang bersifat pelatihan atau TOT kepada
aparat Pembina dan Pelaku usaha tentang penerapan GHP/SOP agar
pelaksanaan penanganan pasca panen dapat diterapkan sesuai dengan mutu
produk yang diharapkan. Selain itu telah diterbitkan berbagai pedoman yang dapat
digunakan dalam penerapan di lapangan. Sedangkan di bidang pembinaaan
sarana telah diberikan bantuan peralatan pasca panen hasil hortikultura antara
lain, packing house, sarana gudang penyimpanan bawang merah, mesin
pengering dan alat mesin lainnya seperti grading, sortasi dan packaging. Selain itu
juga telah dilaksanakan kegiatan pendampingan dengan melibatkan pihak
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Perguruan Tinggi. Bantuan sarana ini bersifat stimulasi yang nantinya diharapkan
agar masyarakat dapat termotivasi untuk mengusahakan secara mandiri.

Pada tahun 2005 melalui anggaran APBN pusat dan dana ABT telah
diberikan alat penanganan pasca panen dan pengolahan hasil hortikultura berupa
container plastik sebanyak 77 unit untuk 1 kabupaten, alat pengiris/perajang
pisang sebanyak 18 unit untuk 9 kabupaten, sealer (tangan) sebanyak 19 unit
untuk 14 kabupaten, vacuum sealer sebanyak 12 unit untuk 6 kabupaten, mesin
pembungkus 5 unit untuk 1 kabupaten, vacuum frying sebanyak 44 unit untuk 26
kabupaten, pengolah jagung sebanyak 2 unit untuk 1 kabupaten, juicer sebanyak
2 unit untuk 1 kabupaten, pengering sebanyak 4 unik untuk 4 kabupaten, alat pres
gelas plastik sebanyak 21 unit untuk 1 kabupaten, dan alat pengolah hasil
hortikultura sebanyak 12 unit untuk 10 kabupaten.

Pada tahun 2006 melalui anggaran APBN tugas pembantuan dan pusat
telah diberikan bantuan alat penanganan pasca panen, pengolahan dan
pemasaran hasil hortikultura berupa alat pasca panen dan pengolahan hasil
hortikultura sebanyak 169 paket/unit untuk 63 kabupaten, peralatan grading
packaging dan out let/etalase (di STA) sebanyak 29 paket untuk 9 kabupaten dan
17 paket untuk 5 kabupaten, peralatan pasca panen dan pengolahan pisang
sebanyak 206 unit untuk 28 kabupaten, peralatan pengolahan cabe sebanyak 16
paket untuk 8 kabupaten, peralatan pengolahan bawang merah sebanyak 7 paket
utuk 6 kabupaten, peralatan pengolahan salak sebanyak 8 paket untuk 5
kabupaten, peralatan pasca panen sayuran sebanyak 9 paket untuk 9 kabupaten,
peralatan pemetik buah sebanyak 130 unit untuk 3 kabupaten, peralatan pasca
panen mangga sebanyak 2 paket untuk 2 kabupaten, sealer (vacuum sealer, cup
sealer dan plastik sealer) sebanyak 70 paket untuk 13 kabupaten, vacuum frying
sebanyak 38 paket/unit untuk 9 kabupaten, vacuum drying sebanyak 13 unit untuk
8 kabupaten, dan drying-oven sebanyak 20 unit untuk 5 kabupaten.

Perkebunan
Kehilangan hasil pada tanaman perkebunan umumnya disebabkan oleh

cara dan waktu panen yang belum tepat. Disamping itu kendala jarak antara kebun
dan pabrik pengolahan menyebabkan kerusakan atau penurunan mutu hasil,
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khususnya untuk hasil perkebunan rakyat seperti kelapa sawit dan Kkaret.
Permasalahan yang ada pada berbagai komoditi perkebunan seperti misalnya
kopi, kakao, karet, dan lada hampir sama. Teknologi pasca panen untuk
meningkatkan kualitas hasil telah tersedia dan telah disosialisasikan ke petani.
Berbagai upaya telah dilakukan agar petani mampu menerapkan teknologi pasca
panen yang baik dan benar sehingga menghasilkan produk yang berkualitas, baik
melalui pelatihan, bimbingan teknis maupun pengawalan. Secara teknis petani
telah mampu menerapkan teknologi tersebut. Namun yang menjadi kendala
adalah petani masih melakukannya secara individu, belum dalam skala yang lebih
luas misalnya dalam suatu Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) sehingga jumlah
produk berkualitas baik yang dihasilkan petani sedikit.

Hal ini menyebabkan pembeli sulit memberikan apresiasi harga terhadap
produk berkualitas baik tersebut mengingat jumlahnya hanya sedikit. Namun
sering juga terjadi, pedagang pengumpul sengaja tidak mau memberikan
perbedaan harga yang signifikan terhadap produk yang berkualitas baik, mereka
mencampur produk yang berkualitas baik dengan yang tidak baik. Kondisi ini
menyebabkan petani enggan melakukan pasca panen yang baik karena tidak
memberikan peningkatan harga. Hal ini terjadi pada komoditas kakao. Perbedaan
harga antara biji kakao yang difermentasi dengan yang tidak difermentasi tidak
signifikan sehingga petani enggan menghasilkan biji fermentasi.

Kualitas bahan olah karet (bokar) yang dihasilkan petani di Indonesia sangat
buruk. Slab yang dihasilkan banyak yang dicampur dengan bahan lain seperti
tanah, kayu, karet vulkanisat dan lain-lain yang sangat merusak mutu karet.
Pencampuran ini dimaksudkan untuk menambah berat timbangan dengan cara
yang tidak wajar. Konsidi mutu bokar yang buruk ini dimanfaatkan oleh pedagang
perantara untuk mendapat keuntungan melalui tekanan kepada petani.

Kualitas biji lada yang dihasilkan petani juga masih rendah. Perlakuan pasca
panen di tingkat petani masih dilakukan secara tradisional, belum dilakukan
sebagaimana yang direkomendasikan. Proses perendaman masih menggunakan
air kotor sehingga menimbulkan bau yang tidak sedap pada biji lada dan
pencemaran oleh bakteri. Demikian juga pengeringan hanya dialasi terpal atau
plastik di sembarang tempat, di pinggir-pinggir jalan tanpa pembatas sehingga
sangat mudah dijangkau bahkan diinjak-injak hewan yang lewat. Pengemasan
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lada bubuk di tingkat petani masih sangat sederhana, menggunakan gelas air
mineral bahkan botol bekas. Hal ini kurang menarik konsumen sehingga tidak bisa
mengangkat harga lada. Kemitraan antara petani lada dengan pembeli atau
eksportir lada juga belum terjalin dengan baik.

Bantuan peralatan yang diberikan kepada petani masih banyak yang belum
dimanfaatkan. Hal ini disebabkan oleh berbagai hal diantaranya ketersediaan listrik
di lokasi tidak mencukupi, spesifikasi alat kurang sesuai dengan kebutuhan
setempat, kurangnya kemampuan petani untuk mengoperasikan alat dan
melakukan perawatan. Selain itu juga sering terjadi aktivitas unit pasca
panen/pengolahan hasil terhenti karena kurangnya kemampuan untuk membeli
bahan baku.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, beberapa kebijakan hal
yang telah dilakukan sebagai berikut: (a) Melakukan pelatihan kepada petugas
(aparat dinas, penyuluh, pendamping) sehingga mampu melakukan bimbingan
kepada petani, (b) Memberikan bimbingan dan pembinaan secara terus menerus
kepada petani tentang teknologi dan sarana pasca panen, (c) Melakukan
pengawalan langsung kepada petani dalam penerapan Good Handling Parcatice
(GHP) pasca panen yang baik dan benar, (d) Memperkuat kelembagaan petani
melalui penumbuhan Gapoktan sehingga memperkuat posisi tawar petani
terhadap pedagang, mempermudah dalam melakukan pembinaan, mempermudah
dalam memenuhi kuota permintaan pembeli, (¢) Memberikan bantuan peralatan
pasca panen kepada Gapoktan, (f) Memberikan bantuan modal kerja kepada
Gapoktan baik untuk dana operasional atau untuk pembelian bahan baku, (g)
Menyiapkan Pedoman GHP, (h) Menjalin kerjasama kemitraan dengan
pembeli/eksportir. Dengan adanya kemitraan ini berarti sudah tersedia pembeli
tetap sehingga petani tidak perlu mencari pasar lagi. Pada tahun 2006
Pengembangan Komoditas Strategis Nasional (PKSN) bidang perkebunan masih
terbatas pada komoditi: kakao, kelapa dan jarak pagar.

Fasilitasi telah dilakukan pemerintah dengan memberikan bantuan
peralatan pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan sebagai stimulasi agar
petani dalam wadah Gapoktan nantinya secara mandiri mengusahakan peralatan
pasca panen dan pengolahan hasil tersebut. Pada tahun 2005 melalui anggaran
APBN pusat telah diberikan bantuan alat pasca panen dan pengolahan hasil
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perkebunan antara lain berupa alat pasca panen kakao terpadu sebanyak 47 unit
untuk 19 kabupaten dan alat pengolahan/UPH coklat sebanyak 8 unit untuk 8
kabupatn, alat pasca panen dan pengolahan kopi sebanyak 14 unit untuk 12
kabupaten, alat penyulingan minyak atsiri sebanyak 12 unit untuk 8 kabupaten,
alat pengolahan kelapa menjadi VCO sebanyak 7 unit untuk 3 kabupaten, serta
alat pengolah tebu sebanyak 3 unit untuk 3 kabupaten. Gula kelapa, kacang mete,
tempurung kelapa masing-masing 1 unit untuk 4 kabupaten dan lantai jemur
sebanyak 4 buah untuk 1 kabupaten.

Pada tahun 2006 peralatan yang telah diberikan antara lain berupa
penyuling nilam (minyak atsiri) sebanyak 30 unit untuk 29 kabupaten, pengering
dan penggiling kopi sebanyak 66 unit untuk 42 kabupaten, alat penanganan
pasca panen kakao sebanyak 38 unit untuk 32 kabupaten, alat pengolahan kelapa
terpadu 70 unit untuk 64 kabupaten, alat pasca panen karet 17 unit di 4
kabupaten, alat pengolah gambir 4 unit untuk 4 kabupaten, alat pasca panen mete
sebanyak 32 unit untuk 22 kabupaten.

Peternakan;

Produk peternakan yang dimanfaatkan sebagai sumber bahan pangan
utama dan dikonsumsi oleh manusia, pada umumnya terdiri atas 3 jenis, yaitu:
daging, susu, dan telur. Produksi bahan pangan asal ternak di Indonesia pada
tahun 2006 terdiri atas daging sebanyak 2.070.234 Ton, Telur sebanyak 1.133.841
Ton, dan Susu sebanyak 577.628 Ton. Sedangkan konsumsi bahan pangan asal
ternak pada tahun 2006 adalah daging sebanyak 1.838.942 Ton, Telur sebanyak
1.116.920 Ton dan Susu sebanyak 896.791 Ton.

Tabel 3.1. Produksi dan Konsumsi Pangan Asal Ternak (PAT) Indonesia

Tahun 2006
No. | Jenis Produk Spesies Ternak Pr(o_lgounk)5| Ko?_?grr]r;ﬂ
1. | Daging 2.070.234 1.838.942
Sapi 389.294
Kerbau 39.503
Kambing 53.227
Domba 51.894
Kuda 1.682
Unggas 1.355.143
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Ayam Lokal (Buras) 322.780
Ayam Ras Petelur 54.312
Ayam Ras Pedaging 955.756
Itik 22.295
2. | Telur 1.133.841 1.116.920
- Ayam Lokal (Buras) 181.095
Ayam Ras Petelur 751.043
Itik 201.703
3. | Susu 577.628 896.791
Sapi Perah 577.628

Sumber : Statistik Peternakan, Ditjennak 2006

Unggas merupakan kontributor terbanyak dalam penyediaan daging
nasional, sekitar 1.355.841 Ton atau 65,46 % dari total produksi daging (TPD),
dikuti oleh Sapi (389.294 Ton, 18,80 % TPD), Babi (179.441 Ton, 8,67 % TPD),
Kambing (53.227 Ton, 2,57 % TPD2), Domba (51.894 Ton, 2,51 % TPD), Kerbau
(39.503 Ton, 1,91 % TPD) dan terakhir Kuda (1.682 Ton, 0.08 % TPD).

Produk peternakan adalah jenis produk yang mudah rusak (perishable) dan
tidak tahan lama (short lasting). Selain itu perkembangan penyebaran berbagai
penyakit hewan di dunia dewasa ini, seperti Penyakit Sapi Gila (BSE, Bovine
spongiform encephalopathy; MCD, Mad Cow Disease), Anthrax, Flu Burung (Al,
Avian Influenza), dan Salmonellosis, telah semakin meningkatkan resiko bahaya
penggunaan produk asal ternak sebagai bahan pangan / konsumsi manusia.

Oleh karena itu, pemanfaatan produk peternakan sebagai bahan pangan
bagi konsumsi manusia harus dilakukan secara hati-hati, seksama, tepat dan
selektif. Hal tersebut dimaksudkan agar produk pangan asal ternak dapat layak
untuk menjadi konsumsi manusia dan untuk menghindarkan produk sebagai
sumber penjangkitan “penyakit asal pangan” (foodborne illness) yang berbahaya
bagi kesehatan manusia. Penanganan pasca panen peternakan adalah kegiatan
perlakuan yang diterapkan secara spesifik terhadap produk ternak tertentu dengan
tujuan agar produk tersebut tetap baik, tidak mengalami degradasi, sejak diperoleh
hingga sampai ke tangan konsumen/pengguna.

Kegiatan Penanganan Pasca Panen Peternakan merupakan suatu “bridging
factor” (unsur penyambung/perantara) antara kegiatan peternakan on farm
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(produksi) dan peternakan off farm (pengolahan dan pemasaran). Produk tidak
mungkin dapat dimanfaatkan, baik sebagai bahan konsumsi langsung, bahan baku
olahan produk turunan/lanjutan, ataupun untuk tujuan pemasaran, bila produk
tersebut dikategorikan tidak layak. Oleh karena itu, kegiatan pasca panen
peternakan merupakan “unsur penyambung” antara on farm & off farm karena
merupakan kegiatan utama dan sangat berpengaruh dalam menyiapkan produk
peternakan segar menjadi produk yang layak untuk dimanfaatkan (dikonsumsi
dan/atau diolah menjadi produk lain/turunan) dan layak untuk dipasarkan.

Pada prinsipnya penanganan pasca panen peternakan, khususnya bagi
produk ternak yang diperuntukkan sebagai bahan pangan (untuk konsumsi
manusia), terdiri atas 2 tindakan perlakuan, yaitu: (1) Penerapan “Tindakan
Penanganan yang Baik” (GHP, Good Handling Practices) dan (2) Penerapan
“Sistem Manajemen Rantai Dingin” (CCMS, Cold Chain Management System).

Kebijakan penanganan pasca panen peternakan Ditien PPHP pada
prinsipnya diarahkan untuk menciptakan kondisi agar komoditas pangan asal
ternak yang diproduksi dan dipasarkan memenuhi semua persyaratan kelayakan
sebagai komoditas konsumsi ataupun perdagangan. Beberapa persyaratan yang
harus dipenuhi oleh komoditas pangan yang diproduksi untuk keperluan konsumsi
ataupun perdagangan, antara lain adalah:

1), Perundangan/Peraturan Nasional tentang Mutu dan Keamanan Pangan,
diantaranya:
UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan
UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
PP No. 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Pangan
2). Peraturan Internasional terkait Perdagangan Pangan, diantaranya:
Codex Rule
SPS Agreement

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam rangka menciptakan
kondisi ideal bagi produksi hasil ternak yang memenuhi persyaratan, maka
pendekatan penanganan pasca panen peternakan pada Ditien PPHP Deptan
dilaksanakan sejalan dengan Trilogi PPHP, melalui tindakan-tindakan berikut:

1). Mendorong Kelompok Peternak menjadi lembaga yang mampu berperan
membangun kesadaran untuk melaksanakan produksi dan penanganan

21



pasca panen hasil ternak secara baik, bertanggungjawab dan mengikuti
peraturan/ perundangan dalam produksi dan perdagangan.

2). Mendorong peternak agar mampu berperan sebagai pemasok produk hasil
ternak yang layak, utuh, aman dan sehat bagi pasar dan konsumen.

3). Mendorong terwujudnya lokasi usaha peternak menjadi pusat pemasaran
(Farm Gate Marketing) produk hasil ternaknya secara langsung.

Salah satu fokus kegiatan penanganan pasca panen peternakan yang telah
dilaksanakan sejak tahun 2006 adalah kegiatan pendukung untuk penyediaan
daging yang layak bagi masyarakat. Kegiatan ini berupa kegiatan perbaikan /
penyempurnaan RPH (Rumah Potong Hewan)/TPH (Tempat Penyembelihan
Hewan) dan RPU (Rumah Potong Unggas) di berbagai daerah Kabupaten/Kota di
beberapa provinsi di seluruh Indonesia. RPH/TPH & RPU merupakan sarana
yang berfungsi sebagai pusat produksi, pasokan dan distribusi daging bagi
masyarakat dan pasar di sekitarnya. Oleh karena itu, diharapkan bahwa
RPH/TPH mampu beroperasi secara optimal menjalankan fungsinya.

Masalah yang masih dihadapi TPH/RPH & RPU adalah fasilitas peralatan
dan bangunan yang masih kurang memadai dan perlu dilengkapi, terutama untuk
TPH/RPH & RPU yang relatif masih baru. Untuk TPH/RPH & RPU yang sudah
berjalan lama sebenarnya biaya operasional termasuk biaya penyusutan peralatan
sebagian dapat dibiayai dari retribusi pemotongan hewan. Upaya untuk
memperbaiki kondisi tersebut adalah dengan memfasilitasi kelengkapan peralatan
TPH/RPH di kabupaten/kota melalui dana APBN Tugas Pembantuan serta
mendukung upaya revitalisasi TPH/RPH & RPU yang dilakukan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota.

Pada saat ini, sebagian besar TPH/RPH & RPU sudah mampu
menanggulangi pemotongan ternak liar di wilayahnya melalui Penerbitan Perda
tentang Pemotongan Ternak dan upaya kampanye/promosi kepada masyarakat
mengenai bahaya pemotongan ternak secara liar bagi kesehatan dan keselamatan
masyarakat konsumen serta kerjasama dengan pihak Kepolisian. Sebagian
masyarakat sudah menyadari arti penting RPH/TPH bagi kesehatan mereka,
sehingga laporan adanya pemotongan liar ternak berasal dari masyarakat sendiri.
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Pada tahun 2006, Ditlen. PPHP Deptan telah melaksanakan kegiatan
fasilitasi perbaikan/penyempurnaan sarana RPH/TPH di 13 Kabupaten/Kota di 6
Provinsi dan sarana RPU di 19 Kabupaten/Kota di 9 Provinsi. Kemudian pada
tahun 2007, perbaikan sarana RPH/TPH di 24 Kabupaten Kota di 16 Provinsi dan
sarana RPU di 7 Kabupaten/Kota di 7 Provinsi. Selanjutnya, pada tahun 2008
direncanakan fasilitasi sarana RPH di 33 Kabupaten/Kota di 19 Provinsi dan RPU
di 40 Kabupaten/Kota di 21 Provinsi (lihat tabel berikut).

Tabel 3.2. Kegiatan Fasilitasi RPH & RPU di Daerah

. Jumlah Lokasi
No. Kegiatan A Kab/Kota | Provinsi reterangan

1. | Rehabilitasi RPH 2006 13 6 Tugas Pembantuan
2007 24 16 Tugas Pembantuan

2008 33 19 Tugas Pembantuan

2. | Pengembangan /| 2006 19 9 Tugas Pembantuan
Rehabilitasi RPU 2007 7 7 Tugas Pembantuan

2008 40 21 Tugas Pembantuan

Kegiatan fasilitasi sarana penanganan pasca panen peternakan lain yang
terkait dengan upaya mendukung kegiatan agribisnis peternakan khususnya bagi
peternak kecil adalah fasilitasi sarana Pengembangan Pengolah Pakan Skala
Kecil (P3SK). Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kemampuan kemandirian
peternak pakan dalam penyediaan pakan bagi ternak yang diusahakannya,
sehingga peternak kecil mampu menekan pengeluaran biaya produksi dan
menambah peluang untuk meningkatkan pendapatan dari hasil usahanya.

Kegiatan P3SK yang baru dimulai pada tahun 2007, telah berhasil
memfasilitasi pengadaan Sarana P3SK di 14 Kabupaten/Kota di 8 Provinsi.
Sedangkan pada TA 2008 direncanakan akan disebarkan Sarana P3SK di 40
Kabupaten/Kota di 25 Provinsi (lihat tabel berikut).

Tabel 3.3. Kegiatan Fasilitasi Sarana P3SK di Daera h

No. TA Jumiah Lokasi Keterangan
Kab/Kota Provinsi
1. 2007 14 8 APBN-P
2. 2008 40 25 Tugas Pembantuan

Dalam rangka meningkatkan kualitas, meningkatkan daya saing dan potensi
pasar produk peternakan lokal, secara rutin dilakukan kegiatan Bimbingan Teknis
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di Bidang Penanganan Pasca Panen Hasil Ternak. Tujuan dari kegiatan ini adalah
meningkatkan kompetensi SDM aparat dan pelaku usaha bidang peternakan agar
mampu melakukan penanganan terhadap produk peternakan secara baik dan
benar. Materi yang diberikan diutamakan pada kemampuan menerapakan
metodologi GHP (Good Handling Practices, Praktek Penanganan Produk yang
Baik/Benar) dan CCMS (Cold Chain Management System, Sistem Manajemen
Rantai Dingin) pada setiap produk ternak, khususnya produk segar. Sasaran yang
diharapkan adalah terjadinya peribahan perilaku, sikap dan keterampilan pada
SDM aparat dan pelaku usaha peternakan sehingga mereka sadar, mau dan
mampu menghasilkan produk peternakan yang baik, berkualitas tinggi, layak dan
berdayasaing kuat saat dipasarkan. Kegiatan bimbingan teknis yang telah
dilakukan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4. Kegiatan Bimbingan Teknis Pasca Panen Pe ternakan
Yang Telah Dilaksanakan

No. TA Kegiatan o Lokasi
Peserta

1. | 2006 Bimbingan Teknis Pasca Panen 16 Jawa Tengah
Peternakan (Susu Segar)
Bimbingan Teknis Pasca Panen 19 Kalimantan Barat
Peternakan (Daging Sapi)
Bimbingan Teknis Pasca Panen 30 Kalimantan Selatan
Peternakan (Daging Itik)

2. | 2007 Bimbingan Teknis Pasca Panen 30 Jawa Timur
Daging Ternak Ruminansia
Bimbingan Teknis Pasca Panen 30 Jawa Barat
Susu Segar
Bimbingan Teknis Pasca Panen 30 Jawa Tengah
Daging Ternak Non Ruminansia

3.1.2. MUTU DAN STANDARISASI

Standar dan sistem standar mutu merupakan bagian yang tak dapat
dipisahkan dari pembinaan mutu hasil pertanian sejak proses produksi bahan baku
hingga produk ditangan konsumen. Penerapan sistem standarsasi secara optimal
sebagai alat pembinaan mutu hasil pertanian bertujuan untuk meningkatkan
efisiensi proses produksi maupun produktivitas di bidang pertanian yang pada
akhirnya akan meningkatkan daya saing dan mendorong kelancaran pemasaran
komoditi pangan serta mendorong berkembangnya investasi di sektor pertanian.
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Jumlah Standar Nasional Indonesia (SNI) bidang pertanian hingga tahun
2005 telah berjumlah 452 SNI yang terdiri dari standard produk segar dan olahan
primer, standar metoda pengujian, benih dan bibit, alat mesin pertanian dan
sistem. Banyaknya standar bidang pertanian tersebut merupakan modal dasar
yang kuat untuk mengembangkan sistem jaminan mutu kearah sistem jaminan
mutu terpadu, dimana standar tersebut dapat berfungsi sebagai pedoman dalam
penentuan batas kritis (critical point). Namun demikian dalam prakteknya SNI
belum dimanfaatkan secara optimal oleh pelaku usaha sehingga perlu menjadi
umpan balik dalam mempersiapkan SNI dimaksud.

Dalam hal sistem manajemen mutu, sektor pertanian telah memulai pola
kearah in line inspection melalui sertifikasi jaminan mutu pada unit usaha yang
merupakan penjabaran dari Good Practices dalam seluruh mata rantai pengadaan
atau supply chain yaitu Good Agricultural Practices (GAP), Good Handling
Practices (GHP), Good Manufacturing Practices (GMP), dan Good Distribution
Practices (GDP), walaupun kegiatan ekspor masih menggunakan sertifikasi
pengujian produk akhir atau disebut end product testing. Pengembangan pola
pembinaan mutu hasil pertanian terpadu dengan mengadopsi konsepsi sistem
HACCP (Hazzard Analysis Critical Control Point) dimaksudkan untuk lebih
memberi jaminan keamanan pada makanan, dan sistem mutu 1SO 9000-2000
untuk komoditi non pangan, serta sistim manajemen mutu lainnya (ISO 17025, ISO
17020, 1SO 17011, pangan organik). Beberapa pelaku agribisnis sudah
melaksanakan dan merasakan manfaatnya dari penerapan sistem ini dalam unit
usahanya baik dari segi mutu produk yang dihasilkan maupun efisiensi kegiatan
produksi yang dilaksanakannya. Walaupun penerapan jaminan mutu terpadu
masih terbatas pada produksi komoditi ekspor, namun pembinaan mutu hasil
pertanian dengan penerapan jaminan mutu terpadu kepada produk non ekspor
merupakn potensi besar yang perlu ditangani.

Berkaitan dengan potensi kelembagaan struktural dalam pengembangan
pembinaan mutu hasil pertanian terdapat beberapa instansi terkait. Untuk aspek
SDM, Departemen Pertanian mempunyai tugas maupun fungsi dalam pembinaan
dan pengawasan mutu hasil pertanian, walaupun tugas dan fungsi tersebut
belum diatur dalam kesisteman terpadu dan pelaksanaanya belum optimal. Pada
saat ini upaya yang telah dan sedang dilakukan untuk dapat mendorong agar
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tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan mutu dapat terlaksana secara
optimal adalah dengan mempersiapkan petugas pembina dan pengawas mutu
secara lebih intensif. Pada saat ini jabatan fungsional pengawas mutu telah
ditetapkan dan upaya sosialisasi serta rekruitmen aparat fungsional pengawas
mutu sedang dilakukan. Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Pertanian diberi tugas sebagai Satuan Administrasi Pangkal (Satminkal) jabatan
fungsional mutu di tingkat Pusat.

Dalam hal harmonisasi sistem jaminan mutu dengan negara mitra bisnis
dirasakan masih kurang. Berbagai permasalahan hambatan ekspor hasil pertanian
masih sering dihadapi dan cenderung meningkat dari waktu ke waktu sejalan
dengan semakin ketatnya persyaratan yang ditetapkan oleh negara tujuan ekspor.
Hambatan tersebut antara lain pengurangan harga, penahanan produk atau
bahkan penolakan ekspor yang antara lain disebabkan produk pertanian Indonesia
tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan yang ditetapkan seperti
kandungan residu bahan kimiawi baik pestisida, mikroba seperti Salmonella, E.
Coli, kotoran dan lain-lain perlu mendapat perhatian serius. Keberhasilan sektor
pertanian dimasa lalu khususnya melalui subsektor perikanan dalam menerapkan
sistem pembinaan mutu hasil pertanian secara terpadu yang telah mendapatkan
pengakuan melalui Mutual Recognition Arrangement dengan negara-negara Uni
Eropa pada tahun 1995 dapat menjadi contoh.

Secara umum dapat dikatakan bahwa kondisi pengembangan mutu melalui
penerapan sistem standarisasi pertanian yang telah dilakukan sampai saat ini
masih belum optimal. Lemahnya pengembangan dan penerapan jaminan mutu
serta sistem standarisasi di sektor pertanian mengakibatkan kondisi usaha
pertanian kurang tangguh sehingga kurang dapat berkompetisi untuk menangkal
tekanan yang terjadi baik dalam perdagangan domestik maupun internasional.

3.1.3 PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN

Selama ini kontribusi sektor pertanian terhadap penerimaan devisa lebih
banyak diperoleh dari produk segar (primer) yang relatif memberi nilai tambah kecil
dan belum mengandalkan produk olahan (hilir) yang dapat memberikan nilai
tambah lebih besar, walaupun pada akhir-akhir ini ekspor produk olahan telah
semakin besar. Dengan mengekspor produk primer, maka nilai tambah yang besar
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akan berada di luar negeri, padahal apabila Indonesia mampu mengekspor produk
olahannya, maka nilai tambah terbesarnya akan berada di dalam negeri.

Menyadari nilai tambah yang diperoleh dari pengembangan produk olahan
(hilir) jauh lebih tinggi dari produk primer, maka pendekatan pembangunan
pertanian ke depan diarahkan pada pengembangan produk, dan bukan lagi
pengembangan komoditas. Secara lebih khusus pendekatannya lebih difokuskan
pada pengembangan nilai tambah produk melalui pengembangan industri yang
mengolah hasil pertanian primer menjadi produk olahan, baik produk antara,
produk semi akhir (semi finished product) dan yang utama produk akhir yang
berdayasaing.

Untuk itu, salah satu strategi pembangunan pertanian ke depan adalah
pengembangan agroindustri perdesaan. Pengembangan agroindustri perdesaan
merupakan pilihan strategis dalam meningkatkan pendapatan dan sekaligus
membuka lapangan pekerjaan. Selama ini masyarakat perdesaan cenderung
menjual produk dalam bentuk segar (primer), karena lokasi industri umumnya
berada di daerah urban (semi-urban). Akibatnya, nilai tambah produk pertanian
lebih banyak mengalir ke daerah urban, hal mana termasuk sebagai penyebab
terjadinya urbanisasi.

Agroindustri adalah industri yang mengolah komoditas pertanian primer
menjadi produk olahan baik produk antara (intermediate product) maupun produk
akhir (finish product). Termasuk di dalamnya adalah industri pengolahan makanan
dan minuman, industri biofarmaka, industri bio-energi, industri pengolahan hasil
ikutan (by-product).

Untuk mengembangkan kegiatan pengolahan hasil pertanian yang terfokus
dan terintegrasi, maka pada tahun 2005 dibangun suatu model program terpadu
yang dinamakan Pengembangan Komoditas Strategis Nasional (PKSN) antara lain
pengembangan susu sapi, jeruk dan ubi kayu. Dalam pelaksanaannya dilakukan
bekerjasama dengan institusi yang kompeten, seperti perguruan tinggi terkait
dengan lokasi pengembangan dan Dinas terkait.

Sebagai industri yang berbasis di pedesaan, Unit Pengolahan Hasil (UPH)
Pertanian merupakan program terobosan dalam mempercepat penumbuhan
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pendapatan masyarakat petani dan peningkatan penyerapan tenaga Kkerja.
Sebagai program terobosan, Unit Pengolahan Pemasaran Hasil (UPH) Pertanian
dikembangkan dengan mengacu pada skala usaha yang ekonomis, sehingga
fungsi pelayanan dapat berkembang ke arah peningkatan kualitas, kuantitas dan
kontinuitas produksi untuk memasok pasar.

Tabel 3.5. Target capaian Pengembangan UPH Pertania n
Tahun 2005 - 2009

Target 2005 - 2009 Rencana Capaian Target
Sub Sektor

(Unit/ Kab/ Kota) 2006 2007 2008 | 2009
Tanaman Pangan 21 unit/ 21 Kab. 4 2 5 10
Hortikultura 67 unit/ 42 Kab. 6 17 20 24
Perkebunan 40 unit/ 26 Kab. - - 20 20
Peternakan 111 unit/ 104 Kab. 13 17 38 22
Pengelolaan 2.448 unit/ 207 Kab. 66 63| 1.026 | 1.343
Lingkungan

Sejak tahun 2001 telah berhasil dikembangkan berbagai UPH (sebelumnya
disebut UP3HP) dengan komoditi unggulan kelapa sawit (768 UPH), kelapa (kopra
7.188 UPH, minyak kelapa 1.200 UPH), karet (crumb rubber 567 UPH, sheet
1.479 UPH, lateks pekat 69 UPH), kakao (841 UPH), kopi (2.604 UPH), mete (82
UPH), tebu (207 UPH), dan teh (teh hijau 1.002 UPH, teh hitam 291 UPH).

Komoditi yang dikembangkan merupakan komoditi prioritas, yaitu: untuk
tanaman pangan mencakup ubi jalar, ubi kayu dan gandum; hortikultura
mencakup komoditas jeruk, mangga, bawang merha, cabe, biofarmaka, dan
pisang; perkebunan mencakup komoditas kelapa, gambir, nilam dan jarak pagar;
dan peternakan mencakup susu dan daging, serta pengembangan bio
energiperdesaan, pemanfaatan limbah dan pertanian organik.

Komoditas lain selain yang tersebut dalam komoditas prioritas tetap
mendapat porsi bimbingan dan pembinaan sesuai urgensinya pada waktu dan
lokasi tertentu. Pendekatan spesifik pada setiap daerah memerlukan integrasi
program vertikal (Pusat dan Daerah) ataupun integrasi program horizontal (antar
unit di Daerah dan antar unit di Pusat) disertai dengan komitmen yang tinggi dari
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unsur pemerintah dalam mendukung pengembangan unit pengolahan hasil
pertanian.

Belum berkembangnya industri pengolahan hasil pertanian sesuai yang
diharapkan disebabkan antara lain oleh: (a) belum intensifnya pengembangan
kelembagaan layanan pengolahan; (b) terbatasnya akses petani/pelaku usaha
terhadap teknologi, informasi, sarana, dan modal; serta (c) terbatasnya
kemampuan sumberdaya manusia.

3.1.4. PEMASARAN DOMESTIK

3.1.4.1. Struktur Dan Mekanisme Pasar

Struktur usaha yang bersifat dispersal atau tersekat-sekat yang secara
umum terjadi pada usaha agribisnis mempunyai konsekuensi tidak kondusifnya
iklim untuk pengembangan usaha, kurang diresponnya dinamika pasar secara
efisien, transmisi harga dan informasi pasar bersifat asimetris, serta terbentuknya
marjin ganda. Kondisi tersebut mencerminkan berjalannya sistem pemasaran
secara tidak efisien. Struktur usaha agribisnis yang diinginkan adalah struktur
usaha industrial dimana ada keterpaduan dan keterkaitan antara para pelaku
bisnis secara fungsional yang akan lebih menjamin berjalan sistem pemasaran
yang efisien dan berkeadilan.

Masalah lain yang dijumpai dalam pemasaran hasil pertanian adalah masih
lemahnya posisi tawar petani dalam pembentukan harga. Hal ini adalah akibat
dari skala usaha yang relatif kecil, ketergantungan yang tinggi terhadap
pendapatan usahatani, dan keterbatasan pengelolaan pasca panen dan
pemasaran. Kondisi demikian dipersulit pula oleh kondisi pasar hasil pertanian
yang umumnya bersifat oligopsoni, hal mana tergambar dari banyaknya petani
produsen berlahan sempit serta tersebar dan terpencil sementara jumlah pembeli
(pedagang pengumpul) yang datang ke petani sangat sedikit. Situasi tersebut
mengakibatkan pedagang pengumpul yang berperan dalam mengumpulkan dan
membeli produk petani berupaya mengefisienkan biaya transaksi dan distribusi
pemasaran. Pada kondisi akses petani ke pasar sangat terbatas, keberadaan
pedagang pengumpul (tengkulak) merupakan jalan keluar bagi petani meskipun
konsekuensinya adalah posisi tawar petani yang sangat lemah atau bahkan tidak
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punya posisi tawar sama sekali pada kondisi sistem ijon/tebas seperti terjadi
pada pemasaran beras/gabah.

Dalam hal stabilisasi harga, kebijakan yang telah diterapkan antara lain

adalah:

(1)

(2)

3)

Kebijakan Harga Pokok Pemerintah (HPP)

Untuk gabah/beras kebijakan HPP telah diberlakukan secara nasional.
Sasaran kebijakan HPP gabah/beras ini adalah untuk mempertahankan
harga gabah/beras di atas biaya produksi gabah/beras oleh petani; apabila
harga di bawah HPP maka pemerintah melalui Bulog akan membeli gabah
petani dengan harga sama dengan HPP. Namun demikian karena
keterbatasan dana maka kemampuan Bulog membeli gabah petani juga
terbatas, sehingga kebijakan ini kurang efektif.

Untuk jagung tidak berlaku HPP secara nasional. Propinsi Gorontalo adalah
propinsi yang menetapkan HPP untuk jagung melalui SK Gubernur.
Pemerintah Propinsi Gorontalo akan membeli jagung petani apabila
harganya jatuh di bawah HPP-nya. Kebijakan propinsi Gorontalo ini efektif
mempertahankan harga jagung di tingkat yang menguntungkan petani. Itu
terbukti karena hingga saat ini harga jagung setempat tidak pernah berada
di bawah HPPnya.

Penetapan Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Dengan
Peraturan Menteri Pertanian

Kebijakan Penetapan harga TBS ini telah berlaku sejak tahun 1998 (SK
Menhutbun) dan tarakhir telah direvisi dengan Peraturan Menteri Pertanian
nomor 39 tahun 2005 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian
Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Kebun. Tujuan
penetapan harga TBS Kelapa sawit ini adalah untuk memberikan jaminan
harga TBS kelapa sawit produksi kebun yang wajar serta menghindari
adanya persaingan tidak sehat di antara Pabrik Kelapa Sawit. Kebijakan ini
telah membantu pekebun dalam memperoleh harga yang layak bagi TBS
yang dihasilkannya.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Kebijakan PPN untuk komoditi pertanian sebaiknya diterapkan hanya untuk
barang jadi hasil olahan pertanian. Untuk produk primer pertanian
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(4)

sebaiknya PPN ditiadakan guna merangsang berkembangnya agribisnis
dan agroindustri dalam negeri.

Pajak Ekspor

Mengenai pajak ekspor (PE) hasil pertanian diupayakan seminimal mungkin
tanpa mengganggu proses penyediaan bahan baku industri dalam negeri.
Besarnya pajak ekspor hasil pertanian mengikuti peraturan  Menteri
Keuangan yang menetapkan besarnya pajak ekspor atas dasar harga
komoditas tertentu di pasar internasional. Sebagai contoh pajak ekspor
untuk CPO pernah turun dari 3 % menjadi 1,5 % pada waktu yang lalu
(pada harga CPO di pasar internasional sekitar 600 US dollar per metric
ton). Tetapi akhir-akhir ini meningkat menjadi sekitar 20 % dikarenakan
meningkatnya harga CPO di pasaran dunia hingga 1200 dolar AS per
metric ton.

Beberapa permasalahan pemasaran domestik yang masih dihadapi saat ini

adalah sebagai berikut:

(1)

(2)

Fluktuasi Harga

Harga produk pertanian tergolong fluktuatif dengan rentang tingkat harga
yang cukup lebar. Pada waktu musim panen dan musim hujan, harganya bisa
sangat rendah namun pada musim lainnya bisa sangat tinggi. Harga yang
sangat fluktuatif secara teoritis akan menyulitkan prediksi bisnis, baik dalam
perhitungan rugi laba maupun menajemen resiko. Harga yang demikian
seringkali hanya menguntungkan spekulan yang umumnya pedagang tertentu
khususnya yang mampu mengelola stok secara baik dan cermat. Fluktuasi
harga hingga saat ini umumnya terjadi pada komoditi tanaman pangan
(beras, jagung, kedelai, kacang tanah), hortikultura (bawang merah, cabai
merah, dan jeruk), peternakan (daging, daging ayam, dan telur). Hingga saat
ini belum ada alat/metoda yang dapat secara langsung mengantisipasi atau
bahkan mencegah terjadinya fluktuasi harga yang terlalu tinggi yang akan
merugikan pihak produsen maupun konsumen.

Inefisiensi Pasar

Skala produksi yang kecil dan pusat-pusat produksi yang terpencar dengan
volume yang relatif kecil dan jarak yang jauh dari pusat-pusat pemasaran
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3)

menyebabkan inefisiensi dalam pengangkutan dan pemasaran hasilnya.
Sementara itu interaksi kegiatan perekonomian dunia semakin terbuka
dengan persaingan yang semakin ketat untuk merebut pangsa pasar yang
ada. Globalisasi pasar dunia telah menjadikan pasar domestik menjadi
bagian dari pasar dunia. Kondisi pasar domestik hampir seluruh komoditas
pertanian saat ini cukup memprihatinkan, produk-produk impor murah tampak
membanjiri seluruh segmen pasar mulai dari pasar modern hingga pasar
tradisional.

Inefisiensi yang terjadi hampir di semua sub sistem agribisnis telah
mengakibatkan harga komoditi pertanian Indonesia menjadi tidak bersaing.
Inefisiensi tersebut terjadi mulai dari pengadaan sarana produksi, budidaya,
pengolahan, panen dan pasca panen serta biaya transportasi dan
pemasaran. Inefisiensi pada sub sistem pasca panen menempati peringkat
tertinggi. Hal ini terkait erat dengan masalah infrastruktur pasca panen yang
masih lemah dan kelembagaan pemasaran yang belum cukup efektif.

Integrasi dan Daya Serap Pasar Rendah

Komoditi pertanian yang umumnya diproduksi di sentra produksi
memiliki integrasi yang rendah dengan pasar modern di perkotaan.
Sementara itu pasar tradisional yang merupakan pasar utama yang
menyerap hasil pertanian dari tahun ke tahun memiliki kecenderungan yang
semakin menurun (dalam jangka waktu 2 tahun, 2001-2003, terjadi
penurunan jumlah pasar tradisional sebesar 8,1%) dan sebaliknya terjadi
peningkatan pada pasar modern (dalam waktu yang sama tumbuh sebesar
31,4%). Menurunnya jumlah pasar tradisional antara lain disebabkan oleh
lemahnya dukungan sarana maupun kelembagaan pemasaran pada sektor
tradisional.

Pasar modern yang tumbuh pesat saat ini hingga memasuki
kota/kabupaten (umumnya milik investor asing) memiliki kecenderungan
untuk melakukan impor dalam pengadaan pasokannya sehingga pelaku
pasar produk pertanian (khususnya UKM) belum dapat secara optimal
memanfaatkannya. Selain itu masih banyak masalah di sisi produsen
menyangkut antara lain mutu dan kemasan, serta beberapa kendala
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mendasar yang dihadapi oleh manajemen pasar modern menyangkut
cost/fee yang harus dibayar oleh pemasok serta sistem pembayaran yang
berlaku yang dirasakan memberatkan para calon pemasok dan membuat
posisi tawar pemasok terhadap pasar modern atau “hypermarket” lemah.

Tingginya persaingan usaha diantara pemain super/hypermarket, akhir-
akhir ini telah mengarah pada persaingan tidak sehat dimana yang dirugikan
adalah pihak pemasok. Strategi menekan pemasok dilakukan dengan
menerapkan ‘listing fee” (biaya-biaya yang dibutuhkan agar komoditas
tersebut terpajang di super market) dan “negative margin” (selisih harga yang
terjadi diantara hypermarket, dibebankan kepada pemasok).

Untuk menertibkan bermunculannya hypermarket yang memiliki modal
sangat kuat dan dikuasai PMA serta guna mencegah persaingan usaha yang
tidak sehat antar usaha ritel (tradisonal maupun modern), pemerintah telah
mengeluarkan peraturan yang pada intinya melakukan pengaturan
jarak/zoning antar pasar modern dengan pasar tradisional. Disamping zoning,
dalam upaya melindungi pasar tradisional, pemerintah juga telah melakukan
pengaturan jam buka bagi pasar swalayan modern yaitu minimal buka pukul
10.00 pagi dan berlangsung selama 12 jam, sehingga diharapkan
memberikan kesempatan bagi pasar tradisional untuk memulai aktivitasnya
lebih awal.

Selanjutnya, pemerintah juga telah menerbitkan SKB Memperindag
dan Mendagri No. 145/MPP/Kep/5/1997 tentang kewajiban pasar modern
untuk ikut menumbuhkembangkan kegiatan usaha pasar tradisonal dan
pengusaha kecil menengah melalui kemitraan. Namun demikian, semua
aturan tersebut belum diterapkan secara baik dan efektif. Penyerahan
implementasinya kepada masing-masing propinsi atau kabupaten/kota
menyebabkan setiap daerah tidak memiliki aturan yang sama dan jelas
mengenai hal ini.

Tingkat konsumsi makanan dan minuman merupakan salah satu
indikator umum perkembangan pemasaran domestik hasil pertanian. Secara
umum konsumsi makanan dan minuman perkapita pertahun penduduk
Indonesia selama periode 2002-2004 meningkat. Namun konsumsi terhadap
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bahan pangan utama yaitu beras mengalami penurunan. Pada tahun 2004
konsumsi beras mencapai 99.42 kg/kapita/tahun, menurun sebesar 0.35
persen pertahun dibanding konsumsi di tahun 2002 yang mencapai 100,46
kg/kapita/tahun. Penurunan konsumsi juga terjadi pada bahan utama jagung
yakni sebesar 1,28 persen/tahun antara tahun 2002-2004. Pada tahun 2002
konsumsi jagung mencapai 4,06 kg/kapita/tahun dan menurun menjadi 3,90
kg/kapita pada tahun 2004. Sedangkan untuk konsumsi sumber protein,
terjadi penurunan pada tahu dan tempe. Konsumsi tahu menurun hingga 4,28
persen sedangkan tempe turun hingga 3,98 persen. Konsumsi telur
meningkat sebesar 4,4 persen/tahun antara tahun 2002-2004, yaitu 4,580
kg/kapita/tahun pada tahun 2002 menjadi 4,784 kg/kapita/tahun pada tahun
2004. Pada periode tahun 2002-2004 konsumsi daging segar rata-rata
meningkat 8 persen vyaitu dari 4,264 kg/kapita/tahun (2002) menjadi 4,836
kg/kapita/tahun (2004), sedangkan konsumsi susu menurun sebesar 25,7
persen yakni dari 0,21 liter/kapita/ tahun pada tahun 2002 menjadi 0,156
liter/kapita/tahun pada tahun 2004. Konsumsi daging sapi meningkat 20
persen yakni dari 0,52 kg/kapita/tahun pada tahun 2002 menjadi 0,64
kg/kapita/tahun pada tahun 2004. Konsumsi daging ayam juga meningkat
sebesar 11,11 persen yakni dari 3,276 kg/kapita/tahun pada tahun 2002
menjadi 3,64 kg/kapita /tahun pada tahun 2004.

3.1.4.2. Infrastruktur Pemasaran

(1) Sarana dan kelembagaan

Untuk membangun pasar domestik yang kuat, salah satu dukungan yang
sangat diperlukan adalah ketersediaan prasarana/sarana dan kelembagaan pasar
yang dapat memperlancar distribusi pemasaran komoditi/produk pertanian. Saat
ini beberapa prasarana/sarana pasar seperti Terminal/Sub terminal Agribisnis
(TA/STA), Pasar Lelang, dan Pasar Ternak/Hewan telah tumbuh dan berkembang
sesuai dengan kebutuhan masyarakat baik atas inisiatif masyarakat maupun atas
fasilitasi pemerintah (Departemen Pertanian). Namun hanya sebagian Kkecil
(umumnya yang dibangun atas inisiatif masyarakat) yang sudah berfungsi dalam
mendukung kelancaran pemasaran komoditi pertanian.
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Saat ini sudah dibangun 53 STA dan 9 TA, tersebar di beberapa kabupaten
di hampir seluruh propinsi Indonesia, namun demikian yang sudah berfungsi
sebagai agen pasar (umumnya masih terbatas transaksi jual-beli) komoditas
pertanian baru sebanyak 18 STA (34 %) dan 6 TA (67 %). Beberapa
permasalahan mendasar yang mengakibatkan  belum  berfungsinya
prasaranan/sarana tersebut antara lain adalah lokasi prasarana/sarana yang
kurang strategis, SDM pengelola, kelembagaan diantara pelaku usaha yang belum
tumbuh/diberdayakan dalam mendukung beroperasinya suatu sarana pasar
secara efektif.

Pasar tani muncul atas prakarsa Ditien PPHP yang melihat bahwa
pemasaran hasil pertanian yang ada saat ini belum menemukan sistem
pemasaran yang terbaik khususnya yang menguntungkan bagi petani. Dalam
sistem pemasaran yang ada, petani memiliki peluang yang rendah dalam meraih
pangsa pasar serta terdapat selisih harga yang besar antara harga di tingkat
petani dan yang dibayar konsumen. Pasar tani merupakan sarana untuk
mendekatkan petani (produsen) kepada pembeli (konsumen). Dengan demikian
keberadaan pasar tani diharapkan dapat memperpendek rantai pemasaran dan
menekan biaya-biaya transaksi sehingga margin keuntungan petani bisa
ditingkatkan. Pasar tani telah diuji coba pertama kali di Kantor Pusat Departemen
Pertanian pada tahun 2007 dan telah berjalan dengan baik hingga saat ini. Pada
tahun 2007 juga telah dilakukan ujicoba pasar tani di kawasan Monas Jakarta
Pusat dan telah berjalan beberapa saat, namun kemudian berhenti karena
terhalang oleh masalah perijinan. Untuk tahun-tahun selanjutnya diharapkan
kegiatan ini dapat dikembangkan di daerah.

Keberadaan pasar ternak yang umumnya tumbuh dan berkembang atas
inisiatif masyarakat, kondisinya masih tradisional. Fasilitasi pemerintah untuk
perbaikannya masih sangat terbatas karena sumber dana yang terbatas.
Sementara itu pasar lelang komoditi pertanian yang diharapkan dapat
meningkatkan akses pasar petani juga belum tumbuh dan berperan secara optimal
seperti yang diharapkan karena pada umumnya yang mendapat manfaat langsung
hanyalah para pedagang pengumpul dan pedagang besar, sedangkan petani
produsen  karena lemahnya  kelembagaan petani belum  mampu
memanfaatkannya.
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Ditengah kekhawatiran munculnya disinkronisasi pembangunan ekonomi
antar daerah akibat pelaksanaan undang-undang otonomi daerah maka
pembangunan agribisnis hortikultura yang dilakukan dengan pendekatan kawasan
yang melibatkan sentra produksi dan sentra pemasaran sebagai basis kegiatan
merupakan langkah strategis. Pendekatan kawasan agribisnis sangat diperlukan
untuk menghindari fluktuasi harga akibat disinkronisasi produksi antara daerah
sentra produksi yang selanjutnya dapat memberikan dampak luas bagi
perkembangan agribisnis daerah yang bersangkutan.

Forum Kerjasama Kawasan Hortikultura adalah salah satu model
pengembangan agribisnis di bidang hortikultura yang berbasis kawasan yang
mencakup beberapa propinsi di Indonesia. Forum Kerjasama Kawasan
Hortikultura dibentuk berdasarkan potensi di masing-masing kawasan, yaitu
potensi sebagai kawasan sentra produsen maupun sebagai sentra konsumen.
Forum Kerjasama Kawasan Agribisnis Hortikultura yang telah terbentuk adalah: (1)
Kawasan Agribisnis Hortikultura Sumatera (KAHS) yang mencakup propinsi-
propinsi di Pulau Sumatera kecuali Lampung; (2) Kawasan Agribisnis Hortikultura
Krakatau yang mencakup daerah/Propinsi DKI Jakarta, Lampung, Jawa Barat,
Banten, dan Kalimantan Barat; serta (3) Kawasan Agribisnis Hortikultura
Jabalsukanusa yang mencakup daerah/Propinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY,
Bali, Propinsi di pulau Kalimantan kecuali Kalimantan Barat, Propinsi-Propinsi di
Pulau Sulawesi dan Nusa Tenggara.

Forum Kerjasama Kawasan Hortikultura bertujuan sebagai wadah
bertemunya para pemangku kepentingan khususnya di bidang agribisnis
hortikultura mulai hulu sampai ke hilir, melakukan inventarisasi wilayah surplus dan
defisit hasil pertanian di tingkat propinsi dan kabupaten, Identifikasi ke daerah
yang melakukan kerjasama dengan daerah lain khususnya produk hortikultura,
mengetahui pola distribusi pemasaran hasil pertanian antar daerah di tingkat
propinsi, dan merencanakan suatu sistem kerjasama pemasaran dalam suatau
lembaga atau forum hasil pertanian khususnya sektor hortikultura yang melibatkan
setiap kantor dinas dan instansi terkait dalam manajemen satu atap (SAMSAT).

Forum Kerjasama Kawasan Hortikultura mendorong terjadinya kerjasama

kemitraan diantara kelompok tani/Gapoktan dengan pelaku usaha dalam
pengembangan pemasaran produk hortikultura sehingga diharapkan ada jaminan
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harga dan akses pasar sehingga meningkatkan volume dan nilai pemasaran
produk hasil hortikultura.

Kawasan Agribisnis Hortikultura Sumatera (KAHS/KASS) telah mulai
digalakkan pada sejak tahun 2002 dengan mengikutsertakan pihak swasta untuk
mengembangkan kerjasama atau kemitraan dengan petani, pengusaha dan
melibatkan petani pada setiap subsistem agribisnis. Anggota Forum Kahorti KAHS
mencakup propinsi-propinsi di Pulau Sumatera kecuali Propinsi Lampung. Forum
KAHS dibentuk didasarkan potensi agribisnis hortikultura khususnya sayur-
sayuran dikawasan tersebut sangat besar. Berbagai terobosan kebijakan dan
kegiatan telah dilaksanakan dalam Forum Kerjasama Kahorti KAHS, yang
diharapkan dapat memperkuat posisi agribisnis dalam mendukung perekonomian
daerah. Kegiatan dan pembinaan yang telah dilaksanakan secara bersama dan
terpadu selama ini akan dilanjutkan dalam rangka mengembangkan pemasaran
baik di tingkat lokal, regional maupun pasar ekspor. Kegiatan-kegiatan yang telah
didilaksanakan antara lain kontak bisnis, pameran dan pertemuan koordinasi antar
propinsi anggota Forum KAHS.

Kawasan Hortikultura Krakatau (KAHORTI KRAKATAU) adalah salah satu
model pengembangan agribisnis di bidang hortikultura yang berbasis kawasan
yang mencakup beberapa propinsi yaitu Lampung, Jawa Barat, Banten, dan DKI
Jakarta. KAHORTI KRAKATAU telah dicanangkan pada bulan September 2001 di
Cilegon. Pada tahun 2003 propinsi Kalimantan Barat ikut bergabung menjadi
anggota KAHORTI KRAKATAU. Pengembangan kawasan ini secara bersama
dilakukan karena tingkat permintaan produk hortikultura di kawasan ini meningkat
secara tajam seiring dengan makin intensifnya kegiatan perdagangan, industri,
pariwisata dan pemukiman. Selain itu kawasan ini merupakan sentra utama
produksi hortikultura khususnya produk sayuran dan buah-buahan. Selain sebagai
sentra produksi, kawasan ini juga merupakan sentra pemasaran terbesar di
Indonesia khususnya di kawasan JABODETABEK. Dengan potensi pasar yang
sangat besar dan didukung oleh sentra produksi yang memadai, maka Kawasan
Agribisnis Krakatau sangat perlu untuk membuat suatu Forum Bersama
(FORSAMA) Krakatau yang berfungsi sebagai jembatan antara produsen dan
pelaku-pelaku usaha pemasaran (stockholder). Lebih lanjut dengan adanya forum
kerjasama ini diharapkan mampu menjadi fasilitator kerjasama pengembangan
agribisnis hortikultura secara terpadu dan terkoordinasi antar sentra produksi dan
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sentra pemasaran dalam kawasan ini. Forsama Kahorti Krakatau telah
menginisiasi terjadinya kerjasama kemitraan diantara petani/Gapoktan dan pelaku
pasar (pasar modern, eksportir, dan supplier) dalam bentuk nota kesepahaman
(MOU), dan sebagai contoh adalah MOU antara petani jeruk Sambas dengan
pengusaha asal Banten.

Forum Kerjasama Kawasan Agribisnis Hortikultura Jabalsukanusa dibentuk
berdasarkan potensi dikawasan tersebut yang cukup baik untuk komodii
hortikultura khususnya buah-buahan. Kahorti Jabalsukanusa mencakup wilayah
pulau Jawa, Bali, Sulawesi, Kalimantan, dan Nusa Tenggara. Forum ini dibentuk
ada tahun 2005 di Kendari Propinsi Sulawesi Tenggara dan telah berhasil menjalin
kerjasama dalam upaya peningkatan produksi, mutu dan pemasaran, serta
kerjasama yang erat dan saling menguntungkan bagi para anggotanya.

Untuk meningkatkan peran Forsama Kahorti, kawasan sentra dan pelaku
pemasaran perlu dibina secara terpadu dengan melibatkan semua pelaku usaha
agribisnis, sehingga mampu meningkatkan keunggulan komparatif menjadi
keunggulan kompetitif wilayah.

(2)  Jaringan dan Informasi Pasar

Informasi pasar sangat diperlukan sejalan dengan upaya pemerintah dalam
pergeseran paradigma dari orientasi produksi ke orientasi pasar. Informasi pasar
merupakan sarana penunjang agar signal pasar menjadi dasar bagi penentuan
jenis produk yang akan dihasilkan oleh petani. Tersedianya sistem informasi pasar
akan menjembatani supply disentra produksi dan demand di sentra pasar
(konsumen). Oleh karena itu pola pengembangan informasi pasar secara tidak
langsung akan berdampak pada peningkatan pendapatan petani yang pada
gilirannya mengurangi kemiskinan.

Para pelaku agribisnis mempunyai peluang yang cukup besar dalam
memanfaatkan internet sebagai sarana informasi, komunikasi dan transaksi.
Perubahan-perubahan dalam pasar global yang membutuhkan antisipasi dengan
cepat dapat diakses dengan mudah dan cepat melalui internet. Pengembangan
sistem informasi pasar agribisnis melalui jaringan internet memerlukan keterlibatan
aktif dari semua pihak yang terkait. SINGOSARI merupakan salah satu sistem
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informasi yang memanfaatkan teknologi internet berbasis Web yang telah
dikembangkan oleh Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian
menyajikan informasi secara lengkap berkaitan dengn pengolahan dan pemasaran
beberapa rumpun komoditas pilihan. Sistem informasi yang berjalan saat ini,
masih menghadapi hambatan dalam mendapatkan input/informasi terkini (up to
date) khususnya di tingkat produsen sebagai akibat dari kemampuan SDM
Pelayanan Informasi Pasar ( PIP) di daerah.

Pada saat ini telah dibangun jaringan PIP di 105 kabupaten dengan 16
komoditi pertanian yang dimonitor harganya yakni: gabah/beras, ubukayu, jagung,
kedelai, cabai merah, bawang merah, jeruk siam, kakao, karet, kopi, kelapa,
daging ayam broiler, telur ayam ras, susu, pakan ternak dan daging sapi.
Pembinaan yang telah dilakukan terhadap SDM pengelola PIP adalah berupa
pelatihan PIP dan Analisa Pasar bagi 150 orang petugas. Juga telah dilakukan
fasilitasi hardware dan software (komputer dan programnya) untuk input data
harga melalui SMS.

3.1.4.3. Perilaku Pasar

Dewasa ini telah terjadi pergeseran nilai pada konsumen berkaitan dengan
atribut-atribut  produk yang dituntut manakala mereka membeli produk. Bila
dimasa lalu konsumen hanya mengevaluasi suatu produk yakni jenis dan harga,
maka dewasa ini terlebih dimasa yang akan datang konsumen sudah menuntut
atribut yang lebih rinci. Atribut rinci tersebut antara lain adalah: (1) atribut
keamanan produk (safety attributes), (2) atribut nutrisi (nutritional attributes), (3)
atribut nilai (value attributes), (4) atribut pengepakan (package attributes), (5)
atribut lingkungan (ecolabel attributes), (6) atribut kemanusiaan (humanistic
attributes). Atribut-atribut tersebut telah melembaga baik secara internasional
maupun secara individual negara.

3.1.5. PEMASARAN INTERNASIONAL
Dalam pemasaran internasional, lingkungan strategis pasar global yang
ditandai dengan perubahan tatanan ekonomi dunia, mengalami perubahan yang

mengarah pada liberalisasi perdagangan. Implikasinya adalah arus perdagangan
produk pertanian semakin mengglobal dan persaingan antar negara yang
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menghasilkan produk pertanian sejenis akan mengalami peningkatan. Negara
yang memiliki kemampuan bersaing tinggi akan semakin mendominasi
perdagangan produk yang bersangkutan di pasar dunia, sebaliknya negara yang
kalah bersaing akan dibanjiri dengan produk impor. Implikasi lain dari globalisasi
dan liberalisasi perdagangan adalah keterkaitan antara pasar domestik dan pasar
internasional akan semakin tinggi.

Untuk meningkatkan pemasaran produk pertanian di pasar internasional, ada
sejumlah masalah yang perlu segera ditangani, yakni antara lain: (a) lemahnya
sistem promosi dan proteksi hasil pertanian; (b) kurang kuatnya kerjasama
pemasaran dengan negara lain; dan (c) belum efektifnya market intelligence.

Berdasarkan analisa ekspor-impor produk pertanian (segar dan olahan)
tahun 1995 — 2004, diketahui bahwa secara umum nilai ekspor tersebut
mengalami peningkatan dan melebihi nilai impornya untuk masa tiga tahun terakhir
(2002-2004). Ekspor produk pertanian tahun 1995 hanya mencapai nilai US$
4.075,45 juta, dan secara rata-rata terus meningkat hingga pada tahun 2004
mencapai US$ 7.922,63 juta. Nilai impor dari tahun 1995 (US $ 4.623 juta) hingga
tahun 2004 (US $ 4.722 juta) tidak mengalami perubahan yang signifikan. Ini
menunjukkan bahwa pertumbuhan kebutuhan produk impor dapat dipenuhi oleh
produksi dalam negeri (Import substitution) (Gambar 3.3).
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Gambar 3.3. Ekspor — Impor Produk Pertanian Tahun 1 995 — 2004
Keterangan : Sumber BPS (Diolah)
* data sementara
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Hal yang menggembirakan dari data tiga tahun terakhir (2002-2004) devisa
perdagangan dari produk pertanian semakin membaik, hal ini menggambarkan
dari segi nilai, mutu dan kuantitas produk ekspor Indonesia di pasar dunia semakin
membaik.

Negara tujuan utama Ekspor produk pertanian Indonesia meliputi India
(pangsa 15%), Amerika Serikat (14%), Malaysia (8%), China (8 %) dan Singapura
(7%). Sedangkan negara utama asal impor produk pertanian ke Indonesia meliputi
Amerika Serikat (pangsa 22%), Australia (18%), China (12%), Thailand (8%) dan
India (6 %).

. Tanaman
Hortikultura
% Pangan
Peternakan 3%

3%

92%

Gambar 3.4. Komposisi Ekspor Produk Pertanian Indon  esia Tahun
2004 (US3)

Jika dilihat per subsektor, ternyata subsektor perkebunan merupakan
penyumbang 92 persen terhadap total devisa yang diperoleh dari kegiatan ekspor
produk pertanian di tahun 2004 yang mencapai US$ 7.922,63 juta. Sedangkan sub
sektor lainnya yaitu hortikultura, tanaman pangan dan peternakan jauh ketinggalan
dibanding perkebunan. Komposisi ini tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun
sebelumnya. Hal ini memberikan gambaran bahwa hingga saat ini produk
perkebunan masih menjadi primadona ekspor produk pertanian Indonesia
(Gambar 3.4.). Produk utama yang menjadi andalan ekspor ini antara lain minyak
sawit, karet, kakao, teh, kopi minyak kelapa, lada, teh, dan mete.
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Gambar 3.5. Komposisi Impor Produk Pertanian Indone sia Tahun
2004 (US$)

Jika melihat impor produk pertanian Indonesia di tahun 2004 yang
mencapai US$ 4.721,99 juta, ternyata 51 persen nilai impor produk pertanian
tersebut adalah produk-produk pangan. Sebagian lagi impor produk-produk hasil
perkebunan (24%), peternakan (18%) dan hortikultura (7%). Produk yang banyak
diimpor antara lain adalah palawija, kapas, gandum, jagung, beras, buah-buahan
dan susu.

Selama periode 2005-2009 nilai ekspor komoditi pertanian diproyeksi
meningkat dengan laju 11,34 % per tahun, lebih tinggi dibanding Ilaju nilai impor
yang hanya 3,91 % per tahun. Dengan kondisi demikian, neraca perdagangan
diproyeksikan meningkat dari US $ 3,9 milyar pada tahun 2005 menjadi 7,7 milyar
pada tahun 2009 atau meningkat rata-rata 17,11 % per tahun. Total devisa bruto
yang mampu disumbangkan sektor pertanian diproyeksikan meningat dari US $
7,8 milyar pada tahun 2005 menjadi US $ 12,3 milyar tahun 2009.

3.2. KONDISI YANG DIINGINKAN

3.2.1. PASCA PANEN

(2) Penurunan Kehilangan Hasil, Peningkatan Rendeme n, Peningkatan
Produksi/Nilai Tambah Dan Penyerapan Tenaga Kerja

Tujuan utama dari peningkatan pasca panen hasil pertanian adalah untuk
mengurangi kehilangan hasil. Menurunnya kehilangan hasil baik yang disebabkan
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kehilangan fisik maupun penyusutan dan penurunan kualitas sangat berpengaruh
terhadap ketersediaan pangan dan pasokan bahan baku industri. Lebih lanjut, bagi
produk tanaman pangan, kehilangan hasil berarti ancaman terhadap ketersediaan
pangan. Panen yang optimal akan mendorong peningkatan pendapatan petani
dan terpenuhinya kebutuhan industri. Kondisi yang diharapkan dapat menekan dan
mencegah kehilangan hasil pertanian adalah meningkatnya kemampuan dan
pengetahuan petani dalam penanganan pasca panen hasil pertanian yang baik
(GHP) melalui pembinaan yang intensif dan berkelanjutan, meningkatnya
penggunaan peralatan pasca panen dan pemanfaatannya yang optimal, serta
berkembangnya kelembagaan pasca panen. Kesemuanya itu memerlukan
fasilitasi dari pemerintah baik pusat maupun daerah.

Untuk komoditi tanaman pangan sasaran yang diinginkan pada akhir tahun
2009 untuk menurunkan tingkat kerusakan adalah sebagai berikut:
Padi; kehilangan hasil sebesar 20.51 % (1995) melalui program Peningkatan
Produksi Beras Nasional (P2BN) dan berbagai upaya di atas diharapkan turun
menjadi di bawah 15.5 % pada akhir tahun 2009. Sedangkan rendemen beras
melalui revitalisasi penggilingan padi kecil diharapkan dapat ditingkatkan 4-5 %
hingga akhir tahun 2009 atau dikembalikan seperti tingkat rendemen pada tahun
1995 yakni 63,3 %. Pada akhir tahun 2009 juga diharapkan terbentuk 210 Forum
Kecamatan Pasca Panen (FKPP) di 22 provinsi sentra padi (11 juta ha) dengan
sasaran peningkartan  produksi sebesar 155.656 ton GKG senilai
Rp.389.140.000.000,- serta membuka peluang kerja untuk 840 orang. Jagung;
melalui penyediaan sarana pengeringan dan penyimpanan (silo) dan
pengembangan kelembagaan dan pembinaan mutu diharapkan pada tahun 2009
terjadi penurunan kandungan aflatoxin jagung untuk pakan ternak menjadi 50 ppb
dan untuk konsumsi manusia menjadi 20 ppb, tumbuh kembangnya Gapoktan 560
unit di 18 propinsi, peningkatan produksi jagung sebesar 87.757 ton jagung pipil,
serta terbukanya peluang kerja untuk 2240 orang.
Kedelai; melalui penyediaan sarana pasca panen, pengembangan kelembagaan
petani, dan pembinaan mutu diharapkan pada akhir tahun 2009 dapat diturunkaan

tingkat kehilangan hasil menjadi 5 — 12 % (di areal binaan 370.000 ha), penurun
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tingkat kadar air kedelai menjadi 13 — 14 %, tumbuh kembangnya 22 gapoktan,

serta tersedianya peluang kerja untuk 88 orang.

Untuk komoditi hortikultura sasaran yang diinginkan pada akhir tahun 2009
untuk menurunkan tingkat kerusakan adalah sebagai berikut:
Manggis ; meningkatnya penggunaan teknologi dan sarana pasca panen manggis
melalui bantuan sarana packing house di 15 kabupaten 7 propinsi, untuk
mengurangi kerusakan sebesar 10% (14527 ton).
Mangga ; meningkatnya penggunaan teknologi dan bantuan sarana pasca panen
sarana packing house di 25 kabupaten 15 propinsi, untuk mengurangi kerusakan
sebesar 10% (279 ton).
Temulawak ; meningkatkan kandungan bahan aktif temulawak dengan
penggunaan teknologi dan bantuan sarana mesin pengering di 14 kabupaten 9
propinsi sehingga dapat menyelamatkan produk sebesar 2200 ton.
Bawang Merah; Mempertahankan tingkat kesegaran bawang merah dengan
penggunaan teknologi dan bantuan sarana gudang pengering di 17 kabupaten 10

propinsi sehingga dapat menyelamatkan produk sebesar 220 ton.

Untuk komoditi perkebunan sasaran yang ingin dicapai pada akhir tahun
2009 dalam rangka menurunkan kerusakan dan kehilangan pasca panen serta
perbaikan mutu adalah sebagai berikut:
Kakao; terbina dan terfasilitasinya 206 unit pengolahan hasil (UPH)/gapoktan
untuk menghasilkan 48.000 ton biji kakao fermentasi bermutu tinggi dengan
peningkatan nilai tambah sebesar Rp.144.000.000.000,- dan dapat membuka
peluang kerja untuk 618 orang.
Karet; perbaikan mutu bokar melalui fasilitasi peralatan penanganan pasca panen
dan pembinaan mutu terhadap 29 Gapoktan diharapkan dapat dapat
menghasilkan 8.800 ton bokar bersih dengan nilai tambah sebesar
Rp.30.800.000.000,-.
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Kopi; terbinanya 99 UPH/gapoktan untuk menghasilkan 2.678,4 ton biji kopi
bermutu baik dengan peningkatan nilai tambah Rp. 5.356.800.000,- dan dapat
membuka peluang kerja untuk 298 orang.

Lada; terbinanya 18 UPH/gapoktan untuk menghasilkan 90 ton biji lada bermutu
baik dengan peningakatan nilai tambah sebesar Rp. 225.000.000,- serta mampu

menyediakan peluang kerja bagi 54 orang tenaga kerja.

Upaya menekan kehilangan dan kerusakan panen dan pasca panen serta
menjamin kesehatan dan keselamatan konsumen hasil peternakan difokuskan
kepada revitalisasi rumah potong hewan dan unggas (RPH dan RPU) dengan
rincian sebagai berikut:

Sapi; (1) diharapkan pada akhir tahun 2009 terjadi peningkatan pemotongan
ternak sapi melalui RPH sebesar 20 % (32.850 ton) atau rata-rata tingkat
pemotongan 7-10 ekor/ hari/RPH; (2) bantuan sarana RPH dan rehabilitasi
bangunan dari Diten PPHP tahun 2006 s/d 2008 sebesar 60 unit RPH
diharapkan akan meningkat menjadi 80 unit RPH (komulatif) pada akhir tahun
2009 sehingga dapat membuka peluang kerja bagi 400 orang.

Unggas: (1) diharapkan pada akhir ahun 2009 terjadi peningkatan pemotongan
unggas melalui RPU skala kecil sebesar 20 % (39.146,250 ton) atau rata-rata
tingkat pemotongan 500-500 ekor/ hari/RPU; (2) bantuan sarana RPU-SK dari
Ditien PPHP dari tahun 2006 s/d 2008 sebanyak 66 unit yang mampu membuka
peluang kerja bagi 462 orang, diharapkan meningkat menjadi 88 unit pada tahun

2009 dan mampu menyediakan lapangan kerja bagi 616 orang.

(2) Peningkatan Mutu

Peningkatan mutu hasil terus diupayakan agar petani mendapatkan nilai
tambah dalam mengelola usaha taninya dan tidak hanya menjual hasilnya
sebagaimana biasanya. Peningkatan mutu dapat dilakukan melalui peningkatan
perbaikan pengolahan pascapanen. Untuk mencapai mutu hasil yang baik

diperlukan adanya standarisasi dan penerapannya dilapangan sehingga jaminan
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mutu hasil dapat dilakukan secara objektif dan ada jaminan untuk konsumen untuk
memperoleh hal yang benar-benar bermutu. Peran serta produsen dan pedagang /
eksportir sangat diperlukan dalam pelaksanaan standarisasi ini sesuai fungsinya
masing-masing. Pada subsektor perkebunan, kakao merupakan salah satu
komoditas perkebunan yang peranannya cukup penting bagi perekonomian
nasional, khususnya sebagai penyedia lapangan kerja, sumber pendapatan dan
devisa negara. Persoalan utama dalam meningkatkan kualitas kakao di Indonesia
bukan terletak pada minimnya kapasitas industri pengolahan, tetapi lebih pada
komitmen yang kuat untuk menerapkan fermentasi secara serius. Petani tidak
melakukan fermentasi karena tidak mendapatkan perbedaan harga dari pedagang

pengumpul.

3) Penggunaan Teknologi Modern

Teknologi panen dan pasca panen termasuk peralatannya yang telah diuji
keunggulannya oleh lembaga riset perlu disebarluaskan dan difasilitasi
penerapannya secara luas untuk meningkatkan efisiensi usaha pasca panen hasil
pertanian yang pada akhirnya meningkatkan daya saing produk pertanian
Indonesia.

(4)  Upaya-upaya Lain

Perlu dilakukan upaya pengembangan demonstrasi, kampanye dan latihan
pascapanen untuk memotivasi masyarakat petani dalam upaya menekan
kehilangan dalam pasca panen hasil pertanian seperti Gerakan Penyelamatan
Gabah Walau Sebutir, Gerakan Pelayanan Pasca Panen Padi, Gerakan
Penanganan Pasca Panen dan Pemasaran Gabah/Beras, Untuk komoditi yang
lain perlu ditempuh upaya-upaya sejenis dalam rangka menekan kehilangan hasil
pertanian.

Selain itu pengembangan data base dan pemetaan wilayah panen secara

lebih detail (tingkat desa/kecamatan dan Gapoktan) dapat dilakukan melalui
jaringan kecamatan pasca panen yang telah terbentuk.
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3.2.2. MUTU DAN STANDARDISASI

Standar dan sistem standardisasi mutu merupakan bagian yang tak dapat
dipisahkan dalam pembinaan mutu hasil pertanian sejak proses produksi bahan
baku hingga produk di tangan konsumen. Penerapan sistem standardisasi secara
optimal sebagai alat pembinaan mutu hasil pertanian bertujuan untuk
meningkatkan efisiensi proses produksi maupun produktivitas di bidang pertanian
yang pada akhirnya akan meningkatkan daya saing dan mendorong kelancaran
pemasaran komoditi pangan serta mendorong berkembangnya investasi di sektor
pertanian.

Untuk dapat mengawal dengan baik penerapan standar dan sistem jaminan
mutu terpadu maka diperlukan ketersediaan infrastruktur penilaian kesesuaian
sebagai kelembagaan mutu yang kredibel. Sesuai dengan fungsinya, Lembaga
Penilaian Kesesuaian (LPK) sebagai salah satu kunci dalam pengawasan
penerapan sistem jaminan mutu terpadu harus dikembangkan selaras dengan
sistem standardisasi di bidang pertanian. LPK meliputi Lembaga Sertifikasi (LS
Produk, LS sistem mutu, LS Personel, LS Pangan organik), Laboratorium Uji dan
Lembaga Inspeksi. Mengingat fungsinya yang sangat penting, pengembangan
LPK harus didukung baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah
yang terkoordinasi dalam sistem jaminan mutu hasil pertanian yang terpadu.
Sampai dengan saat ini, ketersediaan LPK termasuk diantaranya Otoritas
Kompeten Keamanan Pangan (OKKP) yang berfungsi dalam pengawasan
keamanan pangan hasil pertanian di daerah dirasakan masih kurang baik jumlah
maupun perannya. Pembinaan LKP yang dilaksanakan cukup intensif dari tingkat
pusat ternyata belum dapat sepenuhnya diselaraskan dengan kondisi di daerah
dengan segala keterbatasannya baik dari aspek sumberdaya manusia, peralatan
maupun dukungan biaya operasional. Kondisi ini menyebabkan kesiapan OKKP
maupun Laboratorium penguji mutu di daerah sangat bervariasi dan belum dapat
memberikan pelayanan sertifikasi mutu secara optimal kepada unit usaha
pertanian yang telah menerapkan sistem jaminan mutu terpadu.

Untuk mengatasi hambatan ekspor hasil pertanian khususnya terkait
dengan mutu produk yang cenderung meningkat dari waktu ke waktu harus
ditempuh berbagai upaya. Diantaranya adalah meningkatkan kemampuan dalam
pemanfaatan fasilitas yang diatur oleh organisasi perdagangan dunia (WTO)
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melalui perjanjian-perjanjian WTO (Technical Barrier to Trade Agreement dan
Sanitary and Phytosanitary Agreement) misalnya pengembangan regulasi teknis
yang dapat mendukung perdagangan yang adil (fair), special and differential
treatment untuk negara-negara berkembang. Pemanfaatan fasilitas tersebut oleh
Indonesia dalam mengharmonisasikan sistem jaminan mutu dengan negara mitra
bisnis sampai dengan saat ini belum optimal. Sebagai contoh, pengembangan
regulasi teknis serta fungsi proses notifikasi sebagai salah satu prinsip
transparansi belum berjalan efektif, hal ini antara lain disebabkan masih lemahnya
koordinasi diantara pihak-pihak terkait serta lemahnya pemahaman tentang
ketentuan-ketentuan yang ada.

Kondisi yang diinginkan dari pengembangan sistem standardisasi di bidang
pertanian ini adalah tersedianya standar-standar di bidang pertanian yang sesuai
dengan kebutuhan, diterapkannya standar mutu hasil pertanian baik untuk produk
segar, bahan baku, produk setengah jadi maupun produk jadi serta tersusunnya
kebijakan-kebijakan standardisasi yang mendorong terciptanya iklim kondusif bagi
penerapaaan sistem standardisasi yang efektif. Dengan terlaksananya penerapan
sistem standardisasi di bidang pertanian yang efektif dan efisien diharapkan dapat
dihasilkan:

1. Sejumlah kebijakan standardisasi maupun SNI di bidang pertanian yang
selaras dengan standar internasional untuk kebutuhan harmonisasi sistem
jaminan mutu secara internasional dan kesepakatan perdagangan;

Tabel 3.6. Program Perumusan Kebijakan Standarisas i dan SNI Tahun 2005 -

2009
Tahapan/Jumlah Kegiatan
Program Kegiatan
2005 2006 2007 2008 2009
Perumusan 1. Perumusan - 2 4 6 8
Kebijakan kebijakan
Standardisasi 2. Penyusunan RSNI - 4 8 12 16
dan SNI Pertanian
3. Pelaksanaan - 50 100 150 200
Konsensus RSNI
4. Analisis kebutuhan - - 2 4 6
dan kesesuaian
standar sektor
pertanian
5. Kaji ulang SNI - 2 4 6 8
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6. Perumusan 4 8 12 16
pedoman

7. Bimbingan teknis - 4 8 12
perumusan standar
dan pedoman

8. Sosialisasi SNI dan 4 8 12 16

Kebijakan
Standardisasi

Penerapan standar oleh pelaku usaha pertanian yang dapat menunjang

peningkatan

efisiensi

dan

produktivitas

hasil

pertanian,

menjamin

terlaksananya perlindungan konsumen dalam aspek kesehatan, keselamatan

dan keamanan maupun pelestarian lingkungan.

Tabel 3.7. Program Pengembangan Penerapan dan Peng awasan Jaminan
Mutu Tahun 2005 - 2009

Program

Kegiatan

Tahapan/Jumlah Kegiatan

2005

2006

2007

2008

2009

Pengawasan
Jaminan Mutu

Pengembangan
Penerapan dan

. Penyusunan

dokumen
prerequisite
produk pertanian

4

8

12

16

. Fasilitasi

penyusunan
penerapan
sertifikasi jaminan
mutu dan
keamanan pangan
pada unit usaha

10

15

20

. Monitoring

keamanan pangan
dan kesesuaian
terhadap SNI

1000

2000

3000

4000

. Sosialisasi dan

bimbingan teknis
penerapan
jaminan mutu
pada aparat dan
pelaku usaha

40

80

120

160

. Fasilitasi tenaga

pengawas mutu

20

40

60

80

. Fasilitasi sertifikasi

kehalalan

. Fasilitasi

pelabelan

. Evaluasi

penerapan dan
pengawasan
sistem jaminan
mutu
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Kompeten
Keamanan
Pangan Daerah
(OKKPD)

9. Fasilitasi 1 2 3 4
Penerapan Sistem
Jaminan mutu
Pangan organik
10. Fasilitasi Otoritas - 20 33 33

Sumberdaya manusia yang kompeten dalam pembinaan dan pengawasan
sistem jaminan mutu hasil pertanian yang terpadu;
Lembaga Penilaian Kesesuaian baik Lembaga Sertifikasi, Laboratorium Uji

maupun Lembaga Inspeksi yang kredibel dan memadai untuk memberikan

pelayanan sertifikasi mutu hasil pertanian;.

Keunggulan kompetitif dari produk pertanian Indonesia baik di pasar
domestik maupun pasar global;
Harmonisasi dan pemasyarakatan informasi standardisasi yang diperlukan
oleh pelaku usaha pertanian, pemerintah dan konsumen dalam rangka
pembinaan mutu produk pertanian dan fasilitas dalam memperlancar arus
perdagangan domestik maupun internasional;

Tabel 3.8. Program Pengembangan Kerjasama dan Harm

Tahun 2005 - 2009

onisasi

Program

Kegiatan

Tahapan/Jumlah Kegiatan

2005

2006 | 2007 | 2008

2009

Pengembangan
Kerjasama dan
Harmonisasi

. Penyusunan

kebijakan/pedoman
kerjasama dan harmonisasi
standardisasi

5 10 15

20

. Sosialisasi dan bimbingan

teknis peraturan dan standar
mutu internasional

. Kerjasama instansi terkait,

dan” Approval Program ”
antara pemasok dan industri /
eksportir

20

. Kerjasama standardisasi

dengan memperjuangkan
kepentingan Indonesia di
forum internasional ( Codex,
SPS, ISO, ILAC, APLAC,
ACCS0Q)

10 20 30

40

. Fasilitasi notifikasi dan

pembahasan hambatan teknis
perdagangan

20
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o

Pengembangan jaringan - 4 8 12 16
kerjasama informasi dan
penyebaran
informasi/dokumentasi mutu
sektor pertanian

7. Pertemuan teknis dan - 2 3 4 5
penyelenggaraan bulan mutu
nasional

8. Bimbingan teknis Kerjasama - 2 4 6 8
peningkatan SDM.
9. Kerjasama dan Harmonisasi - 5 10 15 20

dengan negara mitra

3.2.3. PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN

Penumbuhan usaha industri pengolahan berbasis pedesaan umumnya

berupa unit usaha bersama yang menyerap, melibatkan dan dimiliki oleh warga

pedesaan. Usaha berlangsung melalui suatu pola kemitraan antara inti dan plasma

(kelompok tani). Industri pengolahan berbasis pedesaan (skala rumah tangga,

kecil-menengah) yang terdiri dari industri pengolahan makanan minuman, industri

bio-farmaka, industri bio-energi dan industri pengolahan hasil ikutan/samping

dikembangkan dengan tujuan :

(1)

2).
3).

(4).

Meningkatkan nilai tambah hasil panen di pedesaan, baik untuk konsumsi

langsung, maupun untuk bahan baku agroindustri lanjutan.
Memberikan jaminan mutu dan harga sehingga tercapai efisiensi agribisnis.

Mengembangkan diversifikasi produk sebagai upaya penanggulangan
kelebihan produksi atau kelangkaan permintaan pada periode tertentu.

Sebagai wahana pengenalan, penguasaan, pemanfaatan teknologi tepat
guna dan sekaligus sebagai wahana peran serta masyarakat pedesaan

dalam sistem agribisnis.

Sasaran pengembangan agroindustri pengolahan yang ingin dicapai sampai

tahun 2009 adalah terbangun dan beroperasinya secara efektif kelembagaan

agroindustri komoditas utama sebagai berikut:
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().

2).

3).

Pengolahan produk tepung berbasis umbi-umbian dan serealia lokal
sebanyak 40 unit di 38 Kabupaten/lokasi (setara dengan 40 ton bahan baku
per hari). Nilai tambah yang diharapkan sebesar Rp. 2.320.000.000,- s/d Rp.
4.000.000.000,- dan dapat membuka peluang kerja untuk 219 orang.

Pengolahan hasil hortikutura sebanyak 67 Unit di 42 Kab/Kota dengan
rincian sebagai berikut:

Buah-buahan (Jeruk, Mangga, Pisang); pengembangan 35 unit pengolahan
buah-buahan di 21 Kab./Kota dengan nilai tambah sebesar Rp.
770.000.000,- s/d Rp. 980.000.000,- dan dapat membuka peluang kerja bagi
285 orang.

Sayuran ( Bw. Merah, Cabe); pengembangan 18 unit pengolahan bawang
merah dan cabe di 14 Kab/Kota dengan nilai tambah sebesar Rp.
324.000.000,- s/d Rp. 396.000.000,- dan dapat membuka peluang kerja
untuk 85 orang.

Biofarmaka ; pengembangan 14 unit pengolahan biofarmaka di 10
Kab/Kota dengan nilai tambah sebesar Rp. 308.000.000,- dan dapat
membuka peluang kerja untuk 70 orang.

Pengolahan hasil perkebunan di 50 Kabupaten/lokasi dengan rincian sebagai
berikut:

Kelapa (Cocodiesel dan kelapa terpadu); pengembangan unit
pengolahan di 26 Kab./Kota dengan nilai tambah yang diharapkan sebesar
Rp. 312. 000. 000,- s/d Rp.520.000.000,- dan dapat membuka peluang kerja
untuk 130 orang.

Minyak Atsiri  (Gambir dan Nilam); pengembangan 10 unit pengolahan atsiri
di 10 Kab./Kota dengan nilai tambah yang diharapkan sebesar
Rp.437.500.000,- s/d Rp.562.500.000,- dan mampu menciptakan peluang
kerja bagi 50 orang.

Jarak; pengembangan 4 unit pengolahan minyak jarak pagar di 4 Kab./Kota
dengan nilai tambah sebesar Rp.360.000.000,- s/d Rp.540.000.000,- dan

mampu membuka peluang kerja bagi 20 orang.

52



(4).

(5).

Pengolahan hasil peternakan di 111 unit pengolahan di 105 Kabupaten/lokasi
dengan rincian sebagai berikut:

Susu; pengembangan 29 unit penolahan di 23 Kab/Kota dengan nilai tambah
sebesar Rp. 14.210.000.000,- dan dapat membuka peluang kerja untuk 348

orang.

Daging Olahan (Abon, Dendeng, Bakso); 82 unit di 82 Kab./Kota dengan
nilai tambah sebesar Rp. 2.050.000.000,- dan dapat membuka peluaang
kerja bagi 1011 orang.

Pengembangan Pengolahan Biogas dan Limbah di dengan rincian sebagai
berikut:

Biogas ; pengembangan 1.170 unit Biogas di 127 Kab./Kota dengan nilai
tambah sebesar Rp. 1.702.350.000,- dan dapat membuka peluang kerja
untuk 2340 orang.

Kompos; pengembangan  1.270 unit pengolahan kompos di 137 Kab./Kota
dengan nilai tambah sebesar Rp. 73.842.880.000,- dan dapat menyediakan
peluang kerja untuk 4640 orang.

Pangan Organik; pengembangan 58 unit usaha pangan organik (Padi,

sayur, Biofarmaka) yang dapat menyediakan peluang kerja untuk 522 orang.

Strategi yang ditempuh dalam rangka mengembangkan agroindustri

pengolahan antara lain dengan pola pendampingan. Dengan mengawal dan

membina kegiatan yang dilakukan site manager/ pedamping di wilayah Kabupaten
dalam pengembangan usahanya. Dengan diberikannya bantuan peralatan, sarana
pengolahan dan pemasaran serta penguatan modal usaha kepada kelompok tani/
Gapoktan diharapkan akan memanfaatkan bantuan sarana tersebut secara benar,

efisien, dan efektif. Disamping itu juga sangat diharapkan dapat mengantarkan
kelompok tani/ Gapoktan untuk mendapatkan akses ke sumber-sumber
permodalan yang dikembangkan oleh Departemen Pertanian/ Bank/Lembaga
Keuangan lainnya.
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3.24. PEMASARAN DOMESTIK

3.2.4.1. Struktur dan Mekanisme Pasar

Rantai pemasaran yang panjang berakar dari kondisi infrastruktur
perdesaan yang kurang memadai seperti ketersediaan informasi pasar, sarana
transportasi dan jalan desa, sistem pemasaran yang belum adil terkait dengan
keterbatasan modal menyebabkan petani banyak terjebak dalam sistem ijon yang
melemahkan posisi tawar mereka. Disamping itu, kemampuan petani terbatas
dalam menyimpan produknya, sehingga seringkali hasil panen harus segera dijual
sesaat sesudah panen. Kondisi ini diperburuk oleh membanjirnya produk impor di
pasar domestik sebagai akibat dari liberalisasi perdagangan. Upaya pemerintah
memberikan jaminan harga terkendala oleh kemampuan pendanaan, sehingga
hanya beras, cabai, bawang merah, daging ayam dan gula yang mendapat
perlindungan harga dari pemerintah.

Kondisi yang diharapkan adalah meningkatnya efisiensi rantai pemasaran
hasil pertanian yang berbasis kelembagaan tani yang kuat untuk memperbaiki
pasar yang bersifat oligopsoni yang cenderung menekan posisi tawar petani
melalui penyediaan dan perbaikan infrastruktur pertanian seperti  sarana
transportasi, jalan, sub terminal agribisnis (STA), pasar ternak pasar tani, pasar
lelang, kios daging, out let hasil pertanian, silo, gudang, gudang pendingin. Hal lain
yang diperlukan untuk meningkatkan effisiensi pemasaran adalah membangun
kelembagaan tani baik dalam bidang budidaya dan panen maupun dalam bidang
pasca panen dan pemasaran, serta membangun jaringan kerjasama petani secara
horizontal dengan kelompok lainnya maupun secara vertikal dengan pelaku usaha
di sub sistem off farm (pengolahan dan pemasaran). Untuk melindungi kondisi
pasar di dalam negeri, kebijakan proteksi dan promosi yang telah diterapkan
selama ini perlu terus ditingkatkan melalui kegiatan yang lebih konkrit antara lain
melalui kebijakan: (1) penerapan tarif, (2) pemberian subsidi, dan (3) promosi
ekspor.
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3.2.4.2. Infrastruktur Pemasaran dan SDM

1) Sarana dan Kelembagaan

Kondisi sarana dan kelembagaan pasar produk dan komoditi pertanian
yang diinginkan di tingkat petani (kabupaten) dan di tingkat konsumen adalah
meningkatnya kemampuan dan perannya dalam menjembatani kepentingan petani
di sisi pemasok (supplier) dan konsumen di tingkat konsumen ritel. Untuk itu,
dibutuhkan kerjasama yang sinergis diantara instansi maupun pelaku usaha
terkait, dalam hal ini antara instansi terkait (Departemen Pertanian, Departemen
Perdagangan, dan Meneg Koperasi dan UKM) dengan pelaku usaha
(petani/kelompok tani, asosiasi, koperasi, maupun perusahaan ritel/super
atau hypermarket) dalam membangun dan memberdayakan sarana dan
kelembagaan pasar yang ada serta mengefisienkan simpul-simpul/titik rawan
rantai pemasaran komoditas pertanian.

Oleh karenanya, pengembangan prasarana pasar (STA/TA, Pasar lelang,
pasar ternak, pasar tani dll), sarana pemasaran (berupa etalase/meja dan tenda,
keranjang/wadah produk, alat transport khusus produk pertanian, dll) dan
kelembagaan pasar (asosiasi anggota pasar tani, asosiasi pedagang pengumpul,
pengelola STA/TA, pengelola pasar ternak dan pasar lelang dll) diarahkan pada
pembenahan dan perbaikan kondisi yang ada dan dilakukan dalam suatu bentuk
pemberdayaan yang utuh dengan melibatkan pelaku usaha mulai dari produsen
(petani/pengolah) hingga pelaku pasar. Dengan demikian, fasilitasi dari pemerintah
harus diarahkan tidak hanya pada upaya peningkatan kemampuan SDM
pengelola, namun juga pada upaya-upaya mendorong terbangunnya jaringan
kerjasama kemitraan diantara pelaku usaha terkait. Disamping itu, dalam rangka
memperkuat posisi tawar dari sisi petani produsen, maka fungsi pendampingan
yang ditujukan untuk memampukan petani agar dapat memanfaatkan sarana dan
kelembagaan pasar tersebut, merupakan fokus fasilitasi yang perlu disediakan
pemerintah.

Kelembagaan pemasaran di tingkat petani mutlak perlu dibentuk agar akses
pemenuhan kebutuhan pemasaran juga lebih mudah. Kelembagaan pemasaran
tersebut sebaiknya ditempatkan di lokasi yang mudah terjangkau serta mudah
diakses oleh petani/pelaku usaha. Dalam pengembangan kelembagan terdapat
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tiga pola yaitu pola dasar, pola komunitas dan pola pemerintah dengan fokus
pelayanan kepada kepada kelompok tani.

Sasaran/ target pengembangan infra struktur pemasaran hasil pertanian
sampai dengan tahun 2009 adalah:

(1). Terbangunnya kemitraan pemasaran hasil pertanian antara kelompok tani
dengan industri pengolahan di 112 Kabupaten.

(2). Terbangunnya kelembagaan farm gate market berbasis mutu (grading and
packaging) komoditas hortikultura di 35 Kabupaten/lokasi, komoditas
perkebunan di 35 Kabupaten/lokasi (35%).

(3). Terevitalisasinya pasar ternak di 25 Kabupaten/lokasi (30%).

(4). Meningkatnya kerjasama internasional perdagangan produk pertanian.

2) Jaringan dan Informasi pasar

Sistem informasi pasar yang diinginkan kedepan mencakup informasi pasar
domestik maupun ekspor. Informasi mengenai pasar ekspor akan menghadirkan
situasi pasar dunia yang pada tahap lanjut merupakan rujukan bagi proses
produksi di dalam negeri. Informasi pasar domestik akan menghadirkan informasi
pasar sampai ke daerah pedesaan kita.

Kunci keberhasilan pemanfaatan internet untuk agribisnis ini terletak pada
penyediaan informasi dan data yang up-to-date serta sumberdaya manusia yang
membangun sistem informasi tersebut. Dengan demikian perlu dilakukan
penyiapan sumberdaya manusia yang handal dalam pengelolaan informasi, agar
dapat mendayagunakan internet secara optimal. Kedepan, informasi pasar harus
mampu memberikan sinyal kondisi pasar terkini melalui pengembangan early
warning system komoditas pertanian strategis sehingga permasalahan yang timbul
dapat diantisipasi sesegera mungkin. Early warning system memerlukan perangkat
lunak (Software) khusus, data base yang lengkap dan up to date serta SDM yang
competent. Metoda dan software untuk early warning system sudah tersedia,
namun demikian untuk diimplementasikan perlu pendanaan yang cukup besar.
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3) Integrasi dan Daya Serap Pasar Domestik

Pasar tradisional dan pasar modern/ritel (super market dan hyper market)
sebagai tujuan utama pemasaran komoditas pertanian merupakan aspek yang
harus tertata dengan baik. Dengan situasi perkembangan pasar yang sangat
dinamis sesuai tuntutan konsumen, pasar tradisional diharapkan mampu
membenahi diri ke arah semi modern agar tetap menjadi pilihan konsumen yang
tidak kalah bersaing dengan pasar modern. Pasar tradisional diharapkan akan
tetap eksis karena segmen pasarnya yang diperkirakan masih tetap ada.
Perkembangan pasar modern baik super market maupun hypermarket juga perlu
segera dibenahi agar pertumbuhan dan persaingan yang terjadi tidak menjadi
‘counter-productive’ dengan upaya membangun pasar domestik yang tangguh dan
berdaya saing. Menyiapkan usulan-usulan kebijakan yang mengatur
pembangunan pasar modern yang saling mengisi dengan pasar lainnya dalam
memenuhi kebutuhan pasar serta kebijakan yang mengatur persaingan usaha
yang sehat yang mendorong terjadinya keadilan pasar kedepan akan terus
dikembangkan.

Untuk itu, salah satu langkah yang ditempuh untuk dapat meningkatkan
citra pasar tradisional yaitu dengan bekerjasama dengan Departemen
Perdagangan dalam memperbaiki sarana dan prasarana yang ada disamping juga
peningkatan mutu pengelola pasar itu sendiri.Akhirnya, dalam upaya
memaksimalkan akses komoditas pertanian ke pasar yang ada baik tradisional
maupun modern, peran pemerintah sebagai fasilitator kerjasama antara petani dan
pelaku pasar serta sebagai pendorong sekaligus pengawas bagi
terimplementasinya kebijakan-kebijakan yang ada, merupakan hal penting yang
harus dilakukan ke depan.

4) SDM Pemasaran

Mengingat pelaku agribisnis yang umumnya mempunyai karakteristik
jumlah pelaku usaha dengan skala usaha kecil, dengan modal serta tingkat
pengetahuan dan penguasaan teknologi yang terbatas, maka pengembangan
industri penghasil nilai tambah dan peran “kelembagaan” memegang kunci pokok
dalam menjembatani kelemahan-kelemahan tersebut. Dengan kelembagaan yang
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kuat diharapkan dapat membuka peluang bagi pelaku usaha pertanian untuk
memiliki akses terhadap permodalan dan pemasaran dengan baik.

Peningkatan akses pasar dapat diupayakan dengan pemahaman tentang
market driven bagi para pelaku usaha, terutama pemahaman tentang
perencanaan produksi, panen, pasca panen dan pengolahan yang lebih
diselaraskan dengan permintaan pasar. Sehubungan dengan itu, kondisi yang
diinginkan dimasa datang adalah perubahan orientasi pembinaan dan reposisi
petani. Pertama, petani diarahkan tidak hanya sekedar sebagai produsen semata,
akan tetapi  harus diarahkan dan diperankan menjadi “supplier” melalui
pengembangan pasar tani dan fasilitasi kemitraan antara pasar tani dengan pasar
modern (pasar induk dan super market) maupun industri pengolahan. Dengan
adanya reposisi ini, diharapkan petani akan melakukan upaya-upaya untuk
menghasilkan produk yang sesuai permintaan pasar baik dari aspek kualitas,
kuantitas, waktu penyediaan dan hantaran (delivery) serta efisiensi produksi
berkaitan harga produk. Kedua, petani harus dilibatkan secara aktif sebagai
pelaku pasar melalui pengembangan pasar tani yang dikelola dan dimiliki oleh
petani sendiri. Ketiga, Kelembagaan petani harus menjadi basis dan landasan
dalam peningkatan nilai tambah, daya tawar dari usahanya. Dengan reorientasi
dan reposisi tersebut, diharapkan posisi tawar petani akan menjadi lebih kuat
sehingga profit margin dari usaha pertanian menjadi lebih proposional yang pada
akhirnya akan berdampak terhadap peningkatan produktivitas dan produksi serta
nilai tambah komoditi dalam negeri.

3.2.4.3. Perilaku Pasar Domestik

Di era perdagangan global yang semakin terus bergulir, tidak ada pilihan
bagi kita kecuali menyiapkan seluruh pelaku di semua sub sistem agribisnis untuk
mampu merespon secara ekonomis dengan perubahan perilaku pasar yang ada.
Pengembangan sistem agribisnis dengan pola yang terkordinir dan terintegrasi
melalui sistem manajemen rantai pasokan (Supply Chain Management),
merupakan solusi yang tepat dan sekaligus meningkatkan efisiensi distribusi pasar
serta mutu produk sesuai permintaan pasar baik domestik maupun ekspor. Oleh
karenanya, program ke depan diarahkan pada pengembangan komoditi yang
berbasis Supply Chain Management.
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Dalam Pasal XIX-GATT 1994 tentang Emergency Action on Imports of
Particular Products dan Pasal XVIII-GATT 1994 tentang Government Assistance to
Economic Development dinyatakan bahwa Indonesia dan negara berkembang
lainnya diperbolehkan menerapkan kebijakan kuantitatif (termasuk pengaturan
impor didalamnya) secara temporer dalam upaya melindungi infant manufacturing
industries from foreign competition. Dengan demikian, pemberlakuan tataniaga
(sebagaimana telah efektif dilakukan untuk komoditas beras) untuk melindungi
produk pangan strategis dari impor yang membanijir, tidak melanggar perjanjian di
forum perdagangan dunia.

Hal yang perlu diwaspadai dengan penerapan tataniaga adalah adanya
kemungkinan spekulasi yang dapat berdampak pada kelangkaan pangan.
Disamping itu, perlu diantisipasi munculnya keberatan dari negara-negara yang
selama ini melakukan ekspor pangan ke Indonesia. Namun hal ini tidak terlalu
dikhawatirkan sepanjang tataniaga yang melarang importasi diterapkan secara
temporer.

3.2.5. PEMASARAN INTERNASIONAL

Kondisi yang diinginkan dalam pemasaran internasional adalah
meningkatnya daya saing komoditas dan produk pertanian ekspor Indonesia
sehingga mampu bersaing dengan produk serupa dari negara lain. Untuk
mencapai kondisi tersebut, fasilitasi yang diperlukan adalah peningkatan sistem
promosi dan proteksi secara lebih baik untuk mencapai sasaran peningkatan
volume ekspor 20% per tahun. Peningkatan kerjasama pemasaran internasional
dan peningkatan kemampuan market intelligent melalui kegiatan pelatihan SDM
aparat baik di dalam maupun di luar negeri.

Pengembangan Pemasaran Internasional diarahkan untuk meningkatkan
devisa Negara dari ekspor produk pertanian, baik segar maupun olahan. Target
pertumbuhan nilai (USD) ekspor pada tahun 2010 adalah 10,53 % dengan
komoditi ekspor utama : minyak sawit, kakao, kopi, karet, tanaman hias, mangga
dan manggis. Sedangkan pertumbuhan impor diharapkan dapat ditekan pada
tingkat 2,87 persen melalui peningkatan tarif bea masuk dan penerapan peraturan
Sanitary-Phyto Sanitary (SPS) secara konsisten kecuali untuk komoditi yang
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digunakan sebagai bahan baku industri yang bersifat strategis seperti kedelai dan
sapi.

Untuk mencapai target-target tersebut maka penekanan utama yang perlu
dilakukan adalah membuka akses pasar seluas-luasnya melalui negosiasi,
promosi dan kerjasama pemasaran baik di tingkat global, regional maupun
bilateral. Ditingkat regional diharapkan akan terlaksana kesepakatan ASEAN-
KOREA, sedangkan di tingkat bilateral akan tercapai penerapan IJEPA secara
kondusif. Beberapa kesepakatan yang sedang intensif dibahas adalah ASEAN-
ANZ serta bilateral Indonesia-India yang diharapkan disepakati pada tahun 2009.

Untuk beberapa komoditi yang sangat potensial untuk diekspor namun
kinerja ekspornya belum maksimal akan dilakukan kegiatan fasilitasi percepatan
ekspor seperti untuk mangga, manggis dan tanaman hias.

Sasaran pengembangan Direktorat Pemasaran Internasional hingga tahun
2009 sebagai berikut:

Pengembangan Kelembagaan Berbasis PPHP

(1) Terbentuknya 8 Gapoktan berorientasi ekspor ( mangga dan manggis).

(2) Terbangunnya 1 Assosiasi Eksportir Orientasi Pasar Jepang (komoditas
hortikultura dan perkebunan).

3) Terbinanya Eksportir ke pasar Jepang, China, Singapura, dan Timar
Tengah sebanyak 30 eksportir (Komoditas perkebunan dan hortikultura).

(4) Terlaksananya pemberian penghargaan kepada eksportir berprestasi
sebanyak 50 orang (komoditas perkebunan dan hortikultura).

Kebijakan Pemasaran Internasional

(1) Tersusunnya posisi Indonesia pada negosiasi WTO/multilateral  untuk
komoditi Beras, gula, jagung dan kedele (Disepakatinya Kebijakan SP dan
SSM)

(2) Tercapainya kesepakatan kerjasama perdagangan bilateral dengan 4
Negara (India, Pakistan, AS, Australia).

3) Tersusunnya kesepakatan kerjasama perdagangan Regional dengan 2
kelompok kerjasama (ASEAN-ANZ; ASEAN-EU).
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(4)

(5)

Tersusunnya posisi Indonesia pada negosiasi perdagangan berbasis
komoditi untuk 5 komoditi (CPO, Kopi, Karet, Teh dan Kakao).

Tersusunnya posisi Indonesia pada negosiasi bilateral dan regional untuk
12 negara (India, China, Korcel, AS, Australia, Pakistan, Jepang, Turki, Iran,
Mesair, Arab Saudi).

Pengembangan Petani Pemasok

(1)

(2)

)

(4)

Terjalinnya kerjasama pemasaran antara GAPOKTAN dan Eksportir
dengan sasaran/target 5 MOU (Mangga, manggis, salak, nenas dan
tanaman hias)

Fasilitasi Assosiasi eksportir  komoditi Perkebunan Indonesia dengan
Assosiasi internasional dengan target 4 organisasi (ICO, ICCO, IGG on
Tea, IRO).

Terlaksananya analisa informasi pasar komoditas pertanian dengan target
terbit setiap bulan, triwulan, smester dan tahunan (Tanaman pangan,
hortikultura, peternkan dan perkebunan).

Terlaksananya Market Intelligence 10 komoditi (Mangga, manggis, pisang,
nenas, tanaman hias, minyak sawit, cacao, karet, kopi dan rempabh).

Stabilisasi Harga dan Pasokan

(1)
(2)

®3)

Tesusunnya kebijakan PE untuk minyak sawit.

Terlaksananya harmonisasi tarif bea masuk yang kondusif dengan target
HS 01-14, kecuali HS 03 setiap tahun (Tanaman pangan, hortikultura,
peternkan dan perkebunan).

Terlaksananya penerapan PPN secara konsisiten dengan target
Pembebasn PPN 10 % ( Tanaman pangan, hortikultura, peternkan dan
perkebunan).

Peningkatan Peluang Pasar

(1)

(2)

Terlaksanaanya kegiatan akselerasi ekspor komoditas hortikultura
sebanyak 4 kali, 8 komoditi (Mangga, manggis, salak, tanaman hias, kopi,
kakao, karet, minyak sawit)

Terlaksananya Promosi Internasional komoditas pertanian negara tujuan
ekspor sebanyak 12 kali, untuk 12 negara (Hortikultura dan perkebunan).
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®3)

(4)

(5)

Terlaksanaanya Kampanye Green Product untuk 5 komoditi perkebunan
(minyak sawit, teh, kakao dan kayu manis) di 4 negara (China, Jepang,
USA, UE).

Terlaksananya implementasi kerjasama ASEAN-CHINA dengan sasaran
Peningkatan ekspor 8 buah tropis (manggis, pisang, lengkeng, salak,
nenas, durian, rambuatn, duku).

Terlaksananya implementasi IJEPA secara optimal

Penerapan TBM kategori A
Bantuan Termal Heat Treatment
Perbaikan jeringan pemasaran (TS/SATA)
Adapun sasaran ekspor untuk pisang 1000 ton dan nenas 500 ton.
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BAB IV
ANALISIS PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS,
PERMASALAHAN DAN TANTANGAN

Lingkungan strategis pembangunan pertanian secara umum dapat
dibedakan atas lingkungan strategis domestik dan lingkungan strategis
internasional. Kedua lingkungan strategis tersebut tidak mungkin dihindari dan
dikendalikan oleh jajaran Departemen Pertanian sendiri. Oleh karena itu dalam
rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pembangunan maka kegiatan
pembangunan harus disesuaikan dengan dinamika lingkungan strategisnya, baik
dalam penetapan arah dan kebijakan pembangunan maupun dalam pelaksanaan
kegiatan pembangunan.

4.1. LINGKUNGAN STRATEGIS DOMESTIK

4.1.1. Pelaksanaan Otonomi Daerah

Harus diakui bahwa pelaksanaan otonomi daerah membuka peluang yang
sangat besar bagi terciptanya pemerataan pembangunan daerah dan
pemberdayaan sumberdaya lokal secara optimal. Namun perlu diwaspadai bahwa
pelaksanaan pemerintahan yang terdesentralisasi dapat menimbulkan
disinkronisasi pelaksanaan pembangunan secara lintas daerah dan kebijakan
pembangunan di tingkat pusat dan daerah. Selain itu, adanya pembagian
kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan
pembangunan perlu dicermati secara lebih mendalam.

Dalam menyikapi berbagai konsekuensi tersebut maka pelaksanaan
pembangunan ke depan lebih mengedepankan peran pemerintah daerah
sedangkan pemerintah pusat hanya berperan sebagai fasilitator dan dinamisator
pembangunan. Kebijakan pembangunan di tingkat pusat semaksimal mungkin
dapat mengakomodasi aspirasi daerah, namun tetap mempertimbangkan
kepentingan dan sasaran pembangunan pertanian secara nasional. Perencanaan
pembangunan di pusat akan didukung dengan peningkatan koordinasi dan
kemampuan dalam sosialisasi dan advokasi kebijakan strategis, agar mampu
mengembangkan jaringan kerja yang lebih harmonis dalam rangka peningkatan
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efektifitas dan sinkronisasi kebijakan pembangunan lintas sektoral dan antar
daerah.

4.1.2. Pelaksanaan Good  Governance (Pembangunan  Partisipatif,
Transparansi dan Akuntabilitas)

Perubahan sosial budaya akhir-akhir ini yang direfleksikan dengan
menguatnya isu demokratisasi semakin menuntut keterlibatan masyarakat luas
dalam pelaksanaan pembangunan. Dengan kata lain, pelaksanaan pembangunan
harus mengarah kepada penciptaan good governance yang antara lain
dilaksanakan  dengan pendekatan pembangunan  partisipatif = melalui
pemberdayaan seluruh komponen masyarakat yang relevan baik dalam
perencanaan, pelaksanaan maupun monitoring dan evaluasi pembangunan. Di
bidang investasi pertanian perubahan tersebut menuntut adanya peningkatan
peranan swasta domestik maupun swasta asing dan masyarakat petani dalam
pelaksanaan pembangunan pertanian.

Sementara itu transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan
semakin sering dipertanyakan dan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada
masyarakat. Dalam rangka mengantisipasi dinamika sosial tersebut maka
diperlukan tiga strategi dalam pelaksanaan pembangunan kedepan vyaitu : (a)
Membangun jaringan kerja dengan asosiasi produsen dan pemasaran, lembaga
penelitian, lembaga universitas dan instansi lain terkait dalam perumusan dan
implementasi kebijakan pembangunan, (b) Meningkatkan pengawasan internal
dalam rangka peningkatan akuntabilitas program pembangunan, dan (c)
Mendorong peran swasta dan masyarakat dalam pelaksanaan program
pembangunan.

4.1.3. Pembangunan Pertanian Berkelanjutan

Pembangunan pertanian pada dasarnya merupakan suatu transformasi
ekosistem alam menjadi ekosistem pertanian. Dalam proses transformasi tersebut
dapat terjadi berbagai dampak negatif terhadap ekosistem alam yang
menimbulkan degradasi lingkungan dan penurunan kapasitas produksi pertanian
sehingga aspek keberlanjutan pembangunan pertanian merupakan isu strategis
yang semakin sering diperdebatkan dalam pelaksanaan pembangunan pertanian.
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Dari sudut pandang sosial dan ekonomi degradasi lingkungan dapat dirangsang
oleh ketidak merataan kesempatan usaha produktif bagi seluruh lapisan
masyarakat sehingga kelompok masyarakat bawah terdorong untuk
mengkesploitasi sumberdaya alam secara berlebihan dan mengabaikan aspek
pengelolaan lingkungan yang membutuhkan sejumlah dana investasi.

Dalam rangka mendukung pembangunan pertanian berkelanjutan maka
pembangunan pertanian kedepan harus menekankan aspek pemerataan dan
aspek lingkungan dalam kegiatan produksi, pengolahan dan pemasaran hasil

pertanian. Dalam kaitan ini tiga upaya antisipasi yang diperlukan yaitu : (2)
Mengembangkan kelembagaan usaha agribisnis yang berbasis kemitraan dalam
rangka mendorong pemerataan pendapatan antar pelaku agribisnis, (2)

Mengembangkan diversifikasi usaha agribisnis dan usaha agribisnis yang kurang
berbasis pada pemanfaatan sumberdaya lahan atau non-land based agribusiness
melalui pengembangan kegiatan pengolahan hasil pertanian dalam rangka
meningkatkan lapangan kerja di pedesaan, dan (3) Mengaplikasikan teknologi
ramah lingkungan dan menginternalkan biaya penanganan lingkungan dalam
seluruh kegiatan produksi pertanian terutama di bidang pengolahan hasil pertanian
dan kegiatan produksi non pertanian.

4.1.4. Dispersalitas Struktur Usaha Agribisnis dan Lemahnya Posisi Tawar
Petani

Struktur usaha yang bersifat dispersal atau tersekat-sekat merupakan
kondisi umum yang terjadi pada usaha agribisnis yang melibatkan produsen
sarana produksi, produsen hasil pertanian atau petani, pedagang hasil pertanian
dan pengolah hasil pertanian. Masing-masing pelaku usaha menjalankan
usahanya sendiri-sendiri dan tidak ada kaitan institusional diantara mereka
walaupun kegiatan yang mereka lakukan sebenarnya saling terkait secara
fungsional. Keterkaitan diantara pelaku hanya terbentuk melalui harga dan pada
kondisi yang bersifat dispersal maka pihak yang kuat akan dominan dalam
pembentukan harga. Struktur usaha demikian tidak kondusif bagi pengembangan
usaha agribisnis yang berkelanjutan akibat tidak adanya kaitan fungsional yang
serasi dan harmonis diantara pelaku usaha agribisnis sehingga dinamika pasar
tidak selalu dapat direspon secara efisien. Konsekuensi lainnya adalah transmisi
harga dan informasi pasar yang bersifat asimetris dan terbentuknya marjin ganda
tidak bisa dihindari disamping pemasaran hasil pertanian yang tidak efisien.
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Di sisi lain akibat skala usaha yang relatif kecil, ketergantungan yang tinggi
terhadap pendapatan usahatani, dan keterbatasan pengelolaan pasca panen dan
pemasaran maka posisi tawar petani dalam pembentukan harga pada umumnya
lemah. Kondisi demikian dipersulit pula oleh kondisi pasar hasil pertanian yang
umumnya bersifat oligopoli dan keterbatasan jaringan informasi pasar yang dapat
diakses dengan mudah oleh petani. Dalam rangka mengantisipasi gejala demikian
maka beberapa upaya yang ditempuh dalam pengembangan pemasaran hasil
pertanian yaitu: (1) mengembangkan kelembagaan kemitraan yang saling
menguntungkan dan mampu mendistribusikan nilai tambah secara adil terutama
kemitraan antara petani dan pelaku usaha agribisnis lainnya, (2) mengembangkan
jaringan informasi pasar yang dapat diakses dengan mudah oleh petani, (3)
mengembangkan sarana pemasaran pedesaan, (4) mengembangkan organisasi
pemasaran kolektif di tingkat petani (Farm Gate Marketing System), dan (5)
mengembangkan industrialisasi perdesaan berbasis pertanian.

4.1.5 Pembiayaan Usaha Pertanian

Terbatasnya aset petani sekaligus menyebabkan lemahnya akses petani
pada sumber-sumber pembiayaan. Sistem ekonomi riba telah terbukti tidak
mampu memperbaiki kondisi yang dihadapi petani. Pengalaman selama ini
membuktikan segala bentuk pola pinjaman yang dikeluarkan lebih sering gagal
ketimbang sukses. Hingga saat ini daya serap terhadap Kredit Ketahanan Pangan
(KKP) sebagai misal sangat rendah dibanding plafon yang disediakan, Kredit
Usahatani (KUT) masih sangat banyak meninggalkan tunggakan dan seringkali isu
pemutihan kredit dijadikan isu politik. Akibat tidak langsungnya adalah petani
kurang bertanggung jawab terhadap segala bentuk pinjaman terutama yang
disiapkan oleh pemerintah. Sistem ekonomi konvensional yang menggunakan
bunga/riba menguasai hampir sebagian besar sendi perekonomian nasional tapi
disisi lain kurang bermanfaat untuk rakyat miskin di pedesaan yang jumlahnya
sangat besar.

Harapan baru kini hadir dengan tumbuh dan berkembangnya perbankan
syariah baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan amat pesat. Sistem
perbankan syariah berbasis pada praktek bagi hasil (loss and profit sharing / al
musyarakah, al mudharabah, al muzara’ah), prinsip titipan (al wadi'ah), jual beli
(bai’ al murabahah, bai’ assalam, bai’ al istishna’), sewa (al ijarah), dan jasa (al
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wakalah, al kafalah (guaranty)). Perkembangan perbankan syariah ini jelas
merupakan peluang yang perlu dimanfaatkan untuk memperbaiki kondisi petani.
Kecuali sistem perbankan ini sesuai dengan agidah (keyakinan) sebagian besar
kaum tani yang mengharamkan riba, sistem ini juga terbukti mampu mengatasi
kendala lemahnya aset petani yang harus dijadikan jaminan dan sangat sesuai
dengan kenyataan usaha di sektor pertanian yang cukup beresiko.

4.2  LINGKUNGAN STRATEGIS INTERNASIONAL

4.2.1. Globalisasi dan Liberalisasi Perdagangan dan Investasi

Lingkungan strategis pasar global yang ditandai dengan perubahan tatanan
ekonomi dunia, mengalami perubahan yang mengarah pada liberalisasi
perdagangan. Efek positifnya bagi produk pertanian Indonesia adalah kemampuan
bersaingnya harus ditingkatkan dengan produk sejenis di pasar global. Karena itu
kebijakan pemerintah yang kondusif untuk penguatan daya saing produk pertanian
perlu diciptakan secara inter departemental melalui kebijakan penguatan ekspor,
pengurangan subsidi, peningkatan promosi, pengenaan tarif barang impor, dan
penerapan proteksi secara efektif.

Salah satu implikasi dari pelaksanaan kesepakatan GATT / WTO adalah
berbagai hambatan perdagangan antar negara dan kebijakan subsidi harus
dikurangi. Kondisi demikian menyebabkan arus perdagangan produk pertanian
semakin mengglobal dan persaingan antar negara yang menghasilkan produk
pertanian sejenis akan mengalami peningkatan. Negara yang memiliki
kemampuan bersaing tinggi akan semakin mendominasi perdagangan produk
yang bersangkutan di pasar dunia, sebaliknya negara yang kalah bersaing akan
dibanjiri dengan produk impor. Implikasi lain dari globalisasi dan liberalisasi
perdagangan adalah keterkaitan antara pasar domestik dan pasar internasional
akan semakin tinggi sehingga intervensi pemerintah dalam rangka stabilisasi
harga domestik semakin berkurang. Dalam rangka mengantisipasi fenomena
tersebut maka peningkatan keunggulan kompetitif produk pertanian yang
bertumpu pada sumberdaya lokal dan peningkatan produktivitas serta efisiensi
merupakan upaya yang harus ditempuh.
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Globalisasi yang dirangsang oleh revolusi transportasi dan komunikasi juga
berdampak pada peningkatan arus kapital dan investasi antara negara. Secara
umum arus investasi tersebut akan menuju pada negara-negara yang memiliki
country risk relatif rendah. Namun akibat krisis multidimensi akhir-akhir ini yang
melibatkan aspek sosial, politik dan ekonomi, maka Indonesia dinilai memiliki
country risk relatif tinggi untuk kegiatan investasi. Konsekuensinya adalah
investasi swasta asing yang diharapkan dapat berkontribusi dalam proses
pemulihan ekonomi semakin sulit diharapkan. Dalam rangka mengantisipasi gejala
tersebut maka pembangunan pertanian ke depan yang pada pelaksanaanya
diharapkan lebih mengedepankan keterlibatan sektor swasta asing dan swasta
domestik perlu dirangsang dengan berbagai kebijakan moneter, sistem insentif
dan kebijakan investasi non ekonomik yang kondusif.

4.2.2. Humanisasi Pasar

Tuntutan terhadap perlindungan hak azasi manusia di lingkungan
internasional telah mendorong terjadinya perubahan yang mendasar pada pasar
produk pertanian. Di lingkungan internasional pasar produk pertanian semakin
mengarah pada pasar yang bersifat humanistik. Pasar yang bersifat humanistik
sangat mempertimbangkan aspek hak azasi manusia dan aspek higienis dalam
proses produksi, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian. Konsekuensi dari
perubahan sifat pasar tersebut adalah produk pertanian yang dalam proses
produksi dan pemasarannya tidak memperhitungkan kedua aspek tersebut akan
memiliki akses pasar internasional yang semakin terbatas. Dalam rangka
mengantisipasi kemungkinan hambatan ekspor produk pertanian maka diperlukan
upaya untuk mendorong kegiatan usaha agribisnis yang mempertimbangkan
aspek hak azasi manusia dan aspek non ekonomi lainnya (penerapan estandar
mutu yang disyaratkan) yang menjadi fokus perhatian dunia internasional.

4.2.3. Dinamika Preferensi Konsumen

Dinamika sosial budaya dan meningkatnya kesadaran hak-hak konsumen
telah berdampak pada perubahan pola permintaan hasil pertanian dari ‘permintaan
komoditas’ menjadi ‘permintaan produk’. Persepsi komponen diera global
cenderung memperhatikan atribut sensasi, kesehatan, proses dan kenyamanan.
Berkembangnya budaya modernisasi yang lebih mengedepankan aspek
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kepraktisan dan prestise menyebabkan pola permintaan hasil pertanian
mengalami pergeseran ke arah produk siap saji dan produk yang berkualitas.
Bersamaan dengan itu, akibat adanya dukungan lembaga-lembaga non
pemerintah maka tuntutan hak-hak konsumen dalam hal jenis produk dan kualitas
produk yang terkait dengan aspek keamanan konsumsi semakin menjadi fokus
perhatian masyarakat dan fokus perhatian dunia. Pada masa yang akan datang
pergeseran pola konsumsi tersebut akan terus berlangsung sejalan dengan proses
modernisasi yang berlangsung di negara-negara maju dan akan merambah ke
negara-negara berkembang. Dalam kondisi seperti ini kebutuhan akan
perlindungan konsumen semakin meningkat.

Aspek penting yang perlu dipetik dari pergeseran pola konsumsi produk
pertanian adalah pembangunan pertanian kedepan harus berorientasi pada
dinamika preferensi konsumen. Dengan kata lain usaha-usaha agribisnis yang
dikembangkan harus berorientasi pasar dan bukan hanya mempertimbangkan
keunggulan komparatif yang berbasis pada intensitas faktor produksi saja seperti
melimpahnya sumberdaya alam dan tenaga buruh murah. Di masa yang akan
datang kemampuan untuk menghasilkan produk dengan karakteristik yang sesuai
dengan kebutuhan konsumen akan menjadi faktor penting yang mempengaruhi
keunggulan kompetitif usaha agribisnis yang dikembangkan. Dalam kaitan ini
maka pengembangan usaha agribisnis yang terintegrasi secara vertikal dengan
usaha agribisnis lainnya merupakan upaya yang harus ditempuh dalam
pelaksanaan pembangunan pertanian kedepan. Disamping itu upaya tersebut
perlu didukung dengan pengembangan standarisasi mutu produk dan sistem
jaminan mutu produk yang sesuai dengan preferensi konsumen.

4.2.4. Globalisasi Isu Lingkungan

Tuntutan masyarakat internasional terhadap upaya konservasi alam dan
pemanasan global yang menguat dewasa ini menyebabkan aspek lingkungan
dalam proses produksi, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian semakin
dipertimbangkan dalam pelaksanaan perdagangan antar negara terutama dengan
negara-negara maju. Produk pertanian yang dalam proses produksinya
menimbulkan kerusakan lingkungan dapat mengalami hambatan akses pasar
internasional dan ancaman boikot terutama oleh negara-negara maju. Salah satu
konsekuensi dari dinamika norma perdagangan tersebut adalah biaya produksi
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hasil pertanian akan meningkat sejalan dengan biaya investasi yang diperlukan
untuk menanggulangi dampak lingkungan sehingga daya saing produk pertanian
mengalami penurunan. Disamping itu bantuan teknis oleh negara-negara maju
dalam pengembangan produksi dan produk pertanian yang sangat dibutuhkan
oleh negara-negara berkembang akan mengalami hambatan.

Dalam rangka menyikapi isu lingkungan tersebut maka diperlukan tiga
upaya antisipasi dalam pembangunan pertanian kedepan vyaitu (1)
Pengembangan dan aplikasi teknologi ramah lingkungan dalam kegiatan produksi,
pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, (2) Pemberdayaan |embaga
penelitian, universitas dan swasta dalam menciptakan pembangunan pertanian
yang ramah lingkungan, dan (3) Peningkatan kapasitas, produktivitas dan efisiensi
produksi yang berdampak pada penurunan biaya produksi per unit produk.

4.3. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN PENGOLAHAN DAN PEM ASARAN
HASIL PERTANIAN

4.3.1. Lambatnya Proses Industrialisasi Perdesaan

Proses industrialisasi perdesaan di Indonesia sangat lambat. Hal ini terlihat
antara lain dari semakin senjangnya ekonomi desa-kota. Dualisme ekonomi desa-
kota telah mengakibatkan kota menjadi pusat segala-galanya dan ekonomi
pedesaan hanyalah pendukung ekonomi perkotaan. Lebih-lebih apabila dikaitkan
dengan kebijakan dimasa lalu yang lebih mendorong pengembangan industri yang
kurang berbasis pada bahan baku lokal, menyebabkan potensi yang ada kurang
dapat dioptimalkan.

Dalam jangka panjang apabila industrialisasi perdesaan dan dualisme
ekonomi desa-kota tidak dapat diatasi maka dapat dipastikan akan muncul
masalah lain yang lebih rumit, seperti; urbanisasi besar-besaran, rusaknya kultur
asli bangsa seperti gotong royong dan kekeluargaan, kriminalitas yang meningkat
serta yang tidak kalah pentingnya semakin senjangnya pendapatan dalam
masyarakat. Masyarakat kaya pemilik modal akan semakin kaya sementara
penduduk miskin semakin bertambah besar.
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4.3.2 Keterbatasan Informasi dan Penerapan Teknolog i Pasca Panen
Pengolahan Hasil

Kedepan daya saing suatu komoditas akan ditentukan oleh muatan
teknologi dalam komoditas tertentu dan kemampuan dalam merespon preferensi
konsumen. Untuk itu perlu dikembangkan produk-produk pertanian yang sesuai
dengan preferensi konsumen. Saat ini, kita masih lemah dalam penguasaan
teknologi pasca panen dan pengolahan hasil pertanian , karena selama ini
konsentrasi kita pada teknologi budidaya, khususnya padi. Pada akhir tahun 2009
diharapkan kita telah menguasai teknologi pasca panen dan pengolahan hasil
pertanian untuk mendukung kemampuan produksi dalam merespon preferensi
konsumen.

Penerapan teknologi pasca panen dan pengolahan hasil pertanian saat ini
hanya dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat, hal ini disebabkan antara lain
karena keterbatasan informasi tentang teknologi tersebut dan perhatian
pemerintah terhadap peningkatan nilai tambah produk pertanian di perdesaan
selama ini masih relatif kecil jika dibandingkan dengan upaya peningkatan
produksi hasil pertanian. Sehingga perkembangan penanganan pasca panen dan
pengolahan hasil hingga dewasa ini masih berjalan lambat dan masih belum
sesuai dengan harapan. Hal ini terlihat dari lambatnya perkembangan penggunaan
teknologi dan penerapannya. Dampak yang terlihat antara lain masih tingginya
tingkat kehilangan hasil pascapanen, mutu hasil olahan yang masih rendah,
tingkat efisiensi dan efektifitas hasil yang masih rendah, nilai jual yang kurang
kompetitif dan penampakan hasil (keragaan hasil) yang belum memuaskan
(terutama masalah pengkemasan, pewarnaan, pengawetan dan pelabelan) serta
lemahnya pencitraan “brand image”

Lambatnya penyerapan dalam penerapan teknologi pasca panen dan
pengolahan hasil tersebut berimplikasi pada industri pedesaan yang kurang
berkembang antara lain disebabkan oleh faktor teknis, sosial maupun ekonomi.

Teknis
Dari segi teknis beberapa hal yang menjadi penyebab antara lain :
a. Tingkat pengetahuan dan kesadaran petani akan pentingnya penerapan

teknologi pasca panen dan pengolahan hasil masih sangat terbatas.
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Kurangnya tenaga yang terampil (Technical Skill) dalam mengoperasikan
alat dan mesin pasca panen dan pengolahan.

Dukungan perbengkelan dalam perbaikan, perawatan dan penyediaan suku
cadang alat mesin masih rendah karena kemampuan permodalan bengkel
alsintan masih lemah dan kesulitan dalam memperoleh permodalan.
Introduksi beberapa teknologi belum sesuai dengan kebutuhan petani dan
belum bersifat lokal spesifik.

Belum memadainya infrastruktur seperti jalan yang memadai sehingga
menyulitkan petani’kelompok dalam memasarkan produk olahannya
Penyebaran alsin pengolahan masih terbatas.

Belum tersedianya rumah kemas “packing house”.

Kurangnya tenaga pembina yang terampil dalam bidang pasca panen dan
pengolahan dibanding tenaga pembina pada kegiatan-kegiatan pra panen.

Sosial

Dari segi sosial beberapa hal yang menjadi penyebab antara lain

a.

Introduksi teknologi pasca panen dan pengolahan pada daerah-daerah
yang padat penduduknya ada kecenderungan menimbulkan gesekan/friksi
sosial.

Kebiasaan petani dalam melakukan kegiatan pasca panen dan pengolahan
secara tradisional menyulitkan dalam penerapan teknologi yang baik dan
benar.

Daerah-daerah tertentu yang mempunyai budaya pasca panen dan
pengolahan hasil yang teknologinya diterima secara turun temurun,
sehingga mereka sering mempunyai sifat tertutup terhadap introduksi
teknologi.

Terbatasnya kemampuan akses informasi masyarakat tentang teknologi
pasca panen dan pengolahan,

Masih rendahnya pendidikan SDM pertanian dan pelaku usaha pada
umumnya.

Ekonomi

Dari segi ekonomi beberapa hal yang menjadi penyebab antara lain

a.

Daya beli petani terhadap teknologi pasca panen dan pengolahan rendah,
sehingga permintaan alsin juga relatif rendah.
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b. Harga alsin pasca panen dan pengolahan relatif tinggi sehingga kurang
mampu dimiliki.

C. Belum tersedianya skim kredit khusus atau skim pembiayaan alternatif
untuk pengadaan alsin untuk usaha pasca panen dan pengolahan hasil.

4.3.3 Kurangnya Pembiayaan Usaha Pertanian dan Pemb erdayaan
Masyarakat Tani

Sebagian besar usaha pertanian bergerak dengan memanfaatkan dana
masyarakat sendiri yang sangat terbatas dan relatif kecil. Hal ini tentu disebabkan
karena sebagian besar petani yang menggerakkan usaha pertanian adalah
golongan penduduk yang miskin. Implikasinya karena investasi yang sangat
minim, output dan pertumbuhan yang dihasilkan juga rendah, akibatnya
peningkatan pendapatan yang diharapkan juga tidak akan significan. Kondisi ini
sungguh ironis bila dibandingkan dengan sektor-sektor lain dimana sebagian besar
sumber pendanaan usahanya dibiayai oleh perbankan yang dananya bersumber
dari masyarakat luas. Masalah aksesibilitas petani dan pelaku agribisnis pada
sumber-sumber permodalan adalah masalah klasik yang di Indonesia hingga saat
ini belum sepenuhnya terpecahkan.

Masalah aksesibilitas ini seringkali terkendala oleh masalah ketiadaan
jaminan / agunan, banyak dan luasnya nasabah yang tidak dapat dijangkau oleh
jaringan perbankan dan tidak adanya bantuan dan bimbingan teknis yang
diberikan. Oleh karena itu diperlukan upaya terobosan untuk mengatasi masalah
tersebut. Terbukanya akses petani kepada sumber permodalan dan
kemampuannya memanfaatkan permodalan tersebut dengan dukungan dari
perbankan sendiri, pemerintah dan LSM adalah bagian strategis dalam upaya
pemberdayaan masyarakat tani.

4.3.4 Permasalahan Harga, Inefisiensi Pemasaran dan  Sistem Pemasaran
yang Belum Adil

Fluktuasi permintaan dan penawaran produk pertanian dunia juga berakibat
pada fluktuasi harga produk pertanian yang disebabkan oleh berbagai faktor
seperti kekurangan pasokan pada musim tertentu atau kelebihan pasokan pada
musim panen raya. Untuk beberapa produk pertanian tertentu menurunnya daya
saing di pasar internasional karena faktor harga. Hal ini disebabkan tingginya
inefisiensi di semua subsistem dalam rangkaian sub-sistem agribisnis. Inefisiensi
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tersebut terjadi mulai dari pengadaan sarana produksi, budidaya, pengolahan
panen dan pasca panen serta biaya transportasi. Namun demikian apabila
ditelaah lebih jauh inefisiensi pemasaran menempati peringkat tertinggi. Hal ini
terkait erat dengan masalah infrastruktur pascapanen yang masih lemah dan
kelembagaan pemasaran yang belum cukup efektif.

Inefisiensi pemasaran yang dicerminkan dengan panjangnya rantai
pemasaran berakar dari kondisi infrastruktur perdesaan yang kurang memadai
seperti : ketersediaan informasi, sarana transportasi dan jalan desa. Sistem
pemasaran yang tidak adil terkait dengan keterbatasn permodalan yang
menyebabkan petani banyak terjebak dalam sistem ijon yang melemahkan posisi
tawar mereka. Disamping itu, sarana pasar bagi petani dan kemampuan petani
terbatas dalam menyimpan produknya, sehingga seringkali hasil panen harus
segera dijual sesaat sesudah panen. Kondisi ini diperburuk dengan membanjirnya
produk impor di pasar domestik sebagai akibat dari liberalisasi perdagangan.
Upaya pemerintah memberikan jaminan harga terkendala oleh dana dan
kemampuan, sehingga hanya beras dan gula yang mendapat perlindungan harga
dari pemerintah.

4.3.5. Permasalahan Dalam Kerangka Perdagangan Inte rnasional
4.3.5.1 Liberalisasi Pasar Global dan Ketidak-adil an Perdagangan

Petani Indonesia saat ini menghadapai pasar persaingan yang tidak adil
dengan petani dari negara lain yang dengan mudah mendapatkan perlindungan
tarif dan subsidi langsung atau tidak langsung. Oleh karena itu, kedepan
pemerintah akan mencari instrumen kebijakan perlindungan inovatif tidak saja
berupa tarif tetapi juga perlindungan non tarif maupun dukungan domestik lainnya
dalam rangka memperkuat daya saing produk pertanian, namun diakhir tahun
2025 semua jenis proteksi sudah tidak ada lagi.

Selain hal di atas, pembentukan ekonomi kawasan seperti North American
Free Trade Area (NAFTA), European Union (EU), ASEAN Free Trade Area
(AFTA) dan yang lebih luas lagi Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) perlu
mendapat perhatian karena akan dapat menimbulkan ketimpangan ekonomi baru
yang bukan lagi dalam hubungan antar negara namun dalam cakupan yang lebih
luas lagi antar kawasan/regional. Ketimpangan antar kawasan ini dapat terjadi
karena adanya proses pematangan kawasan ekonomi yang berbeda satu dengan
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lainnya. Salah satu kawasan ekonomi yang diperkirakan akan sangat kuat adalah
Uni Eropa (European Union). Kawasan ini sudah mencapai suatu tahapan
penyatuan mata uang, yaitu suatu tahapan yang paling maju dalam implementasi
integrasi ekonomi. Kondisi tersebut akan semakin menyulitkan ekspor produk
pertanian Indonesia dan negara-negara lain di luar Eropa, karena sudah pasti
akan mendapat perlakuan yang berbeda dengan negara-negara yang berada di
kawasan yang sama. Untuk menghadapi masalah ini, dalam jangka panjang
Indonesia harus mulai mengembangkan produk pertanian olahan dan
mengutamakan pangsa pasar dalam negeri yang potensinya juga sangat besar.

4.3.5.2 Permasalahan Sanitari dan Phytosanitari (SP  S).

Sebuah contoh permasalahan SPS yang menarik bahwa Amerika Serikat
memberikan penalti dalam bentuk diskon/reduksi harga secara otomatis kepada
produk asal Indonesia untuk komoditas-komoditas kakao, lada, udang dan jamur
dengan alasan antara lain terkontaminasi serangga, salmonella, logam berat dan
antibiotik. Dalam hal ini Indonesia tidak bisa mengadu ke Komisi SPS WTO
karena AS bisa membuktikan secara ilmiah dan Indonesia memang belum bisa
mengatasinya.

Jepang menolak masuknya beberapa buah-buahan Indonesia seperti
pisang dan beberapa jenis buah-buahan lainnya dengan alasan lalat buah. Dalam
hal ini Indonesia tidak mengajukan protes ke Komisi SPS WTO karena
kenyataannya memang terjadi di Indonesia dan sejauh ini belum mampu
mengatasinya. Selain itu, Jepang juga menolak masuknya pucuk tebu asal
Indonesia dengan alasan penyakit mulut dan kuku (PMK). Untuk kasus ini
Indonesia mengadukannya ke Komisi SPS WTO karena Indonesia dalam daftar
OIE merupakan salah satu negara yang dinyatakan bebas PMK. Taiwan
belakangan ini telah menerapkan SPS di mana paprika kita dan buah lainnya
ditolak masuk Taiwan karena alasan Indonesia belum bebas lalat buah tertentu.

4.3.5.3 Permasalahan Technical Barriers to Trade (TBT).

Hampir serupa dengan perjanjian Sanitary & Phytosanitary (SPS) adalah
TBT (Technical Barriers to Trade). Perjanjian ini mengatur standarisasi baik yang
bersifat mandatory (wajib) maupun yang bersifat voluntary yang mencakup
karakteristik produk; metode dan proses produk; terminologi dan simbol; serta
persyaratan kemasan (packaging) dan label (labeling) suatu produk. Ketentuan ini
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ditetapkan untuk memberikan jaminan bagi kualitas suatu produk ekspor,
memberikan perlindungan terhadap kesehatan dan keselamatan manusia, hewan,
tumbuhan dan lingkungan hidup. Perjanjian TBT ini mewajibkan para anggotanya
untuk menggunakan standar internasional sebagai dasar penetapan standar,

seperti ISO dan lainnya.

Untuk mencegah terjadinya penolakan (claim) atas komoditas ekspor yang
sangat merugikan itu, diperlukan upaya peningkatan mutu yang ditopang dengan
sistem pembinaan mutu dan dikembangkan secara terus-menerus. Untuk itu,
pembinaan mutu terhadap komoditas ekspor unggulan, perlu dilakukan secara
menyeluruh dari tingkat produsen pertama sampai tingkat eksportir, terutama

dalam menindaklanjuti kesepakatan EPA (Economic Partnership Agreement).

4.3.5.4 Permasalahan Tarif

Ekspor CPO Indonesia ke negara India mengalami diskriminasi tarif yaitu
adanya perbedaan penetapan tarif yang cukup besar antara minyak nabati atau
vegetable oil yang berasal dari Indonesia dan yang berasal dari Amerika.
Sementara itu tarif bea masuk impor komoditi pertanian sudah sangat rendah,
bahkan untuk beberapa komoditi seperti buah-buahan, palawija, produk ternak,
bea masuk yang rendah menyebabkan banjirnya produk impor di dalam negeri
dan mengancam kelangsungan produksi petani di dalam negeri.

Perjuangan Indonesia di forum WTO untuk melindungi produk-produk
dalam negeri yang menyangkut isu pengurangan kemiskinan, ketahanan pangan
dan pembangunan masyarakat perdesaan, masih belum mencapai hasil yang
diinginkan.

4.4. TANTANGAN

Pembangunan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian menghadapi
berbagai tantangan seperti:
1. Perubahan lingkungan ekonomi regional dan internasional, baik karena
pengaruh liberalisasi ekonomi maupun karena perubahan-perubahan
fundamental dalam pasar produk pertanian global.
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Sebagai tuntutan pasar atas efisiensi usaha, maka diperlukan adanya
upaya adopsi teknologi yang terus mengarah pada efisiensi pada
industrialisasi pertanian dan pedesaan.

Perubahan pada sisi permintaan yang menuntut kualitas tinggi, kuantitas
besar, ukuran seragam, ramah lingkungan, kontinuitas produk dan
penyampaiannya tepat waktu serta harga yang kompetitif.

Perlunya mengetahui perkembangan preferensi pasar (permintaan
konsumen), trend konsumen yang akan datang termasuk meningkatnya
tuntutan konsumen akan informasi nutrisi serta jaminan kesehatan dan
keamanan produk-produk pertanian.

Terdapat kecenderungan pemberlakuan non-tariff barrier  dan tariff
escalation bagi produk olahan sebagai persyaratan impor oleh negara-
negara maju yang kuat.

Kecenderungan isu-isu kelestarian alam dan lingkungan serta hak-hak
asasi manusia dalam perdagangan.

Munculnya negara-negara pesaing (competitors) yang menghasilkan
produk-produk hasil pertanian yang sejenis dan pada musim yang sama
serta produk-produk substitusi merupakan tantangan bagi pengembangan
produk pertanian Indonesia, baik di dalam negeri maupun di negara-negara
tujuan ekspor tradisional maupun negara-negara tujuan ekspor baru.
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BAB V
CARA PENCAPAIAN TUJUAN

5.1. STRATEGI

5.1.1. STRATEGI UMUM

Strategi umum untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan

pengolahan dan pemasaran hasil pertanian mengikuti strategi yang diterapkan
Departemen Pertanian yaitu:

().

).

3).
(4).
(5).
(6).
(7).

Melaksanakan manajemen pembangunan yang bersih, transparan dan bebas
KKN.

Meningkatkan koordinasi dalam penyusunan kebijakan dan manajemen
pembangunan pertanian.

Memperluas dan memanfaatkan basis produksi secara berkelanjutan.
Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan memberdayakan SDM pertanian.
Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pertanian.
Meningkatkan inovasi dan deseminasi teknologi tepat guna.

Mempromosikan dan memproteksi komoditas pertanian.

5.1.2. STRATEGI PEMBANGUNAN PENGOLAHAN DAN PEMASARA N HASIL

PERTANIAN

5.1.2.1. Merumuskan kebijakan di bidang pengolahan dan pemasaran hasil

pertanian.

5.1.2.2. Membangun sistem evaluasi, pengawasan dan pengendalian

pembangunan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian.

5.1.2.3. Meningkatkan efisiensi produksi dan mutu hasil pertanian dalam rangka

meningkatkan daya saing dan nilai tambah.

5.1.2.4. Mengembangkan sistem informasi produk sesuai permintaan pasar.
5.1.2.5. Meningkatkan diversifikasi usaha agroindustri di tingkat wilayah sesuai

keunggulan komparatif wilayah.

5.1.2.6. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana usaha pasca panen,

pengolahan dan pemasaran hasil pertanian.

5.1.2.7. Mengembangkan iklim usaha agroindustri yang produktif.
5.1.2.8. Mendorong diversifikasi produk olahan hasil pertanian.
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5.1.3.

5.1.3.1.

5.1.3.2.

5.1.3.3.

5.1.3.4.

5.1.3.5.

KEBIJAKAN

KEBIJAKAN DASAR

(1). Pengembangan kelembagaan berbasis pengolahan dan
pemasaran hasil pertanian.

(2). Reposisi petani produsen menjadi petani supplier dalam farm-gate
marketing system.

(3). Pembangunan Agroindustri Perdesaan.

Kebijakan Pasca Panen

(1). Kebijakan sistem penanganan pasca panen pertanian.

(2). Pengembangan insentif usaha (fasilitasi sarana prasarana pasca
panen)

Kebijakan Mutu
(1). Kebijakan pengembangan sistem jaminan mutu
(2). Kebijakan penyusunan dan penerapan standar (SNI)

Kebijakan Pengolahan
(1). Pengembangan dan penerapan teknologi pengolahan hasil.
(2). Fasilitasi sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian.

Kebijakan Pemasaran Domestik

(1). Pengembangan jaringan pemasaran domestik.
(2). Pengembangan pasar petani.

(3). Kebijakan stabilisasi harga dan pasokan.

Kebijakan Pemasaran Internasional

(1). Pengembangan Market Intelligence dan perluasan pasar
internasional.

(2). Pengembangan kebijakan proteksi komoditas dan produk
pertanian.
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5.2. PROGRAM DIREKTORAT JENDERAL PENGOLAHAN DAN PEM ASARAN
HASIL PERTANIAN TAHUN 2007-2009

Program Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian
merupakan bagian dari program Departemen Pertanian, yaitu; (1) Program
Penanganan Pasca Panen, (2) Program Pengembangan Pengolahan, (3)
Program Pengembangan Mutu dan Standarisasi, (4) Program Pengembangan
Pemasaran Domestik, (5) dan Program Pengembangan Pemasaran Internasional.
Pelaksanaan program Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Pertanian tersebut diarahkan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang
dihadapi melalui 11 kegiatan utama (bagian dari 38 kegiatan utama Departemen
Pertanian) sebagai berikut:.

5.2.1. Pengembangan Kegiatan Pemasaran Komoditas  Pertanian

Pengembangan pemasaran dalam negeri diarahkan bagi terciptanya
mekanisme pasar yang berkeadilan, sistem pemasaran yang efisien dan efektif,
meningkatnya posisi tawar petani, serta meningkatnya pangsa pasar produk lokal
di pasar domestik, dan meningkatnya konsumsi terhadap produk pertanian
Indonesia, serta terpantaunya harga komoditas hasil pertanian di seluruh provinsi.
Untuk mencapai hal ini, maka fokus kegiatan yang akan dilakukan adalah: (a)
Pengembangan kelembagaan pasar dalam bentuk Sub Terminal Agribisnis (STA)
komoditas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan; (b) Pengembangan
kelembagaan kemitraan yang saling menguntungkan dan mampu
mendistribusikan nilai tambah secara adil terutama kemitraan antara kelompok
petani dengan pelaku usaha; (c) Pengembangan sistem informasi pemasaran,
terutama untuk pemantauan dan analisis harga pangan strategis (d) Peningkatan
promosi dalam negeri; dan (e) Pengembangan kebijakan pemasaran domestik
hasil pertanian.

Pengembangan pemasaran internasional dimaksudkan untuk percepatan
peningkatan ekspor ekspor hasil pertanian, baik dalam bentuk segar maupun
olahan, sehingga dapat meningkatkan pangsa pasar produk lokal di pasar
internasional dan sekaligus meningkatkan perolehan devisa negara. Disamping
itu, pengembangan pemasaran internasional juga dimaksudkan untuk melindungi
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produk pertanian dalam negeri. Untuk mencapai hal ini, maka fokus kegiatan yang
akan dilakukan adalah: (a) Pengembangan kerjasama perdagangan internasional,
baik secara Government to Government (G to G), maupun di forum regional, sub-
regional, dan multilateral; (b) Pengembangan kebijakan promosi dan proteksi; (c)
Penguatan market intelligence; (d) Peningkatan fasilitas perdagangan, angkutan,
dan penyimpanan komoditi ekspor hasil pertanian.

Tujuan utama yang ingin dicapai adalah berkembangnya kelembagaan
pemasaran hasil pertanian dan meningkatnya daya saing serta pangsa pasar
produk pertanian di pasar domestik dan ekspor

5.2.2. Pengembangan Agroindustri Perdesaan

Pengembangan agroindustri pedesaan sangat mendesak untuk menjadi
lokomotif pertumbuhan ekonomi nasional masa depan, karena:

(1) Industri pengolahan mampu mentransformasikan keunggulan komparatif
menjadi keunggulan bersaing (kompetitif), yang pada akhirnya akan
memperkuat daya saing produk agribisnis Indonesia.

(2) Produknya memiliki nilai tambah dan pangsa pasar yang besar sehingga
kemajuan yang dicapai dapat mempengaruhi pertumbuhan perekonomian
nasional secara keseluruhan.

(3) Memiliki keterkaitan yang besar baik ke hulu maupun ke hilir (forward and
backward linkages).

(4) Memiliki basis bahan baku lokal (keunggulan komparatif) yang dapat
diperbaharui, sehingga mampu menarik kemajuan sektor-sektor lainnya,
sehingga terjamin sustainabilitasnya.

(5) Memiliki kemampuan untuk mentransformasikan struktur ekonomi nasional
dari pertanian ke industri dengan agroindustri sebagai motor penggeraknya.

Dengan keunggulan komparatif sumberdaya alam yang ada serta melihat
peluang yang luar biasa lebarnya, maka dalam jangka panjang pengembangan
agroindustri nasional ditujukan untuk membawa Indonesia menjadi New
Agroindustrial Country (NAC).
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Penumbuhan usaha industri pengolahan berbasis pedesaan umumnya
berupa unit usaha bersama yang menyerap, melibatkan dan dimiliki oleh warga
pedesaan. Usaha dapat berlangsung melalui suatu pola kemitraan antara inti dan
plasma (kelompok tani). Industri pengolahan berbasis pedesaan (skala rumah
tangga, kecil-menengah) yang terdiri dari industri pengolahan makanan minuman,
industri  bio-farmaka, industri bio-energi dan industri pengolahan hasil
ikutan/samping dikembangkan dengan tujuan :

(5). Meningkatkan nilai tambah hasil panen di pedesaan, baik untuk konsumsi
langsung, maupun untuk bahan baku agroindustri lanjutan.

(6). Mengembangkan diversifikasi produk sebagai upaya penanggulangan
kelebihan produksi atau kelangkaan permintaan pada periode tertentu.

(7). Sebagai wahana pengenalan, penguasaan, pemanfaatan teknologi tepat
guna dan sekaligus sebagai wahana peran serta masyarakat pedesaan
dalam sistem agribisnis.

5.2.3. Pengembangan Desa Mandiri Energi

Ketergantungan Indonesia terhadap minyak impor, membawa konsekuensi
yang sangat besar pada upaya percepatan pembangunan nasional. Pertama,
adanya peningkatan harga BBM di pasar internasional berakibat pada terkurasnya
devisa negara dan melemahnya kemampuan negara untuk memenuhi kebutuhan
BBM nasional. Kedua, upaya penyesuaian harga minyak dalam negeri dengan
harga internasional (pengurangan subsidi) membawa konsekuensi pada
terganggunya aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Ini mengakibatkan
adanya kelangkaan dan melemahnya keterjangkauan masyarakat, khususnya
masyarakat pedesaan, untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak. Sebagai
contoh, masyarakat nelayan yang tinggal di pesisir dan pulau-pulau kecil yang
memiliki ketergantungan sangat tinggi terhadap BBM untuk kegiatan produksinya,
khususnya untuk bahan bakar penggerak kapal ikan, merupakan satu dari
masyarakat Indonesia yang merasakan sekali akibat krisis energi nasional
tersebut. Akibatnya, banyak nelayan memutuskan untuk mengurangi dan bahkan
menghentikan kegiatan usaha penangkapan ikannya. Karena itu, sudah saatnya
dikembangkan energi alternatif dari sumberdaya alam yang ada untuk memenubhi
kebutuhan bahan bakar minyak nasional.
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Sektor pertanian bisa berbuat banyak dalam menghasilkan bio-fuel untuk
memenuhi pengadaan energi BBM nasional masa depan, baik yang berbasis
minyak nabati (bio-diesel), pati (gasohol), ataupun limbah organik (biomassa).
Salah satu sumber minyak nabati yang sangat prospektif untuk dimanfaatkan
sebagai bahan baku biodiesel dan minyak bakar adalah biji jarak pagar (Jatropha
curcas Linn). Ada sejumlah keuntungan yang bisa diraih dari pengembangan bio-
fuel berbasis jarak pagar ini, yang antara lain adalah:

Minyak jarak pagar tidak termasuk dalam kategori minyak makan (edible oil)
sehingga pemanfaatannya sebagai biodiesel tidak akan mengganggu
penyediaan kebutuhan minyak makan nasional dan kebutuhan industri
oleokimia.

Tanaman jarak pagar merupakan tanaman tahunan yang tahan kekeringan,
sehingga tanaman ini dapat tumbuh dan berkembang dengan baik di lahan
marginal seperti di wilayah Indonesia Timur.

Tanaman jarak lebih cepat berbuah dibandingkan dengan tanaman lain
penghasil bio-fuel seperti kelapa sawit.

Pembuatan minyak jarak dapat dilakukan mulai dari skala usaha kecil oleh
masyarakat perdesaan hingga skala besar dalam bentuk “estate”.

Relatif mudah dalam konversi ke bio-fuel dengan tingkat efisiensi (rasio
bahan baku/bio-fuel) dan efektivitas (tingkat energi) yang cukup tinggi.

Merupakan bahan bakar yang ramah lingkungan karena menghasilkan
emisi yang jauh lebih baik (bebas sulfur, jumlah asap rendah), sesuai
dengan isu-isu global.

Jumlah cetane lebih tinggi (> 60) sehingga efisiensi pembakaran lebih baik,
dan memiliki sifat pelumasan yang baik terhadap piston.

Menciptakan usaha baru di perdesaan yang bisa memberikan lapangan
kerja baru.

Karena itu, pengembangan bio-fuel berbasis jarak pagar sebagai energi
terbarukan semakin menuntut untuk direalisasikan, karena selain merupakan
solusi menghadapi kelangkaan energi fosil masa sekarang dan masa yang akan
datang, bio-fuel berbasis jarak pagar juga bersifat ramah lingkungan, dapat
diperbaharui (renewable) sehingga terjamin keberlanjutannya (sustainability), dan
akan mendorong berkembangnya industri hulu dan hilir yang terkait lainnya.
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5.2.4. Revitalisasi Unit Pelayanan Jasa Agribisnis (UPJA) dan Kelompok
UPJA (KUPJA)

Penggunaan alsin pertanian telah dirasakan manfaatnya oleh petani
khususnya tanaman pangan dalam mempercepat kegiatan on farm dan off farm.
Namun demikian jumlah alsin pertanian masih sangat sedikit dibanding jumlah
yang diperlukan sesuai luas lahan yanga ada. Disamping itu, pemakaian alsin juga
belum optimal khususnya dalam kegiatan Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA)
dan Kelompok Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (KUPJA). Untuk itu kegiatan
terobosan yang akan dilaksanakan antara lain adalah revitalisasi UPJA dan
KUPJA. Berkaitan dengan hal itu, diperlukan fasilitasi penguatan modal
pengadaan alsintan bagi petani-peternak dengan berbagai cara yang mungkin
dilaksanakan.

Kebijakan pengujian alsintan mempunyai dasar hukum yang lebih mantap
setelah terbitnya Peraturan Pemerintan Nomor 81 tahun 2001 tentang Alat dan
Mesin Budidaya Tanaman. Dalam PP tersebut dinyatakan bahwa Pemerintah
menetapkan jenis dan standar alsintan yang diproduksi, mengawasi peredarannya,
dan melakukan pengujian alsintan sebelum diedarkan. Selanjutnya dengan
dilakukannya lagi reorganisasi Departemen Pertanian melalui SK Mentan Nomor
384/Kpts/Kp.330/10/2005 maka Direktorat Alat dan Mesin, Direktorat Jenderal
Bina Sarana Pertanian dilikuidasi, demikian juga tugas pokok dan fungsinya
dikembalikan ke dalam eselon | teknis masing-masing komoditi. Oleh karena itu
maka Balai Pengujian Mutu Alat dan Mesin Pertanian (BPM Alsintan) yang
merupakan unit pelaksana teknis Departemen Pertanian yang berada di bawah
dan bertanggungjawab kepada Direktur Alat dan Mesin, Direktorat Jenderal Bina
Sarana Pertanian juga ikut dilikuidasi.

Mengingat pentingnya fungsi pengujian mutu alsintan sebagai sarana
pengawasan peredaran seperti tujuan yang ingin dicapai dari PP nomor 81 tahun
2001, maka BPM Alsintan berdasarkan surat persetujuan Sekretaris Jenderal
Departemen Pertanian Nomor 924/SR.160/A/12/05 tanggal 27 Desember 2005,
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Mutu dan Standarisasi,
Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian.
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BPM Alsintan mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk melaksanakan
pengujian mutu dalam rangka standarisasi dan sertifikasi alsintan berdasarkan SK
Mentan Nomor 402/Kpts/OT.210/6/2002 tentang Organisasi dan tata Kerja Balai
Pengujian Mutu Alsintan dan dilengkapi dengan SK Mentan Nomor
205/Kpts/OT.210/3/2003 tentang Syarat dan Tata Cara Pengujian dan Pemberian
Sertifikat Alsintan. Beroperasinya BPM Alsintan secara optimal akan menciptakan
iklim yang kondusif guna mendorong penggunaan dan pemanfaatan alsintan yang
kualitasnya sesuai dengan persyaratan standar agar lebih berdaya guna dan
berhasil guna dengan menyediakan saran dan prasarana pendukung
pengembangan pengujian alsintan yang handal dan serba cukup.

5.2.5. Penguatan Kelembagaan Ekonomi Petani Melalui PMUK dan LM3
(Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat — Pertani an = PNPM-P)

Dewasa ini peran pemerintah dalam pembangunan pertanian berubah dari
pelaku/aktor menjadi fasilitator, akselerator dan regulator program pembangunan.
Perubahan manajemen pembangunan ini diikuti dengan perubahan sikap dan
perilaku aparat Pemerintah dalam menggerakkan partisipasi aktif masyarakat, dan
meningkatkan investasi swasta, serta memberdayakan pelaku usaha agribisnis.
Wujud perubahan peran pemerintah tersebut diimplementasikan melalui: (1)
fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana fisik yang difokuskan pada pemenuhan
kebutuhan publik untuk mendukung sektor pertanian serta lingkungan usaha
secara luas; (2) fasilitasi dalam rangka percepatan pembangunan wilayah; (3)
fasilitasi bagi terciptanya iklim yang kondusif bagi perkembangan kreativitas dan
kegiatan ekonomi masyarakat serta merangsang tumbuhnya investasi masyarakat
dan dunia usaha; dan (4) penerapan berbagai pola pemberdayaan masyarakat
pelaku pembangunan agribisnis.

Khususnya dalam rangka pemberdayaan pelaku agribisnis, Departemen
Pertanian sejak tahun 1979 telah merintis berbagai model pemberdayaan
masyarakat antara lain Program Pengembangan Agribisnis Lembaga Mandiri
Yang Mengakar di Masyarakat (LM3). Pola pemberdayaan ini dilakukan guna
mengatasi berbagai masalah utama di tingkat usahatani antara lain belum
berkembangnya usaha di hulu, hilir dan jasa penunjang dalam sistem agribisnis,
rendahnya penguasaan teknologi serta lemahnya SDM dan kelembagaan petani.
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Selain melaksanakan pola-pola pemberdayaan di atas, Departemen
Pertanian juga melakukan usaha-usaha peningkatan kemandirian masyarakat
melalui Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3). Sejak tahun 1995
Departemen Pertanian telah membina dan mengembangkan sekitar 2.000 LM3.
Sebagian besar LM3 tersebut berbasis keagamaan: pondok pesantren, seminari,
paroki, pasraman, vihara, subak dan lainnya. Sebagian LM3 bergerak di bidang
agribisnis.

Keberadaan LM3 tersebut selama ini diterima baik oleh masyarakat sekitar
karena turut berperan dalam memberdayakan sosial dan ekonomi masyarakat dan
memiliki peran besar bagi pengembangan para santri/siswa maupun masyarakat
sekitar serta perannya berdimensi luas yang mencakup bidang keagamaan,
ekonomi, maupun sosial kemasyarakatan. Setiap tahun, Departemen Pertanian
mengalokasiakn anggaran untuk melaksanakan pembinaan, pelatihan, penyaluran
bantuan dan pemantauan LM3. Mulai tahun 2004 Departemen Pertanian
bermaksud melaksanakan Program Aksi Pemberdayaan LM3 terpilih pada pondok
pesantren, paroki, seminari, pasraman, vihara dan lainnya sebagai pilot proyek
dan percontohan. Program Aksi Pemberdayaan LM3 diharapkan dapat
mempercepat berkembangnya LM3 berbasis agribisnis, mendorong terbentuknya
jaringan kelembagaan agribisnis, meningkatkan partisipasi masyarakat di sekitar
lokasi untuk mengembangkan agribisnis serta mempercapat tumbuhnya embrio
pembentukan inti kawasan agribisnis.

Mulai tahun anggaran 2006 pada DIPA Direktorat Jenderal Pengolahan dan
Pemasaran Hasil Pertanian telah tersedia anggaran untuk fasilitasi pengembangan
LM3 dan bantuan sarana/alat pengolahan untuk menunjang pengembangan usaha
agribisnis pada unit-unit usaha LM3. Diharapkan dengan adanya pembinaan yang
berkelanjutan disertai dengan pemberian bantuan sarana pengolahan akan
mampu memacu tumbuh dan berkembangnya usaha agribisnis yang selama ini
telah dikembangkan pada LM3 penerima bantuan.

5.2.6. Peningkatan Kegiatan Pasca Panen dan Pengola han Pangan

Penerapan teknologi pasca panen saat ini hanya dinikmati oleh sebagian
kecil masyarakat, hal ini disebabkan antara lain karena keterbatasan informasi
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tentang teknologi tersebut dan perhatian pemerintah terhadap peningkatan nilai
tambah produk pertanian di perdesaan selama ini masih relatif kecil jika
dibandingkan dengan upaya peningkatan produksi hasil pertanian. Sehingga
perkembangan penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian
khususnya pangan hingga dewasa ini masih berjalan lambat dan masih belum
sesuai dengan harapan. Hal ini terlihat dari lambatnya perkembangan penggunaan
teknologi dan penerapannya. Dampak yang terlihat antara lain masih tingginya
tingkat kehilangan hasil pascapanen, mutu hasil pertanian yang masih rendah,
tingkat efisiensi dan efektifitas hasil yang masih rendah, nilai jual yang kurang
kompetitif dan penampakan hasil (keragaan hasil) yang belum memuaskan
(terutama masalah pengkemasan, pewarnaan, pengawetan dan pelabelan) serta
lemahnya pencirtaan “brand image”. Lambatnya penyerapan dalam penerapan
teknologi pasca panen tersebut berimplikasi pada industri pedesaan yang kurang
berkembang antara lain disebabkan oleh faktor teknis, sosial maupun ekonomi.

Kunci terpenting dalam rangka meningkatkan daya saing produk pertanian
baik produk segar maupun olahan hasil pertanian adalah mutu produk yang baik
dan efisiensi dalam proses produksi, pasca panen dan atau pengolahan maupun
pada tahap pemasarannya. Mutu produk dan efisiensi akan berpengaruh langsung
terhadap harga dari setiap produk bersangkutan serta daya saingnya.

Melalui kegiatan pembinaan dan pelatihan diharapkan diharapkan
pemahaman dan ketrampilan para pelaku usaha dalam aspek teknis penanganan
pasca panen dan pengolahan hasil pertanian khususnya pangan menjadi lebih
baik sehingga mereka bisa bekerja lebih efisien serta menerapkan prinsip
penanganan dan pengolahan hasil pertanian yang baik untuk menghasilkan
komoditas atau produk pertanian yang berkualitas dan berdaya saing.

5.2.7. Mekanisasi Kegiatan Produksi Pertanian Pasca Panen Dalam
Mendukung Pengembangan Agribisnis dan Ketahanan Pan  gan.

Penanganan pasca panen hasil pertanian hingga saat ini umumnya masih
belum menerapkan kaidah GHP (good handling practices) secara benar. Hal ini
antara lain ditandai dengan masih tingginya tingkat kehilangan hasil pada tanaman
padi. Data dari Biro Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa rata-rata tingkat
kehilangan hasil padi pada tahun 1995 adalah sekitar 20,5 %. Tingkat kehilangan
hasil tersebut terjadi pada saat pemanenan 9,48 9%, perontokan 4,81 %.,

87



pengeringan 2,13 %, penggilingan 2, 19 %, penyimpanan 1,61 %, dan
pengangkutan 0,19 %. Tingginya angka kehilangan hasil ini masih terjadi hingga
sekarang. Berdasar laporan tahun 2002 terbukti bahwa tingkat kehilangan hasil
padi masih cukup tinggi dan sangat bervariasi antar propinsi yaitu dari sekitar 11,7
% di Jawa Tengah hingga 26,74 % di Sulawesi Tenggara. Pada komoditas
hortikultura kurangnya penanganan pasca panen, terutama grading dan
packaging, berakibat pada tingginya tingkat kerusakan sayur dan buah. Pada
komoditas perkebunan seperti kakao, kurangnya penanganan pasca panen
mengakibatkan mutu kakao yang rendah.

Mutu produk hasil pertanian sangat terkait dengan aspek penerapan sarana
dan teknologi pasca panen. Penanganan pasca panen sebagian besar masih
menggunakan sarana dan teknologi yang sederhana (tradisional). Rendahnya
pengguna sarana dan teknologi ini diakibatkan oleh tingkat kualitas sumber daya
manusia yang masih rendah dan kurang tersedianya sarana dan teknologi pasca
panen di pedesaan. Lemahnya pembinaan penanganan pasca panen mempunyai
andil terhadap rendahnya mutu produk yang dihasilkan. Rendahnya kesadaran
akan hasil pertanian yang bermutu dan aman bagi kalangan konsumen, sangat
berpengaruh terhadap upaya-upaya peningkatan mutu hasil pertanian.

Tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan mekanisasi pasca panen dan
peningkatan mutu hasil pertanian adalah berkembangnya kegiatan mekanisasi
pasca panen untuk menurunkan kehilangan hasil (losses), meningkatnya mutu
produk pertanian, serta berkembangnya standardisasi dan akreditasi untuk
meningkatkan daya saing dan nilai jual produk pertanian.

5.2.8. Penyusunan Kebijakan, Monev, dan Database

Pengembangan manajemen terpadu yang mencakup aspek perencanaan,
implementasi, pengendalian, pemantauan, evaluasi, plaporan dan penyediaan
data base yang sesuai dengan prinsip-prinsip Good Governance perlu dilakukan
untuk memperlancar pelaksanaan pembangunan pertanian, sinkronisasi antar
subsektor dan lintas sektor, serta koordinasi antara pusat dan daerah. Kebijakan
pengolahan dan pemasaran hasil pertanian sangat diperlukan untuk mendukung
terciptanya iklim usaha pertanian yang kondusif dengan keberpihakan kepada
petani kecil dan pelaku usaha UKM pertanian.

88



5.2.9. Pengembangan Pertanian Organik dan Lingkunga  n Hidup

Perkembangan permintaan produk pertanian organik di dunia saat ini
meningkat dengan pesat, sebagai buah kesadaran konsumen yang menghendaki
adanya produk yang sehat dan ramah lingkungan. Tingginya permintaan tersebut
mendorong negara-negara berkembang termasuk Indonesia, untuk memanfaatkan
peluang tersebut dengan mendorong peningkatan dan percepatan produksi
pertanian organik. Di sisi lain, kegagalan pendekatan revolusi hijau telah pula
mendorong adanya pengurangan pemakaian input kimia, sekaligus sebagai
pendorong pengembangan pertanian organik.

Beberapa tahun terakhir, pertanian organik modern masuk dalam sistem
pertanian Indonesia secara sporadis dan kecil-kecilan. Pertanian organik modern
berkembang memproduksi bahan pangan yang aman bagi kesehatan dan sistem
produksi yang ramah lingkungan. Tetapi secara umum konsep pertanian organik
modern belum banyak dikenal dan masih banyak dipertanyakan. Penekanan
sementara ini lebih kepada meninggalkan pemakaian pestisida sintetis. Dengan
makin berkembangnya pengetahuan dan teknologi kesehatan, lingkungan hidup,
mikrobiologi, kimia, molekuler biologi, biokimia dan lain-lain, pertanian organik
terus berkembang.

Dalam sistem pertanian organik modern diperlukan standar mutu dan ini
diberlakukan oleh negara-negara pengimpor dengan sangat ketat. Sering satu
produk pertanian organik harus dikembalikan ke negara pengekspor termasuk ke
Indonesia karena masih ditemukan kandungan residu pestisida maupun bahan
kimia lainnya. Pesatnya permintaan produk pertanian organik ini juga memiliki
konsekuensi pada semakin ketatnya perdagangan yang mengatasnamakan
produk organik. Klaim-klaim atas produk organik mulai nampak di pasaran.
Praktek perdagangan yang demikian jelas merugikan bagi para pedagang produk
organik yang benar yaitu petani organik. Banyaknya produk-produk yang
mengklaim sebagai produk pertanian organik yang tidak disertifikasi membuat
keraguan di pihak konsumen.
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5.2.10. Peningkatan Kegiatan Eksebisi, Perlombaan d an Penghargaan
Kepada Petani Agribisnis.

Dalam rangka penyebarluasan informasi, promosi, dan pemasyarakatan
berbagai keberhasilan pelaksanaan dan program-program pembangunan
pertanian kepada publik, maka kegiatan-kegiatan berupa eksebisi maupun
berbagai "fair” atau pameran perlu semakin diperbanyak. Kegiatan eksebisi ini
akan dilakukan berjenjang mulai dari tingkat bawah yaitu desa/kecamatan —
kabupaten — propinsi sampai tingkat nasional. Kegiatan eksebisi terbuka untuk
umum dan juga diisi dengan berbagai kegiatan yang melibatkan atau mendorong
keterlibatan masyarakat seperti misalnya lomba / kontes ternak (kambing pejantan,
sapi) unggul, buah bermutu dan sebagainya. Penghargaan (apresiasi) antara lain
dapat diberikan kepada pelaku usaha dan produk olahan pertanian yang
menerapkan GHP dan produk ramah lingkungan.

5.2..11. Penerapan dan Pemantapan prinsip Good Gove rnance,
penyelesaian daerah konflik, bencana alam,daerah te rtinggal dan
perbatasan.

Dalam rangka memperlancar pelaksanaan pembangunan pertanian
diperlukan sinkronisasi antara subsektor dan lintasan sektor, serta koordinasi
antara pusat dan daerah melalui penerapan manajemen yang terpadu yang
mencakup aspek perencanaan, implementasi, pengendalian, pemantauan,
evaluasi, pelaporan dan pengawasan yang sesuai dengan prinsip good
governance . Perhatian dan prioritas perlu diberikan terhadap daerah konflik,
bencana alam, daerah tertinggal dan perbatasan dalam mengalokasikan kegiatan
pembangunan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian.
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BAB VI
INDIKATOR KINERJA

Indikator kinerja pengolahan dan pemasaran hasil pertanian mengacu
pada Trilogi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian adalah sebagai berikut:
1. Mengembangkan Kelembagaan Pengolahan dan Pemasaran Hasil

Pertanian

Terbangun dan beroperasinya 6000 Gapoktan PPHP.

Terbangun dan beroperasinya 700 unit usaha PPHP pada Lembaga
Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3).

Terbentuk dan beroperasinya 6 Dewan Komoditi (sawit, kakao,
rempah, minyak atsiri dan karet).

Terbangun dan beroperasinya kelembagaan jaminan mutu
keamanan pangan di Pusat dan di 33 Propinsi.

Terbukanya 2,5 juta lapangan kerja baru di perdesaan.

2. Mengembangkan Petani Pemasok dalam Farm-Gate Marketing System
Terbangun dan beroperasinya minimal 200 Farm-Gate Market |,
Pasar Tani, dan Pasar Lelang.

Terbangun dan beroperasinya minimal 1000 jaringan pemasaran dan
kemitraan antar daerah, antar Gapoktan, dan antara Gapoktan
dengan unit Usaha PPHP skala besar.

Terbangun dan beroperasinya sistem informasi pasar di Pusat, di 33
Ibukota Propinsi dan di 200 Kabupaten/Kota yang ” interaktif dan real
time”.

Dihasilkannya minimal 15 kebijakan stabilisasi harga dan keamanan
pasokan komoditas strategis.

Meningkatnya peluang ekspor komoditis strategis (komoditi primer)
sebesar 15 %

3. Mengembangkan Agroindustri Perdesaan
Meningkatnya ketersediaan beras minimal 300 ribu ton/th melalui
penurunan losses dan peningkatan rendemen 2 %.

Dihasilkan dan terbukannya peluang pasar beras berlabel sebesar
10.000 ton.
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Meningkatnya ketersediaan jagung bermutu minimal 150.000
ton/tahun.

Menurunnya tingkat kerusakan produk hortikultura minimal 10 %.
Dihasilkannya tambahan minimal 50.000 ton/tahun kakao fermentasi
berkualitas tinggi.

Meningkatnya bahan olahan karet (bokar) bermutu sesuai SNI
sebesar 50 %.

Meningkatnya daging bersertifikat ASUh sebesar 25 % yang
dihasilkan dari RPH & RPU higienis.

Tumbuh dan beroperasinya 800 Gapoktan pengolah bio-energy
berbasis kelapa, jarak pagar, biogas limbah ternak sebagai
pengganti BBM di daerah langka BBM.

Meningkanya nilai tambah dan pendapatan petani sebesar minimal
25 % dengan penerapan GHP dan GMP.

Secara lebih rinci Indikator kinerja pengembangan pengolahan dan

pemasaran hasil pertanian tahun 2005-2009 mengikuti 5 program Direktorat
Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian adalah sebagai berikut:

Program Pengembangan Pasca Panen

1.

Tumbuh dan berkembangnya 4500 Gapoktan yang mengelola peralatan
panen dan penggilingan padi (direvitalisasi) di 139 kabupaten/kota.
Tumbuh dan berkembangnya 350 Gapoktan pengelola sarana pengering
dan pergudangan (silo) jagung di 70 kabupaten.

Tumbuh dan berkembangnya 100 Gapoktan hortikultura pengelola grading
dan packaging house ( manggis, mangga, jeruk, bawang merah, dan
biofarmaka).

Berkembangnya sentra pengolahan kakao fermentasi berkualitas tinggi di
35 kabupaten/kota.

Berkembangnya sentra pengolahan bokar bermutu sesuai SNI di 35
kabupaten/kota.

Terevitalisasinya RPH dan RPU higienis di 170 kabupaten/kota.

Program Pengolahan Hasil

1.

Tumbuh kembangnya 60 Gapoktan pengolah pangan karbohidrat non beras
berbasis sumberdaya lokal di 45 kabupaten/kota.
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Berkembangnya 200 Gapoktan pengolah hasil perkebunan (kelapa, kopi,
nilam/minyak atsiri, lada, gambir, dan kakao) di 80 kabupaten/kota.
Berkembangnya 100 Gapoktan penolah hasil hortikultura (mangga, jeruk,
pisang, cabe, bawang merah dan biofarmaka) di 60 kabupaten/kota.
Berkembangnya 110 Gapoktan pengolah hasil peternakan (susu dan
olahan daging) di 100 kabupaten/kota.

Program Pengembangan Mutu

P wnNPE

Meningkatnya mutu hasil pertanian.

Meningkatnya jumlah standar (SNI) komoditas pertanian minimal 50
Rancangan SNI.

Meningkatnya jumlah kebijakan mutu (pangan organik, keamanan pangan,
lab penguiji rujukan) minimal 35 kebijakan.

Terbangun dan beroperasinya kelembagaan jaminan mutu keamanan
produk di Pusat dan di 33 Propinsi.

Meningkatnya produk olahan yang bersertifikat (HACCP).

Berkembangnya sentra pengolahan komoditi pertanian.
Berkembangnya jenis olahan hasil pertanian (diversifikasi).
Berkembangnya usaha pengolahan hasil pertanian.
Dihasilkannya minimal 15 kebijakan agroindustri perdesaan.

Program Pengembangan Pasar Domestik

Stabilnya harga hasil pertanian di tingkat petani.

Meningkatnya daya serap pasar domestik terhadap produk lokal minimal 10
%.

Terbangunnya 200 kelembagaan pemasaran di tingkat petani (farm gate
market, pasar tani dan pasar lelang).

Terbangun dan beroperasinya 1000 jaringan pemasaran dan kemitraan
antar daerah, antar Gapoktan, dan antara Gapoktan dengan unit usaha
PPHP skala besar.

Terbangunnya dan beroperasinya sistem informasi pasar di Pusat dan di 33
Propinsi dan 200 Kabupaten/kota.

Terkendalinya impor komoditas pertanian strategis (proteksi).
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7. Meningkatnya effisiensi pasar.
8. Meningkatnya jumlah dan effektifitasnya kebijakan pemasaran domestik
hasil pertanian minimal 15 kebijakan.

Program Pengembangan Pasar Internasional

1. Kelancaran pemasaran/ produk pertanian Indonesia di pasar internasional.
2. Peningkatan ekspor komofitas pertanian (primary products) sebesar 15 %
hingga akhir tahun 2009 dan penurunan impor komoditas pertanian.

3. Berkembangnya 40 Gapoktan komoditas straregis berorientasi ekspor.
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BAB VI
PENUTUP

Tujuan pembangunan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian sebagai
bagian pembangunan pertanian adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat
pertanian melalui sistem pertanian industrial. Sejalan dengan itu sasaran
pembangunan pertanian jangka panjang adalah menempatkan sektor pertanian
sebagai fondasi struktur perekonomian yang kokoh dan lentur terhadap pengaruh
eksternal.

Renstra Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian
(Revisi) 2007-2009 merupakan arahan makro bagi pelaksanaan pembangunan
pengolahan dan pemasaran hasil pertanian jangka menengah yang bersifat elastis
terhadap perubahan sesuai perkembangan. Secara operasional, Renstra
Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian (Revisi) 2007-
2009 akan dijabarkan lebih lanjut dalam rencana kerja tahunan atau RKT
Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian. Untuk itu
implementasi Renstra Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Pertanian (Revisi) 2007-2009 akan sangat tergantung dari hasil evaluasi kegiatan
pembangunan tahunan serta disesuaikan dengan dinamika permasalahan dan
kebutuhan masyarakat yang berkembang.
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